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ABSTRAK 

Nama : Risa Sukmawardani 
Program Studi: Administrasi Pelayanan Publik 
Judul Tesis : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan £-Government di 

Direktorat Jenderat Hak Kekayaan lntelektual Departemen Hukurn 
dan Hak Asasi Manusia RI 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sebagian besar proses 
kerja di sek:tm swasta. Dewasa ini kemajuan teknologi mulai melanda sektor publik 
yang dinilai Iebih konservatif dibandingkan dengan sektor swasta metalui inisiatif 
penenlpan e-governmenl. Upaya penerapan e-government melalui berbagai inisiatif 
bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam upayanya menerapkan e-government 
telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk 
berbagai inisiatif. Salah satu bentuk inisiatifnya yakni perpustakaan kekayaan 
intelektual digital atau Intellectual Properly Digila/ Library (IPDL) yaitu sebuah 
basis data digital yang berisi semua kekayaan intelektua! yang telah terrlaftar pa.da 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual. IPDL adalah bentuk aplikasi dari 
sistem teknolngi infonnasi dan komunikasi untuk penyebaran informasi kekayaan 
intelektual. Pemanfaatan IPDL untuk kalangan internal bertujuan untuk 
menggantikan proses pemeriksaan manual. Dengan penggunaan IPDL ini diharapkan 
mempercepat dan mempennudah pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan 
oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal HKI. Penerapan IPDL merupakan salah satu 
bentuk upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka 
penerapan e-government oleb Direktorat Jenderal HKL Penerapan ini dlpengaruhi 
oleh berbagai faktor yaitu sumber daya manusia. teknologl, proses dan organisasional 
yang menentukan sejauh mana perkembangan penerapan e~government di Direktorat 
Jenderal HKl. Penelitian ini berfokus untuk mengeWmi bagaimana penerapan e
government atas penerapan IPDL di Direktorat Jenderal HKI dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan positivism dan menganalisanya 
secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dan 
data kualitatif melalui wawancara terhadap berbagai plhak yang terkait. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa fltktor~faktor terkait dengan penerapan e~government 
yang ada di Direktorat Jenderal HKl relatif memadai dan menunjang keberhasitan 
penerapan e~government yang ditandai dengan infrastruktur teknoiogi yang cukup 
baik dan komitmen yang besar dari pimpinan yang tercerrnin dari penetapan strategi 
dan anggaran. Akan tetapi modaJ dasar ini tidak ditunjang dengan proses yang 
memadai yang tercennin dari ketidakpuasan pengguna atas inisiatif penerapan e
government tersebut terutarna dalam hal operasionalisasi. Berdasarkan penelitian 
tersebut dapat diarnbil kesimpulan bahwa langkah-langkah evaluasi berkala atas 
inisiatif penerapan ergovernmenl harus dilakukan untuk memantau pe1aksanaan 
penerapan lnisiatif e-government. 
Kata lrunci; teknologi inforrnasi, a-government, pelayanan publik 
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Study Program 
Title 

ABSTRACT 

: Risa Sukmawardani 
: Administrative Science and Public Policy 
: Influential Factors in the Implementation of E-Govemment at 

Directorate General of lntellectual Property Rights, Ministry of Law 
and Human Rights of Republic oflndonesia 

The advancement of infonnation technology has changed business process of private 
sector as well as reduced cost and simplified process. Nowadays, infonnation 
technology has also been utilized in conservative pubiic sector through e-govemment 
initiatives. E-government initiatives aim to modernize the public sector by uslng 
information technology to provide better service. In its effort to implement e~ 
government, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) has utilized 
information and technology in several initiatives such as the establishment of 
lntelleotual Property Digital Library (li>DL) launched on February 7"', 2007. lPDL 
contains database of registered inteHectual property. Using application of technology 
information and communication1 IPDL is proposed to disseminate intellectual 
property information for external users. Examiners of DGIPR which are the internal 
users of IPDL are expected to change their manual work procedures to obtain faster 
and simpler results, This initiative of e-government by DGIPR entails the 
accommodation of several factors which are human resources, technoiogy, process, 
institutional and organizational factors to define the implementation of e-govemment 
in DGIPR. This research focused on identifying the extent of the implementation of 
e-government in DGIPR and the influencing factors by using positivism approach. 
Descriptive analysis is conducted based on quantitative data of questionnaire and 
qualitative data from in depth interview. Results of the study show that the 
implementation of e~govemment in DGIPR is considered to be in Interactive 
Presence stage of UN. Concurrently, factors supporting the implementation of e
govemment bas relatively accommodated by DGIPR which signified by sufficient 
technology infrastructure and strong commitment of strategy. However, these 
fundamental factors have not thoroughly supported with sufficient operational 
process. It is reflected from the dissatisfaction response of users. It can be concJuded 
that periodic evaluation of the initiative needs to be performed in order to ensure the 
successful implementation of e~government. 

Keywords: 
information technology; e-government, pubJic service 
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1.1. La tar Belakang Masalah 

BABI 
PENDAHULUAN 

Datam era globalisasi seperti saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan 

kornunikasi (Information and Communication Technology/JCJ) bukan Iagi hanya 

bersifat penting tetapi sudah menjadi suatu keharusan bahkan kehutuhan. Hanya 

dengan rnenggunakan ICT dapat terwujud suatu dunia tanpa betas (borderless world) 

dimana jarak maupun batas-batas antar negara dapat dilewati atau bahkan hUang 

sama sekali. 

Sektor-sektor swasta mewamai kehidupan masyarakat dengan kemudahan

kemudahan dalam menikmati pe!ayanan sementara sektor~sektor publik terkesan 

tidak profesional, kurang bertanggungjawab dan lebih parah lagi dituding 

mengabaikan hak-hak rakyat untuk diiayani. Ketidakpuasan masyarakat maupun 

kritik yang disampaikan atas kine.rja sektor pubHk mendorong munculnya tuntutan 

akan refonnasi administrasi publik. Dari masa ke masa tuntutan akan refonnasi 

administrasi publik terus muncul yang pada giHrannya kernudian terjadi perubahan 

paradigma dalam administrasi publik sebagai konsekuensinya. 

Ada berbagai hal yang menjadi pendorong (driving forces) terjadinya 

perubahan paradigma administrasi publik seperti teori ekonomi)public choice theory, 

principal agent theory, maupun perubahan dalam hal teknologi.' Perubahan yang 

cepat dalam teknologl infonnasi dan kornunikasi membuat sektor~sektor pelayanan 

swasta bergerak jauh Iebih dinamis daripada sektor~sektor pemerintah sehingga 

hirokrasi pemerintah tertingga1 dan dirasakan lamban.2 Gejala perkembangan 

masyarakat sebagai akibat dari globalisasl memaksa semua pihak, terutama bfrokrasi 

pemedntah untuk melakukan perbaikan dan mencari a!tematif darl sistem 

Owen E. Hughes, Public Management and Administration, An Introduction, The Macmillan 
PressLtd.,London,1994,hall-!5 
1 Lisman Manurung, Rcfcnnasi Pelayan:m Publik, Scbuah Tinjauan Konseptual, Nasion Volume 
4 Tahun 2007 haL 71 
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administrasi yang sesua1 dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan 

Jaman. 

Pemanfaatan teknologi infonnasi sudah sejak lama dikenal luas oleh kalangan 

bisnis seperti contohnya yang dipraktekkan dalam dunia perbankan. Namun hal yang 

sarna baru tumbuh dewasa ini di sektor pemerintahan. Dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi, seperti halnya yang dilakukan swasta membuka jalan untuk 

perkembangan pemerintahan dan pemberian pelayanan yang lebih baik. 

Pengimplementasian kemajuan teknologi dan infonnasi dalam pemerintahan dikenal 

dengan sebutan electronic government atau disingkat e-government atau juga dapat 

disingkat e-gov. 

Seiring dengan kemajuan inforrnatisasi di masyarakat, e-government bukan lagi 

sekedar informatisasi administrasi publik tapi mencakup area pelayanan publik yang 

diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian e-government 

merupakan bentuk pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

yang berprinsip untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan 

transparan.3 Keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

di lingkungan pemerintah membawa banyak nilai positif. Tujuan untuk menjalankan 

aktifitas pemerintahan yang efektif dan efisien dapat tercapai sehingga pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik, lebih murah dan lebih 

cepat (better, cheaper, dan faster). 

Besamya manfaat dalam e-government bagi perbaikan kinerja sektor publik 

membuat banyak negara terus meningkatkan investasinya pada pengimplementasian 

e-government. Namun terdapat perbedaan yang signifikan pada negara-negara ini 

dalam hal sejauhmana dan seberapa cepat teknologi informasi dan komunikasi 

diadopsi dalam pemerintahan4
• 

D.C Misra & Anjali Dhingra, E-Govemance Maturity Modei,_Eiectronics Infonnation & 
Planning (ISSN 0304-9876 Vol.29, No.6·7, Mar·Apr 2002 

• C.F. Maitland & J.M. Bauer (2001) dalam Zlakto J. Kovacic, The Impact of National Culture 
on Worldwide eGovernment Readiness, http://infonn.nu/ ArticlesNol8/v8p 143-158Kova.pdf 
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Tercatat beberapa negara yang sudah memiliki keungguJan dalam e-government 

seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan untuk Asia seperti Korea dan Jepang. Dalam 

data yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara 

tersebut berada pada tataran atas da!am hal kemampuan dalam melakukan e

government yang diukur dengan indeks kesiapan daiam melaksanakan e-govemment 

(e-governmenl readiness index). 

£-government readiness merupakan pengukuran atas kemampuan suatu negara 

dalam berpartisipasi dan mengambil manfaat atas ekonomi digital secara global:5 

Pengukuran ini dilakukan dengan melihat aspek-aspek yang terkait dengan e

government seperti e-leadership, information security, human capital, dane-business 

climate. Pengukuran e-g<;wernment readinessle-readiness juga menggambarkan 

tingkat/derajat kesiapao negara atau organisasi tersebut da!am berpartisipasi dalam 

dunia yang saling terhubung (Network world). Dengan dem!kian aspek-aspek tersebut 

merupakan falctor penting dalam kesuksesan pelaksanaan e-gavernrnent. 

Berkattan deng:a.n status kesiapan e-government, Indonesia dinyatakan oleh 

index e~government readiness PBB berada pada Jevel rendah atau tepatnya berada 

pada tahap ketiga {third tier) dimana penggunaan e-government masih pada 

prosentase 0-33%. Perbedaan kesiapan negara-negara dalam penerapan e-governmenl 

berkaitan erat dengan pendapatan per kapita (GNUGross National Income)l 

infrastruktur, dan pendidikan6. Sernentara itu dalam lingkup ASEAN. Indonesia 

betada pada ranking menengah seperti terlihat pada Tabel 1.1. 

Global Internet Policy Initiatives (GIPI), E-Readlne.ss Guides. Readiness for the Netw{i!kcd 
WPrld. Getting Started, htm://www. 

' KIP A, FeA-Sibility St11dy Project for DGIPR Indonesia. 2007 
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Tabell.L 
Status E~Government Readiness di A SEAN 

Gambaran negara yang berada dafam posisi ini umumnya memiliki tingkat 

infrastruktur dan tingk.at pendidikan yang rendah dengan beragam tingkat 

pendapatan, Secara lebih detail dengan melihat aspek-aspek e-government readiness 

dapat dijabarkan sebagai berikut7: 

a. Konektivitas (Connectivity): masih sangat terbatas dan memerlukan perbaikan 

yang substantif untuk dapat mendukung e-goverment _ 

b. Kepemimpinan (a-leadership): e-government belum menjadi prioritas strategi 

nasional 

c. Keamanan Informasi (Information Security) : proses dan penyimpanan data 

belum seratus persen terpercaya 

d. Modal Sumber Daya Manusia (Human CapUal): orang yang tepat dalam 

menangani e*government masih terbatas dan masyarakat masih belum terbiasa 

dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

e. Iklim E-business (£-business Climate): beberapa sektor bisnis sudah 

menja\ankan bisnisnya dengan e-business (terutama perbankan). 

Roselyn Docktor. &:celarating E-Govemment. . .E-Readiness at Work, 
http:llunpan l.un.org!intradoclgroupslpubliddocuments!CAFRA D/UNP A N00661 7 ~pdf 
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Inisiatif pengembangan e~gavemment merupakan suatu bentuk inisiatif nasional 

yang sudah berlangsung beberapa tahun, tepatnya sejak dirurnuskan dalam lnstruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Pengembangan £-government. 

Instruksi tersebut menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 

baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien 

diperlukan adanya kebijakan dan pengembangan e..government. Dalam skema 

rencana pema.nfaatan teknologi informasi nasional nasional tergambar jelas ta.hapan 

pengembangan e-government yang diawali dengan fase pertuma dirruma Indonesia 

menjadi negara yang unggul di kawasan ASEAN (ASEAN Leading Nation) dalam hal 

teknoJogi informasi dan komunikasi di tahWl 20 l 0 dan diakhiri dengan fase kelirna di 

tahun 2025 dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian dari 

kehidupan bangsa Indonesia (e-Indonesia). 

Gambar 1.1. 

PhaS<!4-5 

rr UNievel5 

rr UNievel4 21)10 
Phase2-3 

,,,,. 
L::~~ Phase1 rr UNievelo 

Sumber. Feasibility 'Study Project for OGIPR., lndonesia8 

• KIPA, op.cll, haL 56 
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Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa tujuan dari e-government adalah 

untuk meneiptakan pemerintahan yang efektif) efisien dan transparan dengan berbasis 

kepada teknolog1 informas1 dan komunikasi sebingga mampu memberikan pelaya.nan 

yang lebih baik kepada masyarakat. Narnun e-govenmuJht bukan hanya sekedar 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi publik tapi 

merupakan sebuah perubahan pengelolaan organisasi publik yang dahulunya bersifat 

tradisional ke arah yang lebih modem. 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektoal (DJHKI) merupakan salah satu 

unit eselon I yang berada dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia yang bertanggungjawab dalam hal pen.daftanin dan pemberian perlindungan 

kekayaan intelektual yang mencakup paten, merek, hak cipta; desain industri) desain 

tata letak sirk.uit terpadu dan rahasla dagang. Selain itu juga bertanggungjawab untuk 

menyebarkan infonnasi tentang kekayaan intelektuaL Sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya, DJHKJ terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan DJHKI 

(stakeholders) yang cukup luas, diantaranya sektor bisnis, sesama badan pemerintah, 

universitas, Iembaga~tembagu non-pemerintah dan tentu saja warga negara. 

DJHKf merupakan sebuah unit eselon I di bawah. Departemen Hllkurn dan Hak 

Asasi Manusia serta tergabung da[am organisasi kekayaan intelektuaJ dunia (World 

lntellecual Property Organization - WIPO). Dengan demikian ba.ik dan buruknya 

kinerja DJHKI akan membawa dampak secara ekonomi bagi Indonesia tidak hanya di 

tingkat nasional maupun intemasional. Kegagalan DJHK.I da(am memberikan 

perlindungan kekayaan inte[ektual maupun penegakan hukum kekayaan intelektual 

tidak hanya dirasakan oleh ban gsa Indonesia tetapijuga oleh negara-negara lain. 

Sejalan dengan instruksi presiden mengenai e-government tersebut DlliKI juga 

telah melakukan upaya implementasi e-government termasuk dengan perumusan 

kebijakan strategis berupa Jayanan prima dengan berbasis pada teknologi informasi. 

Bahkan jika menilik ke belakang DJHKI telah menjadikan e-government sebagai 

fokus/prioritasnya jauh sebelum dikeluarkannya instruksi ini. Komitmen DlliKI pada 

pengembangan e-goverrrment ini ditandai dengan dibentuknya direktorat baru daiam 
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struktur DJHKI yakni Direktorat Tekno!ogi lnformasi (selanjutnya disebut Direktorat 

11) di tahun [ 999 9 

Sistem otomasi di DJI-IKI dimu!ai di tahun 1990 dengan melakukan Feasibility 

Study on administration of i111ellectual property system dan dilanjutkan dengan 

pembuatan master plan on management information system of intellectual property 

administratiOn (MIS). Di tahun berikutnya perencanaan MIS dikembangkan. Empat 

tahun kemudian, tepatnya di 1995 dikembangkan sistem baru yang disebut 

COPATRIS mencakup sistem infonnasi hak cipta, paten, dan merek, Pada tahun 

2000 rnulai dibuar perangkat lunak untuk pendaftaran kekayaan intelektual dengan 

menggunakan database tunggal. Tahun-tahun selanjutnya hingga saat ini kegiatan 

utama pengembangan informasi teknologi yaitu administrasi HKI secara digital, 

pembangunan perpustakaan digital HKI (Intellectual Property Digital Library 

(!PDL)) dan DGlPR-Net. 

Pembentukan direktorat baru da[am struktur DJHKI merupakan sa[ah satu 

bentuk nyata dari perubahan yang terjadi dari segi struktural sebagai akibat dari 

adanya penerapan" e-government. Saat ini DJHK[ memiliki 6 (enam) unit eselon 11 

dengan lebih dari 500 orang pegawal yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat 

fungsional. dan staf. Dari total keseluruhan pegawai 15°/o diantaranya meropakan 

pejabat fungsional. Pejabat fungsional merupakan pejabat yang bertanggungjawab 

dalam melakukan pemeriksaan substantif atas pendaftaran paten dan mere!<. 10 

Keputusan Menteri Kehakim.an Rcpuhlik IndonesiaNQmor. M.03-PR.07 .10 Tahun 1999 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departe:men Kehakiman 
10 Laporan Tahunan 2007 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 1ntelektua1, hal. 19 
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Gambar 1.2. 
Perbandingan Jumlah Permohonan Pendaftaran Merek, Paten, dan Hak Cipta 
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Seperti telah dijelaskan di awal bahwa saat ini DJHKI melayani permohonan 

pendaftaran merck, paten, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, 

dan rahasia dagang. Namurtjika dibandingkan dengan semmmya itu Direktorat Merek 

memiliki beban pekerjaan yang paling berat dikarenakan jumlah permohonan 

pendaftaran merek merupakan permohonan yang paling banyak (lihat Gambar 1.2.). 

Terlihat bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok dalam hal jumla.h permohonan 

pendaftaran yang diterima oleh DJHKI antara pennohonan pendaftaran merek. paten , 

dan hak cipta. 

Gambar 1.3. menjelaskan secara lebih detail jumlah permohonan pendaftaran 

merek, balk untuk merek baru 11 maupun perp:mjangan ll selama kurun waktu 7 tahun 

ternkhir. Terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah permohonan pendaftaran merek 

semakin meningkat. Di satu sisl hal ini dapat dijadikan indikator keberhasHan 

" Merek baru bernrli rnerek yang bel urn tcrdaftar pada DJHJ<I 
11 Pendaftaran petpajangan metek berarti merek yang terrlaftar di. DJHKI berlaku selama lO tahun 
dan setelalt itu bisa diajukan Jagi permohonan untuk didaftarkan lagi selama 10 tahun kemudian. 
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sosiaUsasi DJHKI dalam meningkatkan kesadaran akan HKl namun di sisi lain 

menambah beban kerja DJHKI khususnya bagi Direktorat Merek. 

Gambarl.3. 
Perrnohonan Pendaftaran Merek Tahun 200 l ·· J uni 2008 

Sumber: b.ttP::I/www.dgjp.go.id 

Dengan pertimbangan ini maka proyek pembuatan basis data digital 

dipriorita.skan terlebih dahulu untuk data digital merek sehingga pemeriksaan 

substantif merek yang dabulunya dilakukan dengan berpedoman pada daftar umum 

merek berbentuk kertas dengan cara manual sudah dapat dilakukan secara e!ektronik. 

Seianjutnya pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada perpustakaan digital 

kekayaan inteleklual (Intellectual Property Digital Library- IPDL). 

Menurut Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2001 prosedur pendaftaran 

permohonan merek mencakup beberapa tahapan (lihat Garnbar 1.4.). Yang pertama 

tahapan penerimaan permohonan oleh Direktorat Jenderal HKil kemudian serelah 

berkas permohonan diterima dilakukan pemeriksaan forrnalitas yang merupakan 

pemeriksaan kelengkapa:n dokumen yang harus dilampirkan dalam berkas 
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permohonan, Jangka waktu pemeriksaan fonnaiitas adalah 30 hari sejak tanggal 

pendaftaran. Apabila berkas permohonan sudah lengkap tahapan selanjutnya yaitu 

dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini mencakup apakah merek yang 

dimohon sudah pernah didaftarkan atas nama orang lain, apakah ada kemlripan merek 

yang dimohon dengan merek lain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI 

(persamaan pada pokoknya 13
), atau apakah merek yang dimohon memiliki unsur

unsur yang tidak boleh didaftarkan terrnasuk juga pemeriksaan apakah merek yang 

dimohonkan termasuk dalam kategori merek terkenal (well known marks). 

Pemeriksaan substantif ini dilakukan dengan mengacu kepada Daftar Umum Merck 

yang me01pakan kumpulan berkas yang berisi data semua merek yang telah terdaftar 

di Direktorat Jenderal HKL Pemeriksa diberikan waktu maksimum 9 bulan untuk 

metakukan perneriksaan ini. 

Se!anjutnya permohonan pendaftaran merek ~ng telah melewati pemeriksaan 

substantif dan dlnyatakan disetujui untuk didaftar oleh pemeriksa merek rnaka merek 

yang dimohonkan dapat dimasukkan dalam pengumuman Berita Resml Merek yang 

bertujuan untuk memberikan kesempatan pada pihak lain untuk mengajukan 

keberatan atas pendaftaran merek yang dimohonkan. Keberatan atas pennohonan 

pendaftaran ini harus diajukan dalam waktu 3 bulani sejak tanggal diumumkan. 

Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan ini (oposisi) maka 

permohonan merek tersebut dimasukkan dalam kategori daftar untuk kemudian 

dibuatkan sertifikatnya. Proses pembuatan sertifikat berlangsung selama 30 hari. 

IJ Persamaan p~da pGkoknya berarti pcrsamaan dalam hat bunyi (pengucapan) maupun 
pcrsamaan dalam hal penulisan merck. 
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Gambar 1. 4. 
Alur Proses Pendaftaran Merek 

Sumbe!: Lapornn Tahunan Direktmat Jenderal Hak Kekayaan Tntelektual Tahun 2002 

Undang-Undang Nornor 15 tahun 2001 tentang Merek mengatur secara detail 

atas jangka waktu dari setiap tahapan pendaftaran merek. Dengan demikian total 

waktu yang diperlukan untuk memproses satu pennohonan pendaft.aran merek sejak 

diajukannya permohonan hingga dikeluarkannya sertifikat adalah 14 bulan. Akan 

tetapi pada prakteknya jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang 

tersebut tidak dapat terpcnuhi. Proses pendaftaran untuk satu merck yang diajukan 

petmohonannya tidak dapat terselesaikan dalam jangka wak:tu yang telah ditetapkan 

oleh undang-undang. Jangka waktu yang tefah ditetapkan daJam setiap tahapan tidak 

terpenuhi sehingga waktu proses pun tcrakumulasi yang mengakibatkan 

keterlambatan semakin lama. Pada akhirnya fase terakhir dari proses pendaftaran, 

yaitu terbitnya sertiflkat juga semakin lama. Jika dalam undang-undang dinyatakan 

hahwa dalam waktu 14 bulan suatu permohonan pendaftaran merek dapat diberikan 

sertifikatnya, namun dalam prakteknya pemohon harus menunggu hingga lebih dari 
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14 bulan untuk memperoleh sertifikat dari permohonan pendaftaran merek yang 

diajukannya. 

Tabell.2. 
Data Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual yang Sudah Terbit Sertifikatnya 

Kelu 

Ba.-.ng 
Tgl Taogg.11l Tanc.gal 

Peuuimun Keputusn Sn1ilikrot 
No Dal'tar Mcrek No. Agenda fJan 

000022767 '""' D00-2003-20030-20203 21 4-Aug-03 7-Dcc-04 13-Jul-05 

000022768 PUNTODEWO 000-2003-20031-20204 30 4-Aug.QJ 7-Dec-04 \J.lul-05 

000022769 U>go J00-2003-20033-20206 35 4-Aug-03 7-Dcc-04 13-Jul-05 

000022770 TIS 100-2003-20034-20207 36 4-Aug.OJ 7-Dec-04 \J-Jul.OS 

000022771 GAUN D00-2003-20035-20208 34 4-Aug-03 7-Dcc-04 13-Jul-05 

000022772 GESHABERO 000-2003-20039-20212 2S 4-Aug-03 7-Dcc-04 IJ-Jul-OS 

000022773 BABERO 000-2003-20040-2021 J 25 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Jul-05 

000022774 HND D00-2003-20040-20214 12 4-Aug-03 7-Do:i:-04 13-Jui-OS 

000022775 IMPIRA 000-2003-20040-20215 12 4-Aug-03 7-Dcc-04 13-Jul-05 

000022716 GEULIS D00-2003-20040-20216 24 4-Aug-03 7-0ec-04 13-Ju\-OS 

000022777 MAVIA 000-2003-20040-20217 25 4-Aug-03 7-Dc:c-04 13-Jul-05 

000022778 BWEOCEAN 000-2003-20040-20219 24 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Ju\-05 

000022779 S'ffiAITSISTER 000-2003-20040-20220 25 4-Aug-03 7-Dc:c-04 13-Ju\-05 

000022780 ALTR>IITY D00-2003-20040-20321 I 4-Aug-03 7-Dcc-04 IJ-Ju\-05 

000022781 ALTIS 000-2003-20040-20322 5 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Ju\-05 

000022782 liMO D00-2003-20040-20223 7 4-Aug-03 7-Dc:c:-04 13-Jul-05 

000022783 KUNCITIMUR J00-2003-20041}-20224 35 4-Aug-03 7-Dc:c-04 IJ-Ju\-05 

000022784 DAHSYAT 000-2003-20040-20226 30 4-Aug-03 7-Dee-04 13-Ju\-05 

000022785 GEGER D00-2003-20041}-20227 30 4-Aug-03 7-Dec-04 IJ-Jui.Q5 

000022786 SllWM D00-2003-20040-20228 30 4-Aug-03 7-0ee-04 13-Jul-05 

000022787 KOHE D00-2003-20040-20229 30 4-Aug-03 7-Dec-04 IJ-Jul-05 

000022788 SEA LAND 000-2003-20040-202233 30 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Ju\-OS 

000022789 SPACELAND D00-2003-20040-20234 30 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Ju\-05 

000022790 MEMO D00-2003-20040-20235 16 4-Aug-03 7-De!='-04 13-Ju\-05 -
000022791 Learning for Life J00-2003-20040-20236 41 4-Aug-03 7-Dec-04 IJ-Ju\-05 

Sumber. Tata Usaha D1rektorat Merek D1rektorat Jenderal HKI 

Tabel 1.2. di atas merupakan daftar permohonan pendaftaran merek yang sudah 

terbit sertifikatnya. Ada 25 permohonan pendaftaran dalam daftar tersebut yang 
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merupakan sebagian permohonan pendaftaran yang diajukan pada tanggal 4 Agustus 

2003. Setelah melalui tahapan-tahapan yang diperlukan dalam proses pendaftaran 

merek maka diputuskan bahwa permohonan pendaftaran tersebut dtsetujui untuk 

didallar dan diberil<lm sertifikatnya pada 13 Juli 2005, Mengacu kepada data ini dapat 

dihitung bahwa proses pendaftaran merek-merek tersebut dalam daftar memakan 

waklu kurang lebib selama 23 bulan. Ada kelebihan waktu hingga 9 bulan dari 

ketentuan undangwundang yang berlaku. Dengan demikian meskipun proses 

pendaftaran sudah secara elektronik dan basis pemeriksaan sudan menggunakan data 

digital tetap sajajangka waktu yang diperlul<lm tidak bisa dipersingkat. 

Dalam rangka pengernbangan sistem men~k, DJHKI mengkaji kemungkinan 

untuk bergabung ke da!am Madrid Protocol, yakni konvensi intemasional di bidang 

merek k:hususnya mengenai pendafiaran merek secara intemasional. Dengan 

meratifikasi Madrid Protocol, maka pemohon yang ingin mendaftarkan merek 

sekaHgus di beberapa negara dapat banya mengajukan satu permohonan internasional 

langs.ung ke DJHKI tanpa perlu mendaftarkannya di setiap negara. Dengan 

diadopslnya sistem Madrid Protocol ini akan membawa kemudah.an bagi pemohon 

pendaft.aran merek sehingga tidak perlu datang ke setiap negara yang dituju dan dari 

segi biaya juga relatif lebih murah karena hanya dikenakan satu paket biaya (one set 

of fees for international registration). 

Pengadopsian Madrid Protocol dapat memacu Direktorat Merek dalam 

meningkatkan sistem operasional berstandar intemasional14
• Namun sebagai 

konsekuensinya DJHKI harus memi!iki dukungan sistem infonnasi yang handai 

dimana sistem kerja dilakukan dengan berbasis pada teknologi informasi dan 

komunikasi. 

14 Makalah yang disampaikan oleh Emawati Junus, Direb.iur Merek Dlrektornt Jeo.deral HKl pa;;la 
Seminar The Madrid Protocol for International Regislralion of Marks. The Benefits and Challenges for 
[ndonesia di Hotel JW Marriot tanggat 24 April 2007 
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1.2. Perumusan 1\-fasalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas jelas 

terlihat bahwa sebagai upaya untuk dapat berkompetisi dllia.m sistem perlindungan 

hak kekayaan intelektual secara internasional saat ini Direketorat Jenderal Hak 

Kekayaan lntelektual te[ah menerapkan sistem pelayanan pendaftaran kekayaan 

intelektual yang berbasis teknologi infonnasi dan komunikasi. Tercatat beberapa 

program yang telah dijalankan yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan 

pendaftaran kekayaan intelektual. Akan tetapi data-data menunjukkao bahwa kinerja 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual khususnya dalam hal pelayanan 

pendaftaran merek masih tidak efektif. Ini tercermin dari lambatnya penyelesaian 

pendaftaran merck yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu 

masih adanya banyak tumpukan pendaftaran (backlog) yang belum terselesaikan. 

Kenyataan ini ta.mpaknya kontradiktif sekali dengan upaya-upaya yang telah 

dijalankan oleh DJHKI dengan menerapkan e~government. BeJum tagi rencana 

ratifikasi Madrid Protocol membuat pe:nggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

semakin penting. 

Mengacu kepada permasalahan di atas dapat dirumuskan pokok pennasa!ahan 

untuk diteliti lebih lanjut sebagai betikut: 

l. Bagaimana penerapan e~govemment di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan e-governrnent di 

Direktornt Jenderal Hak Kekayaan lntelektual? 

1.3. Tujuan dan Signi.fikansi. Penelitian 

Tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan e-govemment di Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan lntelektual. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP UI, 2009



15 

2. Untuk menje!askan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan e~ 

government di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Has it penelitian ini diharapkan dapat memba\\ra sejumlah manfuat baik dari sisi 

akademis maupun sisi praktis sebagai berikut: 

l. Signifikansi secara akademis. Penelitian ini dih.arapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan di bidang penerapan e-govemment terutama 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tersebut. 

2. Signifikansi secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengenai 

penerapan e·government khususnya mengenai faktor~faktor yang 

mempengaruhi penerapan tersebut 

1.4. Sistematika Penelitian 

Pada bab ini akan dijeJaskan sistematika penulisan dati laporan penelitian yang 

terdiri dari enam bab dengan penjelasan sebagai berikut: 

BABI 

BABII 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalah, tujuan dan 

signiftkasi penelitlan, sistematika penulisan serta keterbatasan 

penelit!an. 

TINJAUAN LITERATUR 

Bab ini berisikan teori~teori dan rumusan yang menjadi landasan 

dalam mefakukan penelitian. Teori yang diuraikan dalam bab ini 

mengenai perubahan paradigma pelayanan puhlik, konsep e

government, penerapan e-governmen dan faktor~faktor yang 

mempengaruhinya1 serta keterkaitan antara penerapan e-government 

dengan good governance. 
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BABIV 

BABV 

BABVI 
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METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang rnetode yang digunakan dalam penelltian 

ini yang mencakup pendekatan. populasi dan sampel. 

PENERAPAN E-GOVERNMENT Dl DIREKTORAT 

JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Bah ini berisl penjelasan tentang gambaran mengenai Direktorat 

Jenderal HKI secam umum dan penerapan e~government yang telah 

dan sedang berlangsung saat ini di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUll PENERAPAN 

E-GOVERNMENT DI DIREKTORAT JENDERAL IIAK 

KEKA Y AAN INTELEKTUAL 

Bab ini berisi analisa temuan studi yang memhah.as mengenai berbagai 

faktor yang mempengaruhi penerapan e-government di Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan lntelektual. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan 

yang d1tarlk dari hasH penelitian serta memberikan saran bagi 

penerapan e-government di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. 
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BAB!l 
TINJAUAN LITERATUR 

Penerapan e~government merupakan suatu cara untuk rnemperbaiki pemberian 

pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk mencapai pemerintahan yang baik 

membawa implikasi pada organisasi itu sendiri maupun individu di daiam organisasi. 

Bah berikut ini alum membahas mengenai pcngertian administrasi pubiik yang diikuti 

dengan perubahan paradigma yang terdapat dalam administrasi publik dimana 

kes:emuanya itu melatarbelakangi rnunculnya konsep e-government. Kemudian 

dijelaskan tentang konsep e-government yang merupakan konsep utama dalam 

penelitian ini serta tahapan-tahapan penerapan e-govemment dengan faktqr-faktor 

yang mempengaruhinya. Terakhir dijabarkan bagaimana keterkaitan antara penerapan 

e-government dengan pencapaian pemerintahan yang baik (good gowwnance) 

sehingga meningkatkan kuaHtas pelayanan pubHk. Sebagai pembuka bab kedua ini 

dijelaskan penelitian-penelitian yang pemah dilakukan terkait dengan penerapan e

government yang dijadikan titik tolak dalam rnelakukan penelitian ini. 

2.1. Penelifutn Terdahulu 

Sejumlah penelitian yang berkaitan dengan penerapan e-government maupun 

faktor-faktor yang mempengaruhinya telab terlebih dahulu dilakukan oleh beberapa 

mahasiswa pascasarjana Ilmu Administrasi. Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Univeristas Indonesia, Penelitian~penelitian tersebut diantaranya yaitu penelitian 

yang dilakukun oleh Ayi Mulyadi tahun 2006 dengan judul "Fakt<Jr-Faktor yang 

Mempengaruhi Penerapan E.-government dalam Rangka Meningkatkan PeJayanan 

Pub!ik .. , Penelitian tersebut merupakan studi kasus yang dilak:ukan di dua instansi 

berbeda yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini 

bertujuan membandingkan sejauhmana penerapan e-government di kedua instansi 

tersebut dan rnenganalisa mengapa terjadi perbedaan dalam tahapan penerapan e

government dikeduanya. Hasif penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-

!7 
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government di Direktorat Jenderal Pajak berada pada tahapan yang lebih maju 

dibandingkan dengan pada Pemedntah Kota Bekasi. Perbedaan tahapan ini 

disebabkan oleh kurang diakomodasinya faktor~faktor yang mempengarubi penerapan 

e-gavernment. Penelitian lain mengenai penerapan e-government dilakukan oleh M. 

Hudaya Rosad pada tahun 2006 dengan judul "Analisis atas lmplementasi £

Government di Direktorat Jenderal Pajak (Studi Kasus Terhadap Pandangan Wajib 

Pajak KPP Penanaman Modang Asing Dua)". Penelitian ini bertujuan untuk 

menganaiisa penerapan e·government di Direktorat Jenderal Pajak dengan 

menggunakan persepsi wajib pajak terhadap aplikasi e~governmenl yang 

dikembangkan oleh Direklorat Jenderal Pajak. 

Mengacu kepada dua penelitian tersebut, peneHtian ini membahas penerapan e.

government di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Jnte!ektua1 berdasarkan tanggapan 

pengguna apUkasi e~government. Selanjutnya dilakukan menganalisa terhadap faktor

faktor yang rnempengaruhi penerapan e-government terse but. 

2 .. 2. Pengertian Administrasi Publik 

Ada beragam definisi dari administrasi publik yang disampaikan oleh berbagai 

ahli yang masing~masing menyampaikannya dari sudut pandang yang berbeda~beda. 

Hughes memberikan deflnisi administrasi publik sebagai: "Public administration is 

an activity serving the public, and public servants carry out policies derived from 

others. It is concerned with procedures, 1vith translating policies into action and with 

office management. "11 

Dengan definislnya tersebut Hughes menjelaskan bahwa pada dasarnya ada dua 

kegiatan utama dari administrnsi publik yakni pemberian pelayanan publik dan 

pembuatan kebijakan publik, Definisi yang relatif sama juga diberikan oleh Perry dan 

Keller yang menyatakan bahwa administrasi publik didefinisikan sebagai kegiatan 

" Owen E, Hughes, Public Administration and Managemenl: An lntroducJion, Ihe Macmillan 
Press Ltd., London, 1994, hal. 6 
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penyediaan pelayanan publik yang bersifat kompleks mencakup kegiatan proses 

administrasi sehari-hari hingga proses pembuatan kebijakan publik. 16 

Definisi yang lebih komprehensif dan mencakup setiap aspek yang terlibat 

dalam sektor publik diberikan oleh Rosenbloom sebagai berikut: 

"Public administration is the use of managerial, political, and legal theories 

and processes to fulfil legislative, executive and judicial governmental 

mandates for the provision of regulatory and service functiOns for the society 

as a whole or for some segments of it". 17 

Dengan definisinya di atas1 Rosenbloom mengidentifikasi tiga peran yang 

dimiliki oleh administrasi publik yaitu peran legislatif, eksekutif, dan yudisial. Peran

perl'm administrasi publik dijalankan dengan tujuan untuk memenuhi fungsi regulasi 

dan servis. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Gordon "Public administration 

may be defined as all processes, organizations, and individuals (the later acting in 

official positions and roles) associated with carrying out laws and other rules 

adopted or issued by legislatures, executives, and courts". 18 Definisi ini berrnakna 

bahwa administrasi publik didefmisikan sebagai semua proses, organisasi maupun 

individu yang berkaitan dengan peiaksanaan hukum dan aturan lainnya yang 

dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif dan pengadilan. 

Definisi lain yang diberikan oleh Prestbus tidak menyinggung tentang 

pembagian peran yang dimiliki oleh administrasi publik namun Presthus lebih 

menekankan bahwa administrasi publik tidak lepas dari pengaruh politik, sosial 

ekonomi dan periiaku birokrat. "Public Administration is concerned with the 

institutional framework of government, its socio-economic and political milieu, and 

the behavfo"'r of individuals who man the bureaucratic machine "19
• Penganlh

pengaruh seperti yang disampaikan oleh Presthus di atas dari masa ke masa menjadi 

" David C. Perry dan Lawrence F. Ketler, Public AdminiJirtJtion a/ the Local Level: Oeflnitien, 
Ti:eory, and Context, dalam Richard D. Bingham, et.al, Managing Local Government: Public 
AdministraUtm in Praclice, Lundon, SAGE Publications, Inc., 1991, hal. 4 
11 David H. Rosenbloom dan Deborah 0, Goldman, Public AdminfstratJQn: Understanding 
Mana gemelli, Policy, and Lawn in the Public Sector, New York, Radom House, 1989, hal. 5 
I& George J. Gordon, 198:2 
19 Robert Prestshus, 1975 
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isu penting dalam adminlsitrasi publik bahkan menjadi faktor pendorong terjadinya 

perubahan dalam administrasi publik, 

2.3. Perubahan Paradigma Administrasi Poblik 

Pada dasamya penyelenggaraan administrasi pubHk terkait erat dengan 

perkembangan pemikiran tentang administrasi publik Seiring dengan 

berkernbangnya kompleksitas masalah yang dihadapi terjadi berbagai perubahan yang 

ditanggapi juga dengan berkembangnya ilrnu administrasi publik itu sendiri. 

Pengelolaan administrasi sektor publik dalam perkembangannya mengalami beberapa 

kali perubahan paradigrna. Menurut Denhardt & Denhardt dalam perkernbangannya 

terdapat tiga perspektif dalam administrasi pub!ik?0 Perspektif tersebut adalah old 

public administration, new public management, dan new public service. 

Paradigma administrasi publik diawali dengan perspektif old public 

administration yaitu paradigma administrasi pubHk tradisonal yang dipengaruhi 

secara kuat oieh sejumlah teori seperti teori birokrasi Marx Weber, teori scientific 

management dari Frederick Taylor, dan teori human relations dari Elton Mayo. 

Dalam paradigma ini terdapat dua gagasan utama yang mendasarinya, Pertama 

mengenai pemisahan antara politik dan administrasi yang dikarenakan tugas: utama 

dari administrasi publik adalah implementasi kebijakan dan penyediaan pelayanan 

publik sehingga tidak secara aktif dan ekstensif terlibat dalam pembentukan 

kebijakan. Nilai-nllai yang dipegang dalam paradigma ini adalah netralitas dan 

profesionalitas dari administrator pubtik. Nilai lain yang merupakan gagasan kedua 

dar! paradigma ini yaitu eflsiensi dalam menjalankan tugas utamanya tersebut. Untuk 

itu efisiensi haros dicapai dengan struktur organisasi yang terpadu dan berSifat 

hierarkis. Berdasarkan paradigma ini organisasi publik dianggap efisien dengan 

menjadikannya sebuah organisasi yang tertutup dengan pemhatasan dalam 

keterlibatan warga negara pada pemerintahan. Namun dalam perkembangan 

20 Janet Vinzant Denfmrdt and Robert B. Denhardt. The New Public Service: Serving, Not Steering. 
(New York: M.E. Sharpe, 2004)" 
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selanjutnya paradigma ini dinilai merniliki kelemahan karena menyebabkan blrokrasi 

rnenjadi sangat besar sehingga mengakibatkan turunnya produktivitas, lamban. tidak 

efisien dan tidak efektif. Selain itu birokrasi tradisional dianggap bersifat rigid, 

hira.rkis, dan birokratls. 

Seianjutnya muncul pa.radigma lain yang tidak menekankan pada birokrasi 

dalarn menjalankan administra.si publik, melainkan mengajukan pentingnya kekuatan 

pasar atau kompetisi daJam administrasi sektor publik. Oleh sebab itu paridgma ini 

mengacu kepada praktek-praktek dan teknik sektor swasta untuk diadopsi dan 

digunakan dalam sektor publik sehingga paradigms ini disebut dengan New Public 

Management (NPM) yang mengedepankan paham manajerial (managerialism). 

Paradigma ini berakar pada pandangao bahwa keberhasilan sektor bisnis bergantung 

pada kualitas dan profesionalisme para manajemya. Mekanisme dan terminologi 

pasar menjadi penekanan daiam paradigma ini dan memandang hubungan antara 

organisasi publik dan pelanggannya sebagai transaksi antara penjuaJ dan pembeli. 

Administrator publik yang dalam paradigma ini disebut scbagai manajer pubtik 

dituntut untuk tcrus melakukan inovasi dalam mencapai tujuan dengan cara 

mengarahkan dan bukan mengayuh. Hal ini bennakna bahwa tugas-tugas organisasi 

publik tidak dijalankan sendiri namun didorong untuk dijatankan oleh pihak lain 

melalui mekanisme pasar. Dengan demikian praktek~praktek yang umumnya 

digunakan dalam pardigma tni seperti downsizing, decentralization, contracting out, 

swastanisasi (privatization), maupun penerapan manajemen stratejik, perencanaan 

strategiik. manajemen kinerja dan anggaran kinerja. 

Paradigma NPM tidak lepas dari kritik kalona terlalu condong kepada lronsep

konsep dari sektor swasta atau bisnis yang dapat bertentangan dengan nilai~nilai 

kepentingan publik dan demokrasi. Tren reformasi sektor publik seperti Reinventing 

Government ataupun New Public Management yang utam.anya bagaimana 

menerapkan prinsip-prinsip sektor swasta ke pe!ayanan pubtik menjadi sangat 

populer. Namun pemikiran ini tidak sepenuhnya diterima karena sektor pubtik sangat 

bcrbeda dengan sektor swasta dalam banyak hal. salah satunya seperti dalam hat 
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penentuan customerl1• Sektor swasta dapat dengan mudah mengidentifikasikan siapa 

customernya, namun tidak demikian halnya dengan sektor pubHk. Sektor publik tidak 

dapat dengan gamblang menyebut kalangan tertentu sebagai customemya bahkan 

mungkin lebih tepat disebut dengan stakeholder atau pibak·pihak yang 

berkepentingan dengan sektor publik tertentu. Pemerintahan yang dijalankan seperti 

ha.lnya sektor swasta memunculkan pertanyaan siapa sebenarnya pemilik da.ri 

kepentingan publik dan pelayanan publik. Menurut Denhardt & Denhardt karena 

pemilik kepentlngan publik yang sebenamya adalah masyarakat maka administrator 

publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggungjawabnya melayani dan 

memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan 

implementasi kebjjakan publik. 21 Perubahan orientasi dan nHaiMnilai yang dianut 

memunculkan paradigma baru dalam administrasi puhlik yang disebut dengan new 

public service. Paradigrna ini memunculkan peran baru selain daripada pemerintah 

dan pa.sar, yaitu peran rnasyarakat sipil (civil society). Masyarakat diberi tempat yang 

sangat penttng sebagai pemiiik pemerintahan yang dilibatkan dalam pemerintahan 

dan bukan semata~mata sebagai obyek dari pelayanan. Untuk itu administrator publik 

dituntut untuk membangun kepercayaan darl masyarakat dengan melakukan 

kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan dengan masyarakat. Dengan demikian 

paradigma ini menuntut integrasi aktif antara masyarakat dan administrator untuk 

mencapai tujuan dan sasaran bersarna. 

2.4. Administrasi Publik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Rangkaian perubahan paradigma yang terjadi pada pelaksanaan administrasi 

publik seperti yang dijeJaskan di atas mengandung satu tujuan yang sama yaitu 

bngaimana membuat pemerintahan bekerja atau berjatan dengan lebih baik. Berbagai 

kajian mengungkapkan banwa tumbuhnya pergerakan perubahan paradigma sektor 

publik tersebut didorong oieh ide~ide dan prinsip~prinsip yang kons:isten seputar 

penempatan pasar} peningkatan produktivitas, orientasi pelayanan. desentraJisas~ 

11 Manurung, loc.cit. hal, 69·11 
21 lbid 
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pemisahan antara pembuatan kebijakan dan pemberian pelayanan serta 

akuntabilitas.23 

Prinsip pertama yaitu penempatan pasar (market alignment) bedandaskan pada 

seputar adops:i metode dan strategi yang diterapkan oleh swasta sehingga sektor 

publik bekerja lebih efektif dan efisien. Salah satu contohnya yakni penerapan 

penghargaan dan hukuman (reward cmd punishment) dengan berdasarkan atas 

pengukuran kinerja dad aparat pemerintah. Selanjutnya perubahan paradigma 

administrasi publik juga didasari oleh ide tentang peningkatan produktivita'i yang 

mengarahkan administrasi publik untuk meninjau kembali proses kunci. perampingan 

atau bahkan penghapusan jib memungkinkan. Kemudian ide tentang orientasi 

pelayanan selalu menjadi bahasan dalam setiap paradigma adrninistrasi publik dimana 

setiap progl;'am tidak lagi menggunakan perspektif pemberi pelayanan (agency 

centrici) melainkan mengedepankan kepentingan pencrima layanan termasuk warga 

negara dan sektor swasta (citizen centric). 

Gambar2.L 
Reinventing Service Delivery 

Sumber; Yong & Koon (2003) 

Sementara itu dari segi truktur di sektor pemerintah terkenal kaku atau "rigid' 

dan gernuk sehingga ide untuk melakukan desentralisasi juga menjadi salah satu 

James SL Yong & Lim Hisp Koon, E·Govemment; Enabling Pablic Sector Reform dalam E~ 
Government in Asia. ed, James SL Yong (Selangor, Times Media Private Limited, 2003) haL 8 
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pendorong perubahan paradigma sektor publik. Kemudian prlnsip lainnya yakni 

bahwa harus ada pemisahan antara peran pemerintah sebagai pembuat kebtjakan dan 

pemberi layanan (Separation of Policy Making and Service Delivery). Dengan 

demikian potensi terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) dapat 

terhindarkan sehingga pembedan layanan kepada masyaraka.t dapat menjadi lebih 

efesien. Prinsip lain tidak kalah pentingnya juga adaJah mengenai akuntabilitas 

(accountability) dimana aparat pemerintah dituntut untuk rnampu rnenunjukkan 

akuntabititasnya dengan [ebih fokus kepada outputs dan outcomes, bukan hanya pada 

proses dan struktur. 

Menurut Yong dan Koon upaya metakukan reformasl sektor publik termasuk 

dengan berbagai perubahan paradigmanya mencapai kernajuan yang sangat terbatas 

dibandingkan dengan yang diharapkar?1
• Ha[ ini saJah satunya dlsebabkan oleh 

kurangnya faktor pendorong (enabler) unhlk mencapai perubahan yang signiflkan 

dalam upaya refunnasi sektor pubiik. Sa!ab satu faktor pendorong tersebut adaJah 

dalam bentuk teknoiogi infonnasi dan komunikasi. Menurut Snellen ada 2 (dua) hal 

penting dalam perkembangan administrasi publik modem yakni munculnya. hubungan 

jaringan horizontal dan diperkenalk:annya teknologi informasi dan komunikasi.2s 

Berkenaan dengan hal tersebut Hughes menyatakan bahwa perubahan yang terjadi 

dalam administrasi publik mun<lul sebagai respon atas beberapa hal yakni pertama, 

serangan atau krltikan terhadap sektor publik1 kedua, perubahan dalam teori ekonorni, 

ketiga, dampak atas perubaban yang terjadi di sektor swasta, dan yang terakhir yaitu 

perubahan dalam teknologi. 26 

Teknoiogi informasi dan kornunikasi menandai satu lagi perbedaan mendasar 

antara pemerintahan tradisional dan mod~m. Dengan kemajuan telmoiogi inforrnasi 

dan komunikasi pemerintahan tradisionai yang identik dengan paper based 

administration mulai ditinggaikan dan beralih kepada pemerintahan modern dengan 

berbasis kepada elektronik. Sehingga muncul konsep pemerint.ahan yang berbasis 

Ibid 

" I.Th.M. Snellen dan W.B.H.J. Van De Donk (Ed.), Public Adminislrot/cm in em lr{ormotion 
A!e. Volume f5 /nformalit.alioo Developments and the Public Sector, 1998 
2 Hughes, op.cit, hal. 9 
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kepada teknologi informasi dan komunikasi yakni electronic government atau e

government17. 

Dengan digunakannya teknologi inforrnasi dan komunikasi dalam administrasi 

sektor publJk khususnya dala.m memberikan pelayanan publik sedikit banyak telah 

membawa konsekuen..::i dalam hal perubahan manajemen pemerintahan. Menurut 

Indrajit ada 8 (delapan) aspek dalam organisasi yang mengalami peubahan dengan 

diterapkannya e-government orientasi, proses organisasi, prinsip manajemen, gaya 

kepernimpinan, komunikasi internal dan ekstemal, bentuk pemberian pelayanan, dan 

prinsip pemberian tayanan. 18 

Paradigma birokrat beror!entasi pada efisiensi sebingga seringkali peJayanan 

yang diberikan buruk, sebaliknya paradigma e-government mengacu kepada 

pengguna layanan sebagai orientasinya sehingga sifatnya fleksibel sesuai dengan 

kelnginan pengguna !ayanan. Sifat kaku dan rigid yang menjadi ciri khas paradigma 

birokratik yang mewamai setiap aspek pemerintahan balk dati struktur, proses 

organisasi, komunikasi internal rnaupun ekstemal, maupun gaya kepemimpinannya. 

Kesemuanya itu berubah sebaliknya daJam paradigma E-government. pcoses 

organisasi Iebih bersifat horizontal dengan mengutamakan tukar menukar informasi 

dengan mengutamakan pada kerja sama tim (teamwork), 

" Windrali Siallagan. E-Govemment: Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik, 
http://www .perbendaharaan.go.idimoduUpustaklll'index:.php?id=2l 
2
' R. Eko fndrajit, Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem 

Pelayanan Publik Serbasis Teknologi Digilal. Penerbit Ah'OI, Yogyakarta, 2002 
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Tabel2.1. 
Perubahan Aspek Pemerintahan 

Bearacratic Parodigm ··E~Government Paradigm 
Orientation Production cost-efficiency User satisfaction and 

control, jlexibilii.Y... 
Process Funtional rationality. Horizontal hierarchy, 
Organization departmentalization. network organization, 

vertical hierarchy of control information sharinsr 
Management Management by rule and Flexible management, 
Principle mandate interdepartmental team 

work with central 
coord;nation 

Leadership style Command and control Facilitation and 
coordination, innovarive 
entrepreneurship 

Internal Top-down, hierarchical Multidirectional network 
Communication with central coordination, 

direct communication .. 
External Centralized, formal, limited Formal and informal. direct 
Communication channels and fast feedback, mulliple 

channels 
Mode of Service Documentary mode, and Electrronic exchange, non 
Deliverv interpersonal interaction I fact to face interaction 
Prihciples of Standardizalion, User customization, 
Service Delivery impartiality, equity personalization 

. .. 
Sumber. lndrajtt (2002) 

2~5. Konsep E-Government 

Konsep e-government sendiri di.artikan berbeda-beda oleh berbagai kalangan. 

Secara sederhana dan sempit e-governmenl diartikan sebagai penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi oleh organisasi atau badan~badan pemerintah. Seperti 

definisi yang diberikan oleh United Nation Development Programme (UNDPi9 "E

government is the application of Information and Communication Technology (ICT) 

by government agencies". 

Namun beberapa kalangan memberikan pengertian e-gavernment yang lebih 

luas dan kompleks dimana e-government lebih dari sekedar penggunaan teknologi 

UNDP, http:l/unpan l. un .orgl!ntradoe/grounslpublic/documeplsfUNI!JNP ANO 19207 -rulf 
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informasi dalam administrasi sektor publik untuk memperbaiki kinerja sektor publik 

yang melibatkan proses tranformasi baik internal maupun ekste!'rull organisasi. 

Seperti definisi yang diberikan o!eh World Bank dalarn situsnya yang menyatakan 

definisi a-government sebagai penggunaan teknologi informasi seperti oleh badan~ 

badan pemerintah yang mampu mengubah hubungan antara warga masyarakat, sektor 

bisnis dan badan pemerintah iainnya. "E-government refers to the use by government 

agencies of information technologies (such as Wide Area NetlVorks, lhe Internet, and 

mobile computing} that have the ability to traflSjorm relation with citizens. business, 

and other arms of government "30
• Hal yang sama juga dinyatakan oleh AI Tawil dan 

Sait bahwa e-government pada dasamya merupakan sebuah bentuk transformasl 

hubungan internal maupun eksternal darl sektor publik melalui penggunaan internet 

sehingga dapat mengoptimalkan peiayanan pemerintah dan tata laksananya. "The 

transformation of puhlic sector's internal and external relationship through Internet~ 

enabled operations thereby strategically deploying ICT to optimize government 

service delivery and go\<-ernance. "11 

Dengan demlldan dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya e-governmcnt 

merupakan sebuah upaya reformasi sek:tor publik yang bertujuan unruk memperbaiki 

kinerja sektor pubiik. Secara lebih gamblang Persatuan Bangsa-Bangsa dalam 

laporannya mengenai kesiapan pelaksanaan e-govemment (E~government Readiness 

Report, 2005, United NaUon) menjelaskan tujuan dart implementasi e-government 

yaitu uMenyediakan informasi kepada warga, pelayanan infom1asi yang lebih baik 

dan pemberdayaan masyarakat melalui ketersediaan akses terha.dap ICT dan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik" 32
• 

Menurut Misra & Dhingra33 tujuan besar yang dimiliki oleh e~government 

terma.suk meningkatkan transparansi. menumbuhkan akuntabilitas dan responsivitas 

The World Bank Group, E-GoV9mment DefiniJigo. 
http:!twww. wo rldbank.orglpubJicscctor/eypv/definition .htm 
31 Khalid M. AI~Tawi:l & Sadiq M. Sait. E~Govemance -Where We Standf, 
PJ!R:I/www. "'.Jl!ld bank.orglmdllmdf4/pap!::1r§faltawil-.sait.pdf 

United Nations, Global E-Govemment Readiness Report 2005 from &Government to E.
Inclusion http://unpan t .un .orWntradm;;!groups/publ jstdocumentslun/unpan021 8SS.pdf 
n Misra & Dhingra. op.cit. 
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dalam sistem untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas kepada 

masyarakat. Dengan demikian implementasi ewgovernment dikatakan berhasil ketika 

terjadi perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan waktu 

pelayanan dan kuatitas layanan. 

Rahardjo menjelaskan bahwa implernentasi e-government membawa banyak 

tujuan yang antara lain berupa pemberian layanan yang lebih baik kepada 

masyarakat) peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat 

umum dengan keterbukaan (transparansi), pemberdayaan masyarakat melalui 

informasi yang rnudah diperoleh, dan pefaksanaan pemerintahan yang lebih efisien34• 

Sedangkan Indrajit menjabarkan lebih banyak manfaat Jainnya dalam 

menerapkan e-government bagi suatu organisastl5
: 

1) Memperbaiki k:ualitas pelayanan publik sebuah kinerja pemerintahan1 terutama 

daiam hal efektivitas dan efisiensi berbagai bidang kehidupan bemegara 

2) Meningkatkan transparansi) control. serta akuntabifitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dan Clean 

Government 

3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi~ relasi dan interaksi yang 

dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari~hari 

4) Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber~sumber 

pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak~pihak yang berkepintangan 

5} Menc!ptakan suatu Ungkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan 

tepat menjawab berbagai pennasalahan publik maupun global 

6) Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses 

pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokro.tis 

Beragamnya manfaat yang dijabarkan tersebut disebabkan oleh ka.rena berbeda~ 

bedanya konsep atau definisi dari e-government sendirL Namun terdapat benang 

merah bahwa pada dasarnya penerapan e-government memberHcan manfaat dalam hat 

Budi Rafunjo, M!;mlumgun E=Gmremment PDAU M:ikn;lelektmnik ITB, 200 l, httg;{~, 
Jndrajit, Tisa Tamangan Besar El~ronic Government, 

bJt.n.;UQlggWm.cproliruiPX.B!U?/homeldetail artikelllll/Tiga Tantangan Besar f,;J~ig Qgvernnwn 
! 
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perbaikan kualitas pelayanan yang diberlkan pemerintah sekatigus kualitas 

penye!enggaraan pemerintahan sendiri. Perba.ikan kuaiitas pelayanan bisa dalam hal 

kecepatan (faster),hasil kerja yang lebih baik {better), dan karena rnenurunkan biaya 

administrasi sehingga otomatis menjadi lebih murah (cheaper). 

Walaupun e~govermnent mencakup kegiatan~kegiatan yang luas dan melibatkan 

banyak aktor namun dapat diidentifik:asi empat sektor sebagai stakeholder dari e

government.36 Empat sclctor ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dan 

terkait dengan pelayanan sektor publik yakni instansi pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakaL Sehingga ada empat jenis interaksi dalam pelayanan e~gavernment yakni 

pemerintah kepada pemerintah (Government to Government/G2G), pemerintah 

kepada swasta (Government to Business/G2B)t pemerintah kepada masyarakat 

(Government to CititettiG2C) dan pemerintah kepada pegawai (Government to 

Employee!G2E). 

Gambar2.2. 
Interaksi antar Kelompok Utama £-Governance 

~ 
G2G 

ce.;trel Government 

11 • 
Oul>lness 

Citizen NGOs 

Civil 
Soei"!ty 

Local G<.w$mtnt-nt 
_ . .;_ 

G2G 

~ 

Sumber: Gupta,Kumar hattacbharya (2004) bal. 8 

Sektor Government to government (G2G) mewakili sistem dan prosedur 

internal yang membentuk tulang punggung dari suatu organisasi sektor publik. G2G 

'
6 MP Gupla, Prabhat Kumar, dan Jaijit Bhatta<:harya, E-Gavernmem Online: Oppartunilit:s and 

Challenges, Tata MCGraw~Hi!l, bal. 8 
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melibatkan berbagi data dan pelaksanaan transaksi elektronik anta.r pelaku di 

pemerintahan. Aplikasi e-governmenl untuk sektor G2G digunakan antar pemerintah 

untuk memper\ancar kerjasama dalam melakukan hai~hal yang berkaitan dengan 

administrasi perdagangan, proses-proses politik,. maupun mekanisme hubungan sosial 

dan budaya. 

Sedangkan Government to business (G2B) merupakan aplikasi e~government 

yang digunakan untuk memperlancar petusah.aan swasta dalam menjalankan roda 

perusabaannya serta menciptakan relasi dengan pemerlntah secara baik dan efektif. 

Sektor swasta membedkan perhatian yang besar pada inisiatif G2B ini karena sifat 

kegiatan komersiJ yang dinamis sehingga dengan aplikasi ini dapat mempersingkat 

proses perizinan, memangkas 'red-tape' birokrasi dan mempercepat serta 

rnempennudab pelaksanan operasional sehingga menurunkan biaya t.ransaksi. 

Sektor ketiga yakni Government to Citizens (G to C) yang menjadi tujuan 

utama dari e-government merupakan aplikasi e~govemment yang paling umum, 

dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portfolio teknologi 

infoiTilasi dengan tujuan memperbaiki interaksi dengan masyarabt. Fokus G2C 

adalah berpusat pada customer dan pelayanan elektronik terintegrasj dimana 

pelayanan publik dapat diherlkan dengan berdasar kepada konsep ••one-stop shop» 

dimana masyarakat dapat memperleh berbagai layanan yang mellbatkan banyak 

instansi tanpa harus melakukan kontak dengan setiap individu dj instansi setiap. 

Aplikasi G2C berupaya agar transaksi seperti perpanjangan izin dan sertifikasi serta 

pembayaran pajak tidak memakan waktu lama dan lebih mudah dilakukan. 

Sektor terakhir yakni Government to employees (G2E) merupakan aplikasi e

government yang digunakan untuk meningkatkan kinetja dan kesejahteraan pegawai 

negeri yang bekerja di sejumlah instansi pemeritahan sebagai pelayanan masyarakat. 

G2E mencakup lowongan pekerjaan. pedoman kerja, peraturan dan perundang

undangan. struktur penggajian, cuti. kode etik, pensiun, dan lain sebagainya. 
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Keempat klas.ifikasi di atas tersebut dapat disebut juga sebagai jenis pernberian 

pelayanan melalui e-govemment (Pascual)37• Berkaitan dengan empat jenis interaksi 

e~government dengan stakehaldemya dl atas. Heeks menjelaskan lebih lanjut 

bagaimana keempat stakeholder tersebut saling terkait dalam e-government sehingga 

kemudian dapat dibentuk tiga domain da(am e-government yaitu e-administration, e

saciety dan e-servicesle-citizen, 

e-Admin istration 

Gambar 2.3. 
Domain £-Government 

a-Services/ 

E-Cilizen 

a-Society 

Sumber; Heeks (2001) 

Yong memberikan penjelasan tentang ketiga domain e~government tersebut 

sebagal berikut: ''While e-Administration initiatives improve internal govermnent 

processes, e-Citizens and e..Services deal with improving communication and quality 

of service between government and citizens. Finally, e-Society initiatives concern 

interaction of government with businesses and civil cammunities"18
• Dengan 

demikian e-Administration berkaitan dengan perbaikan proses· internal dengan 

" 
" 

Patricia J. Pascual, E~Gcvernm.ent,_ E A SEAN Task Force UNDP Al'DIP, 2003 
Yong dan Koon, op.c:it. hal. 15 
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melakukan otomasi dan komputerisasi tugas administratif dan untuk mewujudkan 

koneksi yang strategik antara proses internal, departemen dan fungsi. E~Society 

mengacu pada interaksi ekstemal yang memungkinkan hubungan dan interaksi antara 

instarud pernerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil secara umum sedangkan e

Citizens dan e-Services merupakan perwujudan konelcsi dan hubungan interaksi 

antara pemerintah dan masyaralcat untuk memberikan pelayanan otomasi sehingga 

membawa perbaikan komunikasi dan kua1itas pelayanan, 

2.6. Penerapan £-Government 

Sebagai sebuah upaya proses transformasi, penerapan e-governmenl sifatnya 

bertshap dan tidak dapat dilakukan secara instan sehingga muncul fase~fase yang 

harus dllalui dalam mencapai kondisi a-government yang ideal. Telah banyak negara

negara di seluruh dunia yang mengembangkan konsep e~government namun masing

masing negara tersebut pencapaiannya berada pada tahapan yang berbeda-beda, 

Badan Perserikatan Bangsa-Bang.<a (PBB) menyatakan ada lima tahapan 

pengembangan e-governmenf9• Tahapan-tahapan ini ditetapkan berdasarkan analisa 

pada keberadaan isi dan [ayanan yang tersedia pada situs (website) dan analisa pada 

infrastruktur teknologi inforrnasl dan komunikasi dan kapasitas sumber daya 

manusia. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ditetapkan Emerging 

sebagai tahapan pertama. Pada tahapan ini sudah ada komitmen untuk menerapkan e

government yang ditandai dengan adanya situs yang menyediakan informasi 

mengenai organisasi namun informasi tersebut masih bersifat statis. Dalam situs 

tersebut mungkin juga tersedia kontak informasi seperti nomor telepon atau alamat 

para pejabat darl instansi pemerintah. Fitur khusus seperti hal-hal yang sering 

ditanyakan!Frequently Asked Questions (FAQ) bisa juga tersedia walaupun sangat 

jarang ditemukan. Tahap Kedua, Enhanced Presenced merupakan tahapan dimana 

situs-situs yang tersedia sudah bersifat lebih dinamis dan infonnasi-infonnasi yang 

bersifat khusus secara teratur diperbaharui. Tersedia publikasi pernerintah~ legislasi, 

" United Nations and American Society fu.r Public Ad.ininis:lration (ASPA), 
Government A Global Practice, hal. 12 

fJenchmarking E-
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bulletin (newsletter), alamat e-maU dan fitur pencarian (search feature). Selanjutnya 

di tahap ketiga, interactive Presence terj.adi perkembangan yang dramatis dimana 

sudah. ada interaksi formal antara rnasyarakat dan penyedia layanan melalui e-mail 

dan ruang untuk memberikan komentar (post comment area). SeJain itu te!ah tecsedia 

kapasitas untuk melakukan pencarian atas database dan mengunduh (download) 

fonnulir atau aplikasi dan menyerahkannya. lsi dan informasi yang ada dalam situs 

secara teratur terus diperbaharui. Kemudian pada tahap keempat, Transactional 

Presence , transaksi yang aman dan lengkap untuk memperoleh visa, paspor, akta 

keJahiran dan kematian, 1isensi serta perizinan dimana pengguna dapat melakukan 

pembayaran secara online seperti untuk pembayaran denda parkir atau pajak dapat 

dilakukan, Sebagai upaya untuk memfasilitasi pengadaan dan pelaksanaan bisnis 

dengan pemerintah dipergunakan digital signatures. Di tahap ini situs yang tersedia 

sudah memiliki kearnanan dengan password untuk rnasing-masing pengguna. 

Akhimya tahapan kelima. Seamless or fully integrated dimana sudah ada kapasitas 

untuk mengakses layanan apapun dalam suatu paket atau "unified package". Sebagal 

catatan bahwa berdasarkan survey yang telah diJakukan belum ada negara yang 

sampai pada tahapan ini. 

Secara lebih ringk:as Karim dan Khalid40 maupun Al-Tawil dan Sait41 

menjabarkan ada empat tahapan pengembangan e-government yang disebut sebagai 

fase kematangan (maturity phases). Tahap pertama disebut dengan Presence yang 

meliputi upaya untuk mengkomunikasikari dan menerbitkan pelayanan pemerintah 

atau informasi kepada masyarakat secara elektronik. Kegiatannya berupa pembuatan 

situs atau publikasi via internet. Komunik:asi yang tercipta pad a tahap ini bersifat .satu 

arab, yakni dari pernerintah kepada masyarakat. Keberadaannya lebih bertujuan untuk 

mengena1kan organisasi pemerintah dengan cara menampilican informasi - informasi 

tentang organisasi tersebut seperti alamat pejabat, jam kerja, formulir dan aplikasi~ 

Muhammad Rais Abdul Karim, Reengineering the public service leodership and cfwlge in 
electronic age, Peland\lk;, Selangor, !999, ha!. 54 

41Khalid M. AI-Tawil & Sadiq M. Sait, E-Governam:.:e - Whue We Stand?, 
bttp:flwww.worldbank.orgtmdflmdf4fpapers/a!tawll:Sait.pdf 
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aplikasi ~g dapat diunduh oteh publik, ataupun peraturan~peraturan perundang

undangan yang terkait Selanjutnya di tahap kedua, Interaction, sudah terjadi 

komunikasi dua arah yang umumnya di1akukan melalui e-maiL Pemerintah telah 

melangkah lebih jauh dengan menyediakan k:onektitivitas online atau terhubungnya 

pusat response di situs. Dalant fase ini mulai muncuJ interaksi antara pemerintab 

dengan pubHk sehtngga selain memberikan informasi-informasi seperti dalam fase 

pertama, harus juga ada media untuk penyaluran permintaan. saran dan persetujuan. 

Tahap ketiga, Transaction, menandai terjadinya interaksi langsung antara pemerintah 

dengan pihak-pihak yang terkait. Aplikasi yang digunakan sudah berkembang dan 

memungkinkan untuk melakukan transaksi digital. Di fase ini semua infrastruktur 

sudah terbangun, layanan online juga Iengkap diberikan kepada publik, bisnis 

maupun antar instansi pemerintah. Bentuk layanan yang diberil<an contohnya 

pembayaran tagihan, denda, perpanjangan Hsensi. pengadaan barang online, dan 

pengembalian pajak Tahapan keernpat, Transformation merupakan fase terakhir 

untuk mencapai visi e-government. Pada tahapan ini terlah terjadi integrasi aplikasi 

berbagai instansi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses, bertransaksi dan 

menikrnati pelayanan pemerintah mela!ui berbagai portal multimedia yang terdiri dari 

berbagai kana! seperti telepon, komputer (PC), telepon selular, dan tv interaktif. Di 

fase ini yang terpenting adalah telah terjadi transparansi kepada rnasyarakat dan 

bisnis. 

Seperti halnya yang dituturkan oleh Karim dan Khalid serta Al Tawil dan Sait, 

Uni Eropa juga menggunakan empat tahapan dalam mengukur implementasi e

government, Indikator ini disebut four-stage framework (the scoring framework)"2 

yakni information, One-way interaction, Two-way interaction dan Full electronic 

case handling. 

Uraian mengenai ta.hapan-tahapan implementasi e-government dari berbagai 

kalangan di atas dirangkum dalam satu matriks dalam tabel 2.2. Dengan matriks ini 

l
1 hltp://\\ww .europa.int!infonnation-societyfeurope/2(!05/dodall aboutlonliru: avai\pbi! jty-

pybljc services 5th measurement fy4.PF 
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ditujukan untuk kemudahan menentukan menentukan tahapan implementasl e~ 

government yang digunakan dalam peneHtian ini. 

Tabel2.2. 
Tahapan Implementasi E~Government 

Emerging Enhanced Interactive Transactional 

Karim & 
Khalid 
Gartner's 

Presence Interaction 
Full electronic 

Berdasarkan tiga sumber yang menjelaskan tentang tahapan implementasi e

governmenl di atas hanya PBB yang menetapkan tahapan implementasi e-government 

ke dalam lima tahapan. Mengingat dalarn penjeiasannya bahwa sampai saat ini belum 

ada negara yang sampai pada tabapan kelima ini maka penelitian ini mengacu kepada 

ernpat tahapan yaitu emerging, enhanced, interactive dan transactional. 

2.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan E-Government 

Mengacu pada pengertian bahwa e-government bukanlah sekedar penggunaan 

tek:nologi informasi dan komunikasi melainkan suatu bentuk transfomtasi yang 

melibatkan semua pihak yang tetlibat di dalamnya, menimhulkan sejumlah tantangan 

baik daiarn hal kebijakan, infrastruktur maupun keamanan. lndrajit menjelaskan 

bahwa berdasarkan hasH studi sejumlah praktisi e-governmenl di berbagai Negara, 

secara pokok ada 3 tantangan terbesar yang dihadapi oteh pemerintah maupun 

masyarakat dalam mengembangkan konsep e-government di negaranya masing

masing yaitu:43 

lndraji!, op.cit. 
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l. Tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal~ 

kanal ak:ses digital (maupun elektronik} yang dapat secara efektif dipergunak:an 

oleh masyarakat maupun pemerintah; 

2. Tantangan yang berkaitan dengan keteriibatan lembaga~lembaga lain di luar 

pemerintah (pihak komersia\ swasta maupun pihak~pihak non komerslal 

lainnya) da1am mengembangkan infrastruktur maupun superstruktur e

government yang dibotuhkan; dan 

3. Tantangan yang berkaitan dengan penyosunan strategi institusi terutama yang 

berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional sehingga program 

manajemen perubahan e-government ini dapat berjalan dengan Jancar sesuai 

dengan yang diinginkan. 

Dengan demikian ketidakmampuan dalam mengelola tantangan-tantangan 

tersebut menyebabkan ketidakberhasilan penerapan e-government. Sudah banyak 

negara~negara yang melakukan penerapan e-government di se1uruh dunia namun 

tidak sernuanya mengalami keberhasilan. Bahkan menurut laporan sebuah survey 

yang dilakukan Heeks tidak semua inisiatif e-government di negara berkembang 

mengalami keberhasilan bahkan sebagian besar proyek e-governments mengalami 

kegagaian44
• Berdasarkan survey yang dilakukan pada negara-negara berkembang 

yang melakukan penerapan e-government tersebut hanya sekitar 15% yang 

memperoJeh keberhasilan yakni sebagian besar kelompok stakeholder mencapai 

tujuan utamanya. Sedangkan 50% lainnya mengalami kegagalan parsial dimana 

tujuan utamanya tidak tercapai atau tidak mencapai basil seperti yang diinginkan. 

Kegagalan total bahkan dialami olen 35% negara berkembang dimana sistem yang 

direncanakan tidak pemah diimplementasikan atau diimplementasikan namun 

diabaikan. 

Masih berdasarkan survey yang sama, penyebab kegagalan penerapan e

government di negara~negara berkembang lebih disebabkan oleh aspek di luar 

teknologi itu sendiri seperti kesalahan perencanaan, kurangnya kepemimpinan, model 

bisnis yang tidak tepat, dan kurangnya implernentasi proyek. Faktor·faktor teknologi 

Gupta, dkk, op.cit. haL 91 
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informasi yang menyebabkan kegagalan di antaranya pemilihan hardware dan 

software yang tidak sesuai dengan masyarakat 

Belajar dari pengalaman yang dilakukan oleb pemerintah Malaysia dalam 

melaksanan penerapan e-govermnent yang dapat dikatakan cukup berhasll 43 bahwa 

teknologi dalam pe-nerapan e-government h.anya memiliki peranan sebesar 20%. 

Sedangkan 80% merupakan berkenaan dengan berbagi aspek-aspek yang terkait 

dengan pemerintahan dan birokrasinya serta isu kekuasaan.46 Sejalan dengan hal 

tersebut, Prar;odjo menyatakan bahwa untuk dapat melakukan penerapan e

government, harus dengan melakukan reformasi birokrasL Ada tiga hal yang 

khususnya terkait dengan teknologi informasi yakni restrukturisasi sistem 

administrasi yang sangat hirarkis. rekayasa proses yang sebelumnya pelayanan 

terbagi dalam beberapa meja atau bagian dijadikan satu meja atau satu bagian serta 

pembenahan menyangkut sumber daya manusia.47 

Berbagai studi lainnya mencoba menganalisa dan mengidentifikasi tantanga.n 

dan faktor~faktor keberhasilan penerapan e~government. Seperti studi yang dUakukan 

oieh Ndou pada negara berkembang. Studi tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan 

analisis penerapan e-gavernment yang dilakukan oleh negara berkembang ada tujuh 

faktor yang mempengaruhi implementasi e-governmenf yaitu infrastruktur teknologi 

infonnasi, masa[ah kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen 

peru bah an, kerjasama dan kolaborasi, strategi serta perananan kepemimpinan 48. 

Studi lainnya yang dilakukan oleh Heeks untuk mengatahui penyebab 

kegagalan penerapan e-government menunjukkan bahwa kegagalan terjadi karena 

adanya kesenjangan (gap) atau ketidak cocokkan (mismatch) antara realitas saat ini 

dengan sistem baru yang akan datang. Semakin besar gap yang ada maka akan 

" Oikntakan bcrhasil dengan ditandai .. Mohammad Rais Abdul Karim & Nazariah Mohd Khalid, E~rnment in Malaysia, 
Pclanduk Publications, 2003, hal. HC 
47 Eko Prasodjo, Reformasi Birokrasi Bisa Dlmulai dari Doerah, 
h11rdfwww.mqjalaheindonssia.rom/Ed22 EkoPrasodjo.httm, diakses tanggal 21 Agustus 2008 
4
i Ya!tmtina (Dardha) Ndou, E-g(}Vemment for Developing Cmmlries: Opportuni/ia<; and 

Challenges, http://www .eiisdc.org, diakses tanggat 2 April201)9 
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semakin besar kemungkinan terjadinya kegagalan pada implementasi e~govemment,49 

Gap~gap tersebut meliputi aspek infonnasi, teknotogi~ proses, tujuao dan nilai, 

penempatan dan kemampuan pegawai, sistem dan struktur manajemen, dan sumber~ 

sumber daya lainnya. Berikut gambaran model yang mengilustrasikan gap tersebut. 

Garnbar 2.4. 
Gap antara Realitas dan Desain Penerapan E~Government 

{nfotrnedot'! 

J:ox::IH'!OI<J!H -gpjectlves end 

Va!U01!1 

§:taftlog Bttd 

Skills 
Manogomontsystcms 
andstrudutM 

.Q.tn M Nil!Hl!Jre85 

De'lig:n Pr<:~pQUII for 
New•Gov ProJ•ct 

Dealgn 

Sumber: Heeks {2002, 2003) 

Menurut Gupta et.al kesuksesan intervensi teknologi pada sistem 

pemerintahan banyak tergantung pada lingkungan ekstemal dan internal 

pernerintah50• Faktor~faktor eksternal sepereti tekanan dari instansi lain baik nasional 

maupun internasional serta tuntutan dari customer, akan mempengaruhi keputusan 

implementasi e-government. Lingkungan internal juga sangat berpengaruh seperti 

pemimpin yang visioner yang percaya bahwa harus ada transformasi dan memiliki 

kewenangan untuk mengambil keputusan maka aplikasi teknologi infonnasi akan 

dapat dengan mudah diimplementasikan. Komitmen dari pemimpin dapat Juga 

ditunjukkan dalam bentuk investasi finans!al dan sumber~sumber lainnya, Faktor 

intemallainnya yakni pegawai yang dapat dengan mudah beradaptasi pada perubaban 

" Dartisb Dada, The Failure of &Government in Developing Countries, diakses tanggal 2t 
Agusms 2008 
50 Gupta, op.cit. hat ll B 
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dan budaya ketja akan menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi e-

government. 

Mengadaptasi kerangka kerja keberhasilan e-government dari Accenture, 

Khalid menjelaskan empat komponen utama yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

dan pelaksanan strategi e~government51 • Faktor yang pertama yaitu Manajernen 

Program (Programme Management), merupakan elemen yang penting untuk 

memastikan bahwa pengembangan e-government secara keseluruhan dapat 

terkoordinasi, tepat waktu dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk itu diperiukan 

pedoman dan standar yang umum untuk semua proyek termasuk: diantaranya 

rancangan sistem dan pengujiannya. serta rekayasa proses bisnis, Faktor kedua 

Tcknologi (Technology) mencakup implementasi teknologi-teknologi baru dalam 

lingkungan pemerintahan dimana ada upaya untuk menemukan teknologi yang tepat 

yang mendukung proses-proses kerja yang baru serta memberikan informasi dan 

perartgkat yang mendukung penggunanya. Komponen yang membentuk faktor ini 

adalah shared infrastructure, security and privacy dan technologies for e

government. Faktor ketiga yaitu Proses (Process} yang menurut Khalid merupakan" 

the operating business standards and procedures needed to meet the business 

objectives of the programn. Untuk itu proses mencari peluang-peiuang dimana proses 

kerja pemerintahan dapat diperbaiki, direkayasa ulang atau dirancang ulang. 

Komponen yang mencakup di dalamnya berupa business model, business process 

reengineering, dan cyber laws. Faktor terakhir atau keempat adalah Manusia (People) 

yang dianggap sebagai faktor yang paling penting yang mencakup atas semua 

komponen yang terkait dengan "manusla" yang akan memastikan keberhasilan 

penerapan sistem yang baru, khususnya yang membawa dampak dan perubahan~ 

perubahan pada kinerja manusia. Dua variabel yakni Managing Change dan Human 

Resources and Training membawa dampak yang paUng besar terhadap kinerja 

manusia untuk itu diperlukan pengaturan, motivasi dan memberdayakan mereka agar 

dapat berhasil melaksanakan e~governmenJ. 

" 
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Pemeringkatan e-government yang dilakukan oleh The Waseda University 

dilakukan berdasatkan aspek-aspek e.-government yang komprehensif yang bertujuan 

untuk menangkap perkembangan penerapan e-government di dunia secara akurat dan 

tepat. Pemeringkatan ini tidak hanya dilakukan berdasarkan ana lisa pada pengetolaan 

website dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tetapi juga melihat 

kepada kenyataan operasional, pelayanan online, dan hubungan antara pemerintah 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Tercata ada enam aspek 

yang menjadi penilaian dalam pemeringkatan inl yaitu kesiapan jaringan {network 

preparedness). aplikasi, (required interface..Junctioning application)~ optimisasi 

manajemen (management optimization), keadaan hcmepage (homepage situation), 

pengena)an kepada Chief Information Officer (introduction to Chief Information 

Officer), dan ptomosi (e-government promotion of e-goverment).s2 

Sementara itu Pemedntah Indonesia sendiri melalui Departemen Komunikasi 

dan Informatika telah metakukan pemeringkatan penerapan e-government oleh 

pemerintah-pemerintah daerah. Pemeringkatan ini dilakukan berdasarkan peniiaian 

pada faktorwfaktor yang menentukan dalam penerapan e-government yaitu kebijakan. 

kelembagnan, infrastruktur) aplikasi, dan perencanaan. 

Kebijakan merupakan faktor yang erat kaitannya dengan produk hukum dan 

juga dokumen-dokumen resmi yang mempunyai tqjuan untuk memberi arah dan 

mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penetapan visi 

dan misi yang terjabarkan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusant 

peraturan, legis]asi, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya. 

Selanjutnya kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang betwenang 

dan bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi. Contohnya adalah dengan kelengkapan struktur, unit, dan aparatur 

untuk melaksanakan e~government. Infrastruktur merupakan faktor yang terkait 

dengan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan e-government tel"l'l'UlSuk 

piranti lunak, piranti kcras, jaringan komunikasi, saluran !ayanan informasi. maupun 

fasilitas pendukung lainnya. Penggunaan piran!i lunak dalam bentuk aplikasi 

Toshio Obi, The 2003 Waseda University World e-Govemmeru Ranking Released 
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merupakan faktor selanjutnya yang harus dapat bekerja sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan yang ada1 berfungsi mendukung proses kerjal dan membawa dampak 

positif bagi efisiensi dan efektivitas kua!itas pelayanan. Aplikasi yang harus 

dikembangkan yakni aplikast yang mendukung fungsi peiayanan, administrasi dan 

rnanajemen, Jegislasi, pembangunan, keuangan, dan kepegawaian. Terakhir faktor 

pereneanaan berisi kajian kebutuhan dan strategi penerapan eNgovernment yang 

lengkap yang terdiri dad tujuan1 manfaat, gambaran~ kondisl saat ini, pemilihan 

tek.nologi, kebutuhan sumber daya, pendekatanl penentuan prioritas, biaya~ dan 

antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang, 

Pencapaian tujuan dari e~government hanya akan terwujud jika rencana 

penerapan memperhitungkan banyak hal yang bukan hanya sekedar penggunaan 

sistem multimedia ke dalam instansi pemerintah. Penerapan e-government 

mernerlukan mengkoordinasikan pcruhahan di tiga aspek utama pemerintahan yaitu 

manusia, proses dan sistem.53 

Berbagai kajian menyatakan faktor-faktor yang mernpengaruhi penerapan e

gcvernment dengan istilah yang berbeda-beda, namun dapat dikelompokkan dalam 

empat kelompok besar yang menggabungkan faktor-faktor tersebut yaitu kebijakan1 

sumber daya manusia, proses, dan teknologt. Tabel 2.3. berikut rnerangkurn dan 

mengelompokkannya dalam ernpat faktor yang digunakan dalam penelltian ini. 

SJ Raha Othman dan Abdul Razak: Rahmat, The Analysis ufElectronic Gnllernment Blueprint/or 
lmp!emenlation Towards the Actual &Government, http:{/w.V\V. 
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Tabel2.3. 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan E-Government 

University 

dan 

Chief lnformalicn 
Officer 

delle(apmenl and 
lifo /eng learning, 
c/wnge 

prqmQtion of 
government 

propar?dnm, 
e- required inrerjace

fonctioning 

apHkasi 

Merujuk pada penjelasan dari berbagai sumber di atas tentang fak:tor-faktor 

yang mempengaruhi penerapan e-government, penelitian ini merumuskan empat 

faktor yang mempcngaruhi penerapan e-government yaitu faktor sumber daya 

manusia, teknologi, dan organisasional. 

2.7.1. Sumber Daya Manusia 

Tantangan utama dalant penerapan e-government yaitu kurangnya 

kemampuan teknologi infonnasi yang dimiHki oleh sektor publik. Masalah ini 

khususnya terjadi pada negara-negara berkembang dimana kurangnya pegawai 

yang berkornpeten dan kurangnya pelatihan sumber daya manusia telah menjadi 

permasaiahan mendasar.54 Unsur sumber daya manusia dia.nggap sebagai unsur 

yang memUiki penman yang penting dalam keberllasilan penerapan e-

H Vatentina {Dardha) Ndou, &Government for Developing Countries: Opporlunities and Challenges. 
http:!/www.eiisdc.org. dtakses tanggal 
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government. Pada dasarnya pemain utama (key player) dalam penerapan e

government adalah sumber daya manusia yang ada di lembaga pemerintahan, 

sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi 

perforrna penerapan e-government, Untuk itu daiam penerapan e-government 

harus mempertimhangkan isu~isu yang terkait dalam sumber daya manusia. 

Perencanaan~ pengembangan dan pelaksanaan sislem e-government 

memerlukan kompetensi khusus tennasuk dalam hal keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap. Keterampiian ·dan pengetahuan penting untuk 

mengimplementasikan dan rnemastikan keberlangsungan inisiatif e

government, juga sama pentingnya sikap yang tepat yaitu sikap mendukung 

administrasi maupun pemberian pelayanan berbasls teknologi infonnasL 

Kompetensi yang memadai ini sama pentingnya baik untuk pegawai pelak:sana 

maupun di tataran manajerial termasuk juga para penggunanya. Di tingkat 

pelaksana kemampuan teknologi yang mernadai diharapkan untuk 

mengembangkan dan menjalankan apl!kasi sedangkan di tingkat manajerial 

kemampuan ini membantu dalarn hal penetapan kebijakan dan arahan yang 

terkait teknologi inforrnasi sedangkan pengguna harus memiliki kemampuan 

yang memadai untuk menjalankan apiikasi atau sistem yang baru55
• 

Pengelolaan sumber daya manusia dalam hal kompetensi sudah cukup sulit 

ditakukan. dengan diberlakukannya teknofogi baru membuat pengelolaan 

aspek-aspek di atas menjadi semakin suHt dilakukan Dalam upaya untuk 

memberikan kompetensi yang memadai dilakukan melalui sejumlah cara yalrni 

dengan memberikan peJatihan kepada setiap pihak yang terlibat dalam 

penerapan e-government ini. 56 Aspek lain terkait dengan sumber daya manusia 

yang tidak kalah pentingnya yaitu pengeloiaan a.tas dampak yang mungkin 

tcrjadi dengan adanya perubahan. Pengelolaan perubahan ini penting untuk 

diperhatikan untuk rnenghindari timbulnya resistensi yang akan berujung pada 

Muhammad Rais Abdul Karim dan Nazariah Mohd Khalid, E-Ocvernmenl in Malaysia, 
Sclangor, Pelanduk Publicarions, 2003, haL 208 
56 Richard Heeks.,lmplemenling and Managing E-Governmenf, London, Sage Publications, 2006, 
hal. 101 

UNIVeRSITAS INDONESIA 

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP UI, 2009



44 

kegagalan penerapan e~government. Untuk itu salah satu caranya dengan 

mengkomunikasikan tujuan dan sasaran dari penerapan e-government termasuk 

apHkasi terkait. 

2.7.2 Teknologi 

Teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan 

e-government dan seperti telah dijeiaskan bahwa penerapan a-government 

merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan demikian 

yang perlu diperhatikan dalam faktor ini adalah mengenai pemiiihan teknologi 

yang tepat yang mendukung proses kerja. Pengertian teknologi sendiri 

khususnya teknologi infonnasi menurut Unitied Nations Development 

Programme (UNDP) merupakan berbagai bentuk perangkat, aplikasi dan 

layanan yang digunakan untuk memproduksi, meyimpan, memproses, 

mendistrihusikan , dan tukar menukar informasi. ''A varied sets of goods, 

application anti services, tltat are used lo produce, store, process. distribute, 

and exchange information"51• Teknol.ogi yang membentuk infrastruktur 

penerapan e-government merupakan faktor yang terkait dengan sarana dan 

prasaran yang mendukung penerapan e-government tennasuk piranti lunak, 

piranti keras, jaringan komunikasi, saluran Jayanan komunikasi, rnaupun 

fa"iilitas pendukung lainnya. Dalam cakupan yang luas, teknologi baik itu 

perangkat keras maupun perangkat tunak digunakan dalam penerapan e

government. Menurt Mciver dan Elmagarmid dalam pemanfaatan teknologi 

informasi dibedakan menjadi dua sistem. Pertama sistem eksternal yaitu sistem 

yang memungkinkan masyarakat atau pejabat pernerintah melakukan interaksi 

dengan proses pemerlntahan sebagai contoh sistem ekstemal yakni pelayanan 

berbasis web (web-based service). Kemudian sistem internal merupakan sistem 

yang digunakan dalam melaksanakan proses pernerint.ahan internal dengan 

UNDP, lnfcrmation Communication Tc.chnologyfor Devefopme.nl, Evaluation Office No.5, 
September 2000, haL 2 
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contoh da:ri sistem internal yaitu aplikasi manajernen database atau aplikasi 

teknik perhitungan58
• 

2.7.3 Kelembagaan 

Faktor kelembagaan merupakan fak:tor yang terkait dengan model 

pengelolaan e-government yakni keberadaan organisasi yang berwenang dan 

bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi 

informasL Dengan demtklan dalam suatu struktur organisasi harus jelas 

keberadaan struktur yang khusus menangani dan mengkoordinir pengelolaan e~ 

government. . 

Selain itu pengeiofaan e~government juga terkait dengan keikutsertaan 

sektor swasta dalam penyelenggaraan e-government. Dalam rangka 

mengembangkan teknologi infonnasl yang handa1, sekarang ini sangat wajar 

suatu organisasi ata.u perusahaan melakukan outsourcing teknologi dengan 

rneiihatkan pihak ketiga dalam proses pengembangan teknologi. Menurot Rob 

Aalders {dalam Supangkat) outsourcing teknologi didefinisikan sebagai " ... the 

contracting of a third party to manage a business process more effectively and 

efficiently that can be done in house". Sumber Jain mendefinisikan teknologi 

outsourcing sebagai " ... the process by which an organization contracts 

services that augment fu.nctionality and/or operations". Dari kedua defioisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa outsourcing merupakan proses pengadaan 

layanan sistern teknologi infonnasi yang dilakukan dari pihak luar organisasi 

dengan tujuan agar mendapatkan manfaat yang Iebih efektif dan etisien 

daripada dilakukan secara internal oleh instansi pernerintah terkait. 

2.7.4 Anggaran 

Komitmen yang kuat dari pimpinan dalam menerapkan e.-government 

dapat tercermin dari besarnya anggaran yang dialokaskan dalam penerapan e-

38 William J. Mciver, Jrdan Ahmed K. E!magarmidz. 
Ahmed K. Elmagarmid' 

William J. Mciver, Jr.1 and 
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government. Komitmen tersebut terkait dengan penetapan skala prioritas dari 

berbagai bidang yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. 

Sepereti dijelaskan oleh Yang bahwa " ... securing e-government funding 

requires first securing the commitment of the political leadership ... "59
. Hal ini 

dapat diartikan bahwa hanya dengan komitmen yang kuat dari pimpinan dapat 

memastikan memadainya ketersediaan anggaran yang diperlukan dalam rangka 

untuk menerapkan e-government. 

Anggaran merupakan suatu fasilitas yang berfungsi untuk mendukung 

suatu program yang telah direncanakan sehingga dapat terealisasikan dengan 

baik. Dengan demikian faktor anggaran merupakan salah satu faktor yang 

cukup menentukan keberhasilan penerapan e-govermnent. 

2.8. Penerapan E-Governme11t dalam Pelayanan Publik 

Mengacu kembali kepada konsep e-government, ada empat jenis layanan e

governmenl berdasarkan stakeholder yakni G2G, G2C, G2B, dan G2E. Dengan 

melihat stakeholder dari e-government tercipta kaitan antara konsep e-government 

dengan konsep good governance dimana stakeholder yang sama merupakan sokoguru 

dari good governance. Dengan demikian cukup relevan untuk membahas konsep 

good governance dalam kaitannya dengan e-government. 

Good governance merupakan konsep baru yang muncul dan digunakan serta 

dianggap sebagai paradigma baru dalam administrasi pelayanan publik. Dalam 

konsep ini yang ditekankan adalah peranan dari public manager dalam memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas60
• Agere mengutip pemyataan Dr Mahathir 

Mohammad tentang pengertian dari good governance menyatakan bahwa good 

governance merupakan penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi untuk 

mengelola masalah-masalah bangsa. - Termasuk beragam mekanisme, proses, 

hubungan dan institusi yang komplek dimana masyarakat mengatur masalah-masalah 

59 Yong, op.cit. hal 375 
60 Sam Agere, Promoting Good Governance Principles, Practices, and Perspectives, 
Commonwealth Secretariat, London, 
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yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat61 "Good governance is defined as 

the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's 

affairs. This includes the complex array of mechanisms, processes, relationships and 

institutions through which citizens manage affairs involving public life", 

Konsep good governance ini mengandung esensi akan pemerintahan 

(governance) yang bcrorientasi pada costumer yang secara penuh dilibatkan dalam 

menjalankan pemerlntahan sehingga peran pemerintah hanya dalam hal mengatur 

yang berkenaan dengan deregulasi, kerjasama (partnershr'p) atau jika diperlukan 

melakukan right sizing. 

2.9. Model Analisis 

Bedandaskan landasa:n !iteratur dan teori~teori yang telah diuraikan di atas 

dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e~government pada dasamya merupakan 

suatu bentuk penerapan kebijakan yang mencakup kebijakan dalam hal transformasi 

organisasi, infrastrukturt dan isu sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal (a) 

Transformasi organisasi (government transformation) merupakan kebijakan yang 

membantu mentransformasi organisasi pemerintah untuk membuatnya lebih reseptif 

terhadap penerapan sistem e~government. Faktor-faktor yang terkait dalam kehijakan 

ioi yaitu kebijakan yang terkait dengan penyesuaia.n proses laya.nan yang menca.kup 

prosedur dan standar operasional organisasi untuk mencapai tujuan dengan 

melakukan pembenahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

dan faktor sumber daya manusia yaitu aset sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

organisasi untuk menjalankan tugas-tugas terkait dengan penerapan e-govemment 

juga serta pengaturan kelembagaan/organisasi. Selanjutnya, area kebijakan dalam hal 

(b} lnfrastruktur publik (public infrastructure} yaitu kebijakan yang memberikan 

pedoman untuk transformasi infrastrulctur publik untuk memfasilitasi penerapan dan 

penggunaan sistem e~government. Faktor-faktor dalam area kebijakan ini yaitu 

kebijakan dalam bal ·pengembangan infrastruktur dan peralatan teknologi lnformasi 

Ibid, p.Z 
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yang digunakan d.alam penerapan e-government. Terakhir, area kebijakan yang dibuat 

untuk menangani dampak sosial dan ekonomi yang muncul da:ri penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapan e-govemment (social and 

ecoMmic issues). Faktor-faktor dalarn area kebijakan ini yaitu mengenai masalah 

pendanaan (budget) dari penerapan e-government 

Dari penjeiasan di atas dapat digambarkan model analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Gam bar 2.4. Model Analisis 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan E-government 

Sumber~ HasH Penelitian Penulis 

2.10. Operasionalisasi Konsep 

a. Penerapan e-government merupakan sebuah proses yang terdiri atas empat 

tahapan yakni emerging, enhanced presence, interactive presence, dan 

transactional presence. 

Tahapan Emerging merupakan tahapan dimana data yang tersedia dan dapat 

diakses melalui situs merupakan data statis rnenyangkut infonnasi mengenai 

organlsasi. Indikator dari dimensi ini adalah.: 

• Tersedia contact information seperti nomor te1epon, alamat para pejabat 

dari instansi terkait 
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• Infonnasi mengenai hal-hal yang sering ditanyakan (Frequently Asked 

Queslions!F AQ) 

Tahapan Enhanced Presence berkaitan dengan fitur-fitur yang lebih dinamis dan 

infonnasi yang teratur diperbarui. Dalam tahapan ini, indicator yang dimaksud 

adalah: 

• Tersedia pubHkasi pemerintah, legislasi, bulletin. dan alamat e-mail 

• Tersedia fitur pencarian (se(lrchfeaiure) 

Tahapa.n Presence berhubungan dengan fitur-fitur yang rnemungkinkan terjadinya 

interaksi. lndikator untuk tahapan ini meliputi: 

• Tersedia fitur untuk memberikan komentar (post comment area) 

• Tersedia fitur untuk penearian melalui database 

• Tersedia fitur untuk mengunduh (download) fonnulir atau aplikasi 

• lsi dan infonnasi terns diperbarui 

Tahapan Transactional Presence merupakan tahapan dimana terjadi traksaksi berupa 

registrasi dan pembayaran secara online. Tahapan ini mencakup indicator~indikator: 

• Tersedia layanan pendaftaran atau pengurusan ijin secara online 

• Tersedia fitur untuk melakukan pembayaran secara online 

• Masing~masing pengguna memillki usemame dan password untuk 

memastikankeamanan 

• Digital signatures 

b. Kebijakan (Policy) yaitu pedornan yang digunakan dalam pelaksanaan 

penerapan e·government yang di dalamnya mencakup dimensi-dimensi lentang 

sumber daya rnanusia, teknofogi, pengaturan kelembagaan/organisasi, dan 

penetapan anggaran. 

• Sumber Daya Manusia merupakan aset sumber daya manusia yang dimilild 

oleh organisasi dan manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan 

penerapan e-governmcnt yang mencakup dirnensi~dimensi pengelolaan 

perubahan (change managemimt) dan sumber daya manusia dan 
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pengembangannya (human resources and training) tennasukjuga pengaturan, 

pemberian motivasi dan pemberdayaannya. 

• TeknoJogi (Technology) yaitu peralatan dan infrastruktur teknologi informasi 

dan pemiJiban teknologi yang tepat yang dapat mendukung proses kerja. 

• Kelembagaan yaitu prosedur dan standar operasional layanan untuk mencapai 

tujuan dengan melakukan pernbenahan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi berkenaan dengan pengaturan pelaksanaan 

penerapan e-government itu sen.diri, seperti dalam hal pelaksanaan apakah 

sepenuhnya dilakukan sendiri atau sebagian di~outsourcing-kan, kemudian 

pembenahanan proses kerja dengan diterapkannya e-government serta pemilih 

jenis aplikasi yang dibutuhkan. 

• Anggaran yaitu pengaturan pelaksanaan penerapan dan pengembangan e

gavernment agar terkoordinasi, tepat waktu, dan mencapai tujuan. Pengaturan 

ini diwujudkan rlalam bentuk alokasi surnber daya, pembentukan struktur 

khusus untuk menangani penerapan e-govemment~ penetapan peraturan 

perundang-undangan penerapan e-government1 dan sosialisasl program e

gavernment. 

Setiap dimensi dalam faktor~faktor tersebut menjadi pendukung dalam setiap 

tahapan pengembangan e-government yang pada akhimya menghasilkan 

pemberian !ayanan yang lebih baik. 
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Tabe12.4. Operasionalisasi Konsep 

VARIABEL DIMENSI INDIKATOR 

Emerging I. Ketersedi!lall kontak infonna.si 
2. Ketersediaan inforrnasi yang sering ditanyakan 

(FAOl 

Enhanced L Ketersedlaan publikasi pemerintah 
2. Ke!ersediaan fitur oencarian 

Penerapan E- Interactive I. Ketersediaan pelayanan pendaftaran se.?ara online 
2. Ketersediarm pembayaran sec.araonline 

Government 3. Pemberian usemame 4an password untuk 
masin2-masina oennohonan pendafiaran 

Transactional L Kelersedlaan pelayanan pendaftatan secara online 
2. Kctersedi;aan pembayaran secara online 
3. Pemberian usemame dan password 

masing·masinl! nermohonan ~aflaran 
untuk 

Sumber Da;-a L Ketersediaan pelatihan meogenal teknologi 
Manusia: lnfQrmasi bagi pegawa.L 

2. Jumlah pegawai J"ng menerirna pelatihan 
I. Kemampuan mengenai teknologi lnfbrmasi. 
2. Pelatiban 3. Jumlah pegawai yang memiliki akscs kc 

komputer 
4. Jumlah pegawai yang memiliki akses internet 
5. Jumlah pegawai yang memilikl law be!akang 

yang berkaitan dengan teknologi inf.ormasi dan 
komunikast 

6. Jumlah pegawai yang melaksanaknn tug.as-tugas 
khusus terkait dengan teknoiogi informasi dan 
komunikasi 

Teknologi; L Jumlah komputer yang tersedia 
2. Jumlab komputer yang rnemiliki akses internet 

L Infrnstroktur 3. Jenis teknologl akses internet yangdigunakan 

Kebijakan 
4. Tingkat maksimum keeepatan lroncksi inlemct 

2. Aksesibilitas s. Jenis aplikasi on-line yang tersedia 
6. Ketersediaan jaringan informasi dan komunikasi 

3. Keamanan on-line seeara intema! maupun ebtenml 
7. Jenis media berbasis tekoologi apa yang 

4. Sistem koneksi digunakan 
jaringan 8. KeterSediaan fitur keamanan 

5. Jenis ap!ikasil 
sistem infonnasi 

Anggaran L Ketersediaan dana yang dlalokll.Sikan untuk 
I. Alokasi perangkat keras maupun perangkat lunak untuk 

anggarnn penerapan e-government 
2. Slrategi 

pembiayaan 2. Bentuk pembiayaan aplikasi e-goPCntment 
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Kclembagaan 1. Ketersediaan ketetapan, pernturan, .... 
L Pemturan dan pedoman yang terkait dengan penernpan ,_ 

Ketetapan government 
lnstansi '· Ketersediaan bagian tertent\1. da!am organisasi 

l. Struktur yang khusus menangani mengenai penerapan e-
oraanisasi government 

3. Model Bisnis 3. Peiaksanaan penerapan e..gcwrnment 
(outsourcing) 

4. Pemilihan jenis aplikasi yang dibutuhkan 
5. Pelaksanaan sosialisasi penerapan e~J;owtrnment 
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BABIII 
METODE PENELITIAN 

Untuk mengetahul bagaimana penerapan e-government di Dlrektorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual dan faktor~faktor yang mempengaruhinya sebagaimana 

tertuang dalam perumusan masalab, berikut ini dijabarkan metode penelitian yang 

digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penjelasan mencakup 

ten tang pendekatan peneiltian dan jenis penelitian yang digunakan, kemudian teknik 

pengumpulan data dan penentuan populasi dan pemitihan sampei serta teknik 

pengolaban dan anaUsa data, Sebagai penutup dijelaskan mengenai keterbatasan dari 

penelitian ini. 

3.1. Pendekatan 

Penelitian ini mempergunakan pendekatan positivisme yang menekankan 

pada penemuan hukum sebab akibat, observasi riset empiris dan riset yang 

bebas dari nilai (value free). Neuman menyatakan bahwa positivism merupakan 

sebuah metode terorganisir yang mengkombinasik:an logika deduktif dengan 

pengamatan observasi empiris atas perUaku sosiaJ untuk menemukan dan 

mengkonfirmasikan secara probabilitik serangkaian hukum sebab akibat yang 

dapat dipergunakan untuk memprediksi pola~pola umum suatu gejala sosial 

tertentu.62 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu geiaja sosial 

terjadi sehingga peneiitian ini merupakan penelitian eksplanatif. Menurut 

Neuman penelitian eksplanatif rnerupakan penelitian yang tujuan utamanya 

untuk mejelaskan mengapa suatu gejala sosial terjadi dan untuk membangun. 

mengetaborasi, memperluas dan menguji teori. 63 U ntuk itu dalam penelitian 

eksplanatif mencari sebab dan akibat atas suatu gejala sosial. 

62 Neuman, William Lawrence, Social Research Methods; Qualitative and Quancltalive Approaches, 
Sixth Edition, Altyn and Bacon Peason Education, In<.:, Boston, 2006, hal. 82 
M Ibid hal. 35 
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3.2. Jenisffipe Penelitian 

Tipe penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif ana litis karena berusaha 

untuk menggambarkan! menuturkan dan menafsirka.n data yang ada. Misalnya 

tentang situasi yang dialami. satu hubungan, kegiatan, pandangan 1 sikap yang 

menampak atau tentang suatu proses yang berlangsung, pengarub yang sedang 

bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak dan 

sebagainya.64 Dalam penelitian ini, akan digambarkan faktor~faktor yang 

mempengaruhi penerapan e*government. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan fokus dan tujuan penel itian, teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian i.ni meliputi: 

a. Studi K<:pustakaan 

Merupakan suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan menelaah berbagai macam kajian atau buku-buku dari 

para ahli yang berkaitan atau yang memiliki hubungan dengan masalah 

atau pembahasan dalam penelitian ini agar diperoleh data yang dapat 

dipergunakan sebagai landasan teori dalam penyusunannya.6s Untuk itu 

buku~buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini menjadi sumber 

data sekunder. 

b. Survey 

Metode survey yang digunakan dalam penelitlan ini menggunakan 

kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpu1kan data mengenai 

pandangan pengguna terhadap aplikasi e~governmenl. Somber data dari 

survey ini adalah 47 pemeriksa di Direktorat Merek pada Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pengguna internal dari aplikasi 

e-government terkait Sumber data ini dipilih dengan perlirnbangan bahwa 

64 Wlnamo, Pengantar Peneiitian Ilmiah: DtJsar Meiode Teknik, Tarsito, Bandung, 1983, haL139 
IJ$ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta:1989. Hal 70-71 
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unit ini merupabn yang karena tuntutan tugasnya menjadi pengguna rutin 

dari aplikasi e-government yang diteliti sehingga diharapkan dapat 

mewakiti pendapat dan masukan dari pengguna terhadap penerapan e

governmenl di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

c. Wawancara 

Sumber data yang kedua yaitu wawancara Jangsung dengan pihak-pihak 

terkait sebagai informan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dalam 

upaya mendukung data secara lebih mendalam. Wawancara ini akan 

dilakukan kepada aktor~aktor kund (key informan) yang terHbat dalam 

kewenangan serta berkepentingan dalam masalah penerapan e-government. 

Penen1:u:an narasumber di atas diharapkan memenuh1 kriteria sampel 

sumber data sebagaimana diuraikan oleh Sprdley 66 yang setidaknya memuni 

kriteria mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi~ sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati, 

mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang sedang diteliti, mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk 

dimintai infortnasi1 mereka yang tidak cenderung menyampaikan infonnasi 

hasil kemasannya sendiri, dan mereka yang umumnya tergolong cukup asing 

dengan peneliti sehingga. lebih menggairahkan untuk dijadikan sebagai 

narasumber. 

3.4. Populasi dan Sam pel 

" 
" 

Poputasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam hal ini 

yang menjadi populasi penelitian adalah pegawai Direktorat merek yang 

menempati posl!d sebagai pemeriksa merek di Direktorat Jenderal HKI yang 

berjumiah 47 orang. Menurut Krathwohl, teknik penarikan sampel berhubungan 

dengan vatiditas ekstemal67
• Pada penelitian ini teknik penarikan sampel 

James Spradley, Pariticpatll Observaticn, Holt, Reinhart and Winston, 1980 
Op.C/1, Prn.setya Irawan. haL l 13. 
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menggunakan teknik Complete Enumeration atau Total Sampling. Comp!eie 

enumeration digunakan karena populasi tidak begitu besar~ sehingga dengan 

demikian validitas eksternal dapat dipenuhi pada peneliti~n ini. 

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan, langkuh selanjutnya adalah 

melakukan pengolahan data dan analisis data yang diselaraskan dengan jenis 

penelitian yang dilakukun yakui penelitian deskriptif yang mencoba 

menggambarkan keadaan atau fenomena berdasark-m fakta~fakta yang ada. 

Proses analisa data hasil penelitian dimulai dengan menelaah data yang 

diperoleh dari berbagai somber atau Informasi baik yang bersifat kuantitatif 

maupun data kualitatif. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan tidak 

menggunak:an uji statistik,. melainkan anaHsa yang bersifat non statistik. Data

data kuantitatif hanya digunakan untuk membantu dalam menginterpretasikan 

fakta-fakta (memudahkan penyimpulan atau generaiisasi) dan untuk se!anjutnya 

akan dilakukan teknik analisis kualitatif. Untuk ata. yang bersifat kualitatif 

digunakan teknik Successive Approximation dimana data-data yang ada diamati 

untuk memastikan apakah fakta yang terjadi sesuai dengan teori atau konsep 

sebelumnya sehingga tercipta suatu generalisasi68
. 

Untuk data yang bersifat kuantitatif dilakukan tekuik pengolahan data 

dengan: 

a. Editing data, tahap ini dimaksudkan untuk memeriksa kembali data yang 

dipero[eh dari lapangan meliputi kelengkapan data, kebenaran data dan 

relevansi data dengan penelitian. 

b. Pengukuran dan penentuan nilai, proses penyederhanaan jawaban 

responden daiam kuisioner kemudian ditentukan nilainya yang disusun 

berdasarkan jumlah a!ternatifjawaban yang tersedia dalam kuisioner. 

ii! Op.Cit. p. 469 
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c. Tabulasi data. proses penyusunan skor atau nilai jawaban responden dalam 

suatu tabulasi frekuensi yang sesuai dengan keperluan analisis. 

Pendapat responden atas aplikasi e-government yang sedang 

dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual yang 

menjadi data kuantitatif dalam penelitian ini diolah menggunakan software 

SP,.f)S 12.0 for windows dengan rnenggunakan perangkat distribusi frek:uensi 

dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi responden atas berbagai pertanyaan 

yang diajukan. 

3.6. Keterbatasan Peoelitian 

Penelitian atas penerapan e-goverment di Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Inte)ektua\ ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e~ 

government dan bagaimana kesiapan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerapan e-government ini dalam upayanya untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik bagi masyarakaL 

Pada saat ini terdapat beberapa layanan elektronik sebagai perwujudan 

pengembangan e-government di Direktorat JenderaJ Hak Kekayaan lntelektual 

namun penelitian ini dibatasi hanya pada aplikasi layanan perpustakaan digital 

(Intellectual Property Digital Library-IPDL) yang dapat diakses melalui situs 

resmi Direktorat Jenderai Hak Kekayaan Intelektual www.dgip.go.id sebagai 

bagian dari keseluruhan implementasi e-governmenl yang ada di Direktorat 

Jendcral Kekayaan lntelektual dengan alasan bahwa aplikasi ini merupakan 

aplikasi yang bersentuhan Iangsung baik dengan pengguna Jnternal (pegawai 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual) rnaupun pengguna ekstemal 

(masyarakat). 
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BABIV 
GAMBARAN UMUM TEMP AT PENELIT!AN 

Sebagai pendahuiuan bab ini memberikan gambaran mengenai Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik [ndonesia 

(Diljen HKI) yang mencakup mengenai sejarah singkat berdirinya Di\jen HKI dengan 

rumusan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi yang diembannya juga susunan organlsasi 

dan komposisi kepegawaian di da!amnya. Selanjutnya diuraikan mengenai pencapaian 

penerapan e-government di Oitjen HKI. 

4.1 Gambaran Umum Direktorat Jendera.l Hak Kekayaan lntelektual 

Hak Kekayaan lntelektual (HKJ) berasa! dari terjemahan Intellectual Property Rights 

(IPR) dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahlr karena kemampuan 

intelektual manusia. Obyek yang diatur dalam HK! adalah karya-karya yang timbul atau 

Jahir karena kernampuan manusia. yaitu daya eipta, rasa; dan karsa, seperti kaya~karya di 

bidang ilmu pengetahuan~ seni. sastra, ataupun teknotogL Dalam pengertiannya ini HKI 

merupakan suatu hak privat yang eksklusif untuk dapat menikrnati secara ekonomis hasH 

dad kreativitas intelektuaL HKl memiliki makna penting dalam perlindungan hukum dan 

pendukung perlumhuhan ekonomi dimana dengan adanya perlindungan terhadap HKI akan 

terbangkitkan motivasi manusia untuk menghasiikan karya inteiektual. 

Pelayananjasa hukum di bidang Hak Kekayaan tntelektual di Indonesia sudah ada 

sejak zaman penjajahan BeJanda. Untuk pertarna kalinya didaftar merek no, 1 (satu) oleh 

Hulpbureua Voor den Indttstrleelen Eigendom pada tangga110 Januad 1894 di Batavia. 

Berdasarkan Reg/ement lndustrieelen Eigendom 1912 Sib/. 1912-545 jo 1913-214, yang 

melakukan pendaftaran rnerek di Indonesia adalah liu!pbureua Voor den Jndustrieleen 

Eigendom di bawah Department Van ktitie yang waktu itu hanya khusus rnenangani 

pendaftaran merek. Kemudian berdasarkan Stbl. 1924 no. 576 ayat 2 ruang lingkup tugas 

Department VanJustitie meliputi pula bidang milik perindustrilin. 

Dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal II Aturn.n 

Pcralihan Undang·undang Dasar 1945, Stb!. 1924 No. 576 masih tetap berlaku dengan 

perubahan nama menjadt Kantor Milik Kerajinan. Pada tahun l947 Kantor Miiik Kerajinan 

pindah ke Surakarta dan pada tanggal 9 Oktober 1947 berubab namanya menjadi Kantor 

58 

' 
I 

I 

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP UI, 2009



59 

Milik Perindustrian. Pada masa pemerintahan RlS Kantor Milik Perindustrian pindah 

kembali ke Jakarta. Sesuai Peraturan Pernerintah No 60 Tahun 1948 tentang lapangan 

pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman yang metiputi 

pula Kantor Milik Perindustrian terdiri atas Bagian Pendaftaran Cap Dagang dan Bagian 

Perlindungan atas Pendapatan-Pendapatan Barn (Octrooi). 

Se1anjutnya berubah nama menjadi Direktorat Urusan Paten berdasarkan Keputusan 

Menteri Kebakiman tanggal 12 Pebruari 1964 no. J.S. 4/4/4 tentang Tugas dan Organisasi 

Departernen Kehakiman. yang disempumakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman no. 

J.S.4f4124 tanggal 27 Juni 1965 Jentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman. 

Direktorat ini bertugas menye1enggarakan peraturan-peraturan mengenai perlindungan 

penemuan dan penciptaan. Dengan demikian. sesuai dengan Keputusan Menteri 

Kehakiman tersebut Direktorat Urusan Paten tidak saja menangani urusan bidang merek 

dan bidang paten tetapi juga menangani bidang hak cipta. 

Tahun 1966 Presidium Kabinet mengeluarkan keputusan No. 75/U/Kep/l!/1966 

tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen. Dalam keputusan Ini 

Direktorat Urusan Paten dirubah menjadi Direktorat Paten di bawah naungan Direktorat 

Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan. Direktorat Paten memiliki 

3 (tiga} Dinas yaitu Dinas Pendaftaran Merek~ Dinas Paten. dan Dinas Hak Cipta. 

Pada tahun 1969 Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang

Undangan dipecah menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderai yakni Direktorat Jenderal 

Pembinaan Badan-Badan Peradilan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum yang 

menaungi salah satunya Direktorat Paten melalui Keputusan Presiden no. 39 Tahun l %9. 

Dalam perjalanan selanjutnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum mengalami 

perubahan antar lain dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 45 tentang Susunan Organisasi 

Departemen yang kemudian diubah beberapa kali yang dijabarkan dalam Keputusan 

Menteri Kehakiman tanggal 16 April 1975 No.Y.S.4/3/7 Tahun 1975. Direktorat Paten 

berubah menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta di bawab Direktorat Jenderal Hukum dan 

Perundang·Undangan. Struktur organisasi Direktorat Paten dan Hak Cipta meliputi Bagian 

Tala Usaha, Sub Oirektorat Merek, Sub Direktorat Paten, Sub Direktorat Hak Cipta, Sub 

Direktorat Hukum Pemiagaan dan lndustri dan Sub Direktorat Pendaftaran Lisensi dan 

Pengumuman. 
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Seiring berjalannya waktu dan semakln berkembangnya HKI di Indonesia, Direktorat 

Paten dan Hak Cipta kemudian dibentuk menjadi Direktorat Jenderal Hak Cip~ Paten, dan 

Merck, terpisah dari Direlctorat Jenderal Hukum dan Perundang~Undangan melalui 

Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden 

Nomor 15 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Departernen. 

Pada awal berdirinya sebagai Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek 

(Ditjen HCPM) memiliki 4 (empat) unit eselon U yang terdiri dari Sekretariat Direktorat 

Jenderal, Direktorat Hak Cipta, Direktorat Paten, dan Direktorat Merck. Kernudian 

nomenklatur Ditjen HCPM berubah menjadi Direktora.t Jenderal Hak atas Kekayaan 

Intelektual (Ditjen HKI) berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 144 Tahun 1998 dan 

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1999. 

Dengan perubahan nomenklatumya, Ditjen HKl rnemper[uas struktur organisasinya 

menjadi 5 (lima) unit eselon II dengan menambah satu direktorat baru yaitu Direktorat 

Kerja Sarna dan Pengembangan. Sementara dua direktorat memperluas cakupan ketjanya. 

yakni Direktorat Merek menjadi Direktorat Merek dan Rahasia Dagang, serta Direktorat 

Hak Cipta menjadi Direktorat Hak Cipta, Topografi SirkuitTerpadu dan Desain Produk. 

4.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) 

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Teknis Ditjen HKI Tahun 2008 dirumuskan 

perubahan Visi dan Misi Ditjen HKI dan penyempumaan Kebijakan Strategisnya. Adapun 

visi Ditjen HKI yaitu : Terciptanya ststem HKl yang efektif dan efisien dalam menopang 

pembangunan nasional. Untuk mencapai vlsf tersebut dirumuskan misi yang harus dicapai 

oleh Ditjen HKI yaitu meliputi: 

a. Mengelola sistem Hki dengan car-a memberikan perlindungan, penghargaan, dan 

pengakuan atas kreativitas; 

b. Mempromosikan teknologi. investasi yang berbasis iJmu pengetahuan dan 

pertumbuhan ekonoml; dan 

c. Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif. 
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Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI _ M.09-PR.07.10 Tahun 2007 

dinyatakan bahwa sebagai salah satu unit eselon I di bawah Departemen Hukum dan HAM 

RI, Ditjen HKl mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan 

standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugas tersebut, 

Ditjen HKI menyelenggarakan fungsi: 

l) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang hak cipta, desain industri, 

desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan 

pengembangan serta teknologi informasi; 

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit 

terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta 

teknologi informasi; 

3) Perumusan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang hak cipla, desain 

industri, desain tala letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama 

dan pengembangan serta teknologi informasi; 

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan 

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Seperti dijelaskan di awal bahwa saat ini Ditien HKI terdiri dari 6 (enam) direktorat 

yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tala 

Lelak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Paten, Direktorat Merek, Direktorat 

Kerja Sarna dan Pengernbangan, Direktorat Teknologi Informasi. Berikut pada garnbar 4.1. 

di bawah Susunan Organisasi dari Ditien HKI. 

Gambar4.1. 
Susunan Organisasi Ditjen HKI 

(Sumber: www.dgip.go.id) 
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4,3,L SekretariatDitjen HKI 

Sekretariat Oirektorat Jenderal mempunyai tugas melaksannk.an urusan 

administrasi kepada seturuh satuan organisasi di !ingkungan Ditjen HKl. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal 

rnenyelenggarakan fungsi: 

1) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, 

evaluasi, penyusunan laporan kegiatan HKI; 

2) Pengelolaan urusan kepegawaian; 

3) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; 

4) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan 

5) Pelaksanaan urusan tata usaha Ditjen HKI. 

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: Bagian Penyusunan Program dan 

Laporan. Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan 

Rumah Tangga, Bagian Tata Usaha~ dart Kelompok Jabatan Fungsional. 

Gambar 4.2. di bawah ini menunjukkan susum.m organisasi dari Sekretariat 

Direktorat Jenderal HK!. 

Gambar4.2. 

Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat .Teoderal 

(Sumber: www.dgip.go.id) 
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Direktorat Hak Cipta, Desain Industri. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan 

Rahasia Dagang mempunyai tugas melaksanakan sebaglan tugas Direktorat 

Jenderal di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan 

rahasia dagang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur JenderaJ 

Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di 

atas, Direktorat Hak Cipta1 Desain lndustri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan 

Rahasia Dagang menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyiapan rancangan kebijakan teknis di Oidang hak cipta, desain industri, 

desain tata letak slrkuit terpadu dan rahasia dagang; 

2) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hak cipta, desain industd~ desain 

tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang; 

3) Pelaksanaan penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

forma1itas dan substantif di bida:ng hak cipta, desain industri, desain. tata Jetak 

sirkuit terpadu dan rahasia dagang; 

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penelusuran dalarn menentukan ditolak atau 

didaftar atas permintaan pendaftaran; 

5) Pelaksanaan pendafiaran, administrnsi penolakan, pencatatan lisensi, pengalihan 

perubahan~ pembatalan, penghapusan dan pengumuman di bidang hak cipta, 

desain industri1 desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagangj 

6) Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hak cipta, desain industri, 

desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang; 

7) Pernberian pertimbangan dan pendapat hukum, Htigasi, penegakan, penyldikan 

dan penyelesaian sengk:eta; dan 

8) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktomt Hak Cipta, Desain 

Industri1 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. 

Gambar 4.3. di bawah ini menunjukan susunan organisasi dari Direk:torat Hak 

Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang: 
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Gambar 4.3. 

Sustman Organisasi Direktorat Hak Cipta, Desain lndnstri, Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang 

(Sumber; www.dgip.go.id) 

Direktorat Hak Cipta~ Desain Industri, Desain Tata Letak Sjrkult Terpadu dan 

Rahasia Dagang terdiri atas: Subbagian Tata Usaha, Subdirektorat Administrnsi dan 

Pelayanan Teknts, Subdirektorat Desain Industri. Subdirektorat Hak Cipta, Desain 

Jndustri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Subdirektorat 

Pelayanan Hukum 

4.3.3. Direktorat Paten 

Direktorat Paten mempunyai tugas melaksanaka:n sebagian tugas Direktorat JenderaJ 

di bidang paten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Hak Kekayaan lntclektua!. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Paten 

menyelenggarakan fungsi: 

I) Penyiapan raocangan kebijakan teknis di bldang paten; 

2) Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang paten; 

3) Pelaksanaan penerimaan permohonan paten dan perrnohonan pemeriksaan 

substantif. pengadministrasian pennohonan paten dan dokumen pemeriksaan 

substantifj pubtikasi pennohonan paten1 dan penyiapan babwan pembuatan 
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sertifikat pembedan paten, pendaftaran lisensi, pengalihan paten, pemantauan 

pemeliharaan paten, penerimaan pennohonan pelaksanaan pembuatan dokumen 

prioritas; 

4) Pelaksanaan pemeriksaan administratif dan suhstantif, pengklasifikasian. 

penelusuran, permohonan paten dan pengambilan keputusan pemberian atau 

penolakan paten dalam bidang keahlian elektrolfisika, mekaniklteknologi umum 

dan kimia/farmasi.biologi; 

5) Pemberian pertimbangan, pendapat dan penegakan serta pelayanan hukum1 

Utigasi1 penyidikan dan administrasi komisis banding paten; dan 

6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten. 

Seperti terHhat pada gambar 4.4. di bawah ini, Direktorat Paten terdiri atas: 

Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis, Subdirektorat Pemeriksa Paten I, 

Subdirektorat Pemeriksa Paten II. Subdirektorat Pemeriksa Paten IIf, Subdirektorat 

Pelayanan Hukum, Subbagian Tata Usaha; dan KeiompokJabat.an Fungsional. 

Gambar4.4. 

Susunan Organisasi Direktorat Paten 

(Sumber; www.dgip.go.id} ' 
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4.3.4. Direktorat Kerja Sarna dan Pengembangan 

Djrektorat Kerja Sarna dan Pengembangan mempunyai tugas untuk 

melaksakanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang kerja sama dan 

pengernbangan sistem bak kekayaan intelektual berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan lntelektual. Untuk melakaanakan 

tugas tersebut1 Direktorat Kerja Sarna dan Pengernbangan rnenyelenggarakan 

fungsi: 

I) Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan pengembangan 

sistem hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan penmdang-undangan 

yang berlaku; 

2) Penyiapan baban koordinasi kegiatan kerja sa.ma denga.n berbagai institusi, 

peJaHhan teknis di bidang hak kekayaan intelektual; 

3) Peminaan teknis pelayanan informasi hak l<ekayaan intelektuai; 

4) Evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan pengembangan sistem 

hak kekayaan intelektuai; dan 

5) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktotat Kerja Sama dan 

Pengembangan. 
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Gambar4.5. 

Terlihat pada gambar 4,6, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan terdiri atas: 

Subdirektorat Pengembangan~ Subdirektorat Kerja Sarna £nternasional, 

Subdirektorat Kerja Sarna Nasional, dan Subbagian Tata Usaha. 

4 .3.5. Direktorat Merek 

Direktorat Merek mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat 

Jenderal di bidang merek berdaserkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat 

Merek menyelenggarakan fungsi: 

I) Penyiapan rancangan kebjjakan teknis dan fungsional di bidang merek; 

2) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang rnerek; 

3} Pelaksanaan penerimaan aplikasi, permohonan indikasi geografis dan indikasi 

asal~ pemeriksaan persyaratan aplikasi~ pengldasifikasian, pemberian kode unsur 
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konflguratif, perpanjangan~ pengaHhan hak, lisensi, pembatalan, penghapusan 

dan perubahan; 

4) Pengendalian dan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan aplikasi, 

pengolahan dan pendaftaran merek terkenal serta pemeriksaan substantif; 

5) Pelaksanaan pendaftaran, sertifika.~i;i, pencatatan I isensi, pengaHhan h~ 

perubahan nama atau alamat, penghapusan dan pembatalan; 

6) Pelaksanaan pengumuman dan pub!ikasi merek; 

7) Pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, penegakan, pemantauan, 

pengawasan~ penyidikant litigasi dan administrasi komisi banding, dan 

8) Pelaksanaan urusru\ tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek. 

Gambar 4.5. menunjukkan susunan organisasi Direktorat Merek yang terdiri atas: 

Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis. Subdirektorat Pemeriksaan, 

Subdirektorat Indikasi Geografis. Subdirektorat Sertifikasi dan Pengumuman, 

Subdirektorat Pelayanan Hukum, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

Gambar 4.6. 

Susunan Organisasi Direktorat Merek 

(Sumbcr; W\\'W.dgiP.go.id) 
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Kelompok pejabat fungsional di Direktorat Merek adalah para Pemeriksa Merek 

yaitu Pegawai Negeri Sipil yang dibeti tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 

secara penuh oleh Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan 

pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pas a! 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 

15 Tahun 200 I tentang Merek. Kedudukan pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional 

sesuai dengan dasar hukum berikut ini: 

!. Undang-undang No.l5 Tahun 2001 tentang Merek. 

2, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia dan Kepala 

Badan Kepegawaian No. M.6051-KP.04.12 tahun 2003 dan No.46 Tahun 2003 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka 

Kreditnya 

3. Kepmenpan No. 46 /KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa 

Merek dan Angka Kreditoya. 

Datam menjalanl<an tugas dan fungsinya pemeriksa Merek terdiri atas: 

l. Pemerlksa Merek tingkat Terampil 

Menurut Keputusan Bersama Menteri Kehaldman dan Hak Asasi Manusia Rl 

dan Kopala BKN No. M.6051 • KP. 04. 12 Tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 

tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka 

Kreditnya. pemeriksa merek didefinisikan sebagai pemcriksa merek yang memi!iki 

dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah·rendahnya Diploma II 

yang sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. Sedangkan menurut Pasal l angka 

3 Kepmenpan No. 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa 

Merek dan Angka Kreditnya, pemeriksa merek tingkat terampil adalab : Pemeriksa 

Merek yang mempunyai kualitikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya 

mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang 

pemeriksaan merek. 

Jenjangjabatan Pemeriksa Merek tingkat Terampil adalah: 

a. Pemeriksa Merek Pelaksana yang terdiri dari Pengatur Muda Tingkat I dengan 

goiongan ruang II/b, kemudian Pengatur dengan golongan ruang 11/c~ dan 

Pengatur Tingkat I dengan golongan ruang Illd. 
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b, Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan yang terdiri darl Penata Muda dengan 

gofongan ruang !!Ia; dan Penata Muda Tingkat I dengan go Iongan ruang I!Uh. 

c. Pemeriksa Merek Penye!ia, terdiri dari Penata dengan golongan ruang 111/c; dan 

Penata Tingkat I yang memiliki golongan ruang HI/d. 

2. Pemeriksa Merek tingkat Ahli 

Pengertian perneriksa merek tingkat ahli berdasarkan Pasai l angka 4 

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara nomor M. 6051-KP.04.12 tahun 2003 dan nomor 

46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Peiaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa 

Merck dan Angka Kreditnya, bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah 

Pemeriksa Merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama 

kali serendah~rendahnya sarjanal S, i sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, 

Sedangkan Pasal I angka 4 Kepmenpan nomor 46/KEP/M.PAN/612003 tentang 

Jabatan Fungsional Perneriksa Merek dan Angka Kreditnya memberi pengertian 

bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksa merek yang mempunyai 

kuaiifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan 

penguasaan Hmu pengetahuan, metodologi. dan teknik analisis dj bldang 

pemeriksaa:n merek. Jenjang jabatan Pemeriksa Merek tingkat ahli dari yang 

terendah sampai dengan yang tertinggi adalah : 

a. Pemeriksa Merek Pertamal terdiri dari Penata Mud a dengan golongan 

ruang lll/a; dan Penata Muda Tingkat l dengan golongan ruang HJ/b. 

b. Pemeriksa Merek Muda yang terdiri dari Penata dengan, golongan ruang 

111/c dan Penata Tingkat I dengan golongan ruang 111/d 

c. Pemeriksa Merek Madya terdiri atas Pembina dengan golongan ruang 

IV/a, Pembina Tingkat I dengan golongan ruang IV/b, dan Pembina 

Utama Muda dengan golongan ruang IV/c. 

Dalam menjalankan fungsinya pemeriksa merek memiliki tugas pokok 

unruk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek dengan 

cara meiakukan penyiapan perneriksaan. fuelakukan penulusuran dokumen 

pembanding, memeriksa substansi dokumen permintaan pendaftanm merek, 

serta melaporkan hasit pemeriksaan permintaan pendaftaran merek. Unit 
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pemeriksa tnerek dike(ompokkan berdasarkan pada pernbagian kelas barang 

sesua.i klasifikasi Nice Agreement yang terdiri atas enam kelompok pemeriksa. 

Kelompok I meliputi bidang Kimia lndustri dan Farmasi, Kelompok H meHputi 

bidang Industri Iogam. mesin dan elektronika, Kelompok IH meliputi bidang 

alat-alat kantor dan rumah tangga. Kelompok lV meliputi bidang Tekstil dan 

konpeksl, Kelompok V meliputi bidang makanan dan minuman. dan Kelompok 

VI yang meliputi bidang Jasa. 

4.3.6. Direktorat Telrnologi lnformasi 

Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Direktorat Jenderal di bidang teknologi infon:nasi berdasarkan kebijakan teknis 

yang ditetapkan oleh Direlctur Jenderal Hak Kekayaan lntelektual. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknologi fnformasi menye1enggarakan 

fungsi: 

l) Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang teknologi infonnasi; 

2) Pelaksanaan pengembangan sistem teknologl infonnasi; 

3) Pelaksanaan pendukung sistem teknologi inforrnasi; 

4) Peng~lolaan dokumentasi hak kekayaan intelektual; 

5) Pelaksan.aan rnanajemen kontrak teknologi informasi; 

6) Pelaksanaan evaluasi penggunaan teknologi infonnasi; dan 

7) PengeJolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Teknologi 

Informasi 

Direktorat Teknologi Infonnasi terdiri atas: Subdirektorat Pengembangan Sistem; 

Subdirektorat Pendukung Sistem; Subdirektorat Pengembangan Proses; 

Subdirektorat Dokumentasi; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan 

FungsionaJ. 

Gam bar 4. 7 di bawah ini menunjukan susunan organisasi dari Direktorat 

Teknologi Informasi: 
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(Sumber: ':!iY'fW .dgl!LgQ,,.i.4) 

4.4. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intclektual 

Berdasarkan data di Bagian Kepegawaian Ditjen HKJ, komposisi pegawai Ditjen HKI di 

tiap unit eselon II sebagai berikut: 

Tabel4.1. 

_ Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon II 

Unit Eselon II Jumlah 

Sekretariat Ditjen HKI 103 

Direktorat Hak Cipta, Dl, DTLST, & RD 66 

Direktorat Merek 142 

Direktorat Paten 131 

Direktorat Kerja Sarna & Pengembangan 37 . 
Direktorat Teknologi lnfonnasi 37 

Total 514 
.. . 

{Sum her. , l..aporan iahunan 2008, Dtrektor.tt Jenderal HK1) 
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4.5. Penerapan E-GaJJernment di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Pemanfaatan e-government secara parsial oleh Direk:torat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual (Ditjen HKI) Ielah dimulai sejak tahun 1995 dengan diperkenalkannya sistem 

baru yang disebut COPATRJS (Copyright, Patent, and Trademark Infonnation System). 

Sistem ini merupakan sistem informasi yang mencakup informasi tentang hak cipta, paten 

dan merek. Pemanfaatan dikatakan parsiai karena pada saat itu belum ada direktorat khusus 

yang menangani tentang teknoiogllnfonnasi dan komunikasi Dltjen HKL 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkemhang seiring 

berjalannya waktu baik dalam hal perangkat kerns, perangkat lunak maupun perangkat 

pendukung lainnya. Seiring dengan perkernbangan tersebut Ditjen HKI terus berupaya 

untuk meningkatkan kuantitas dan kua!itas dari sarana dan prasaran teknologi infonnasi 

yang dimilikinya. Pertama dengan membentuk direlctorat baru yang khusus menangani 

tentang teknologi informasi Ditjen HKI. Direktorat Teknologi Informasi ini mulai 

menjalankan fungsinya sekiU" tabun 1999. Kemudian sejak tahun 2000 Ditjen HKI telab 

mulai membangun aplikasi perangkat lunak untuk pendaftaran kekayaan intelektual dengan 

menggunakan database tunggal. Selain itu sejak tahun 2006 Ditjen III(! Ielah rnulai 

membangunjaringan yang menghubungkan setiap direktorat di lingkungan Ditjen HK1 dan 

serta muJai dibangunnya fusilltas intranet. 

Pembuatan situs atau website merupakan upaya DitJen HKI dalam pembangunan dan 

pengembangan e-government untuk meningkatkan peiayanan kepada masyarakat dengan 

memanfaatkan teknologi internet dan intranet Situs Ditjen HKI, www.dgip.go.id 

rnerupakan situs resmi Ditjen HKJ yang digunakan sebagai jendela utarna untuk 

berinteraksi secara langsung kepada masyrakat melalui teknologi internet. Situs Ditjen HKI 

menggunakan teknologi internet yang dapat dirnanfaatkan oleh masyarakat luas untuk 

pencarian dan penyebaran infonnasi HKI serta penyajlan infonnasi HKI. Dalam situs ini 

terdapat beberapa menu yang dapat dhnanfaatkan oleh masyarakat luas yaitu Statistik 

pendaftaran HKI, Undang-Undang terkait HKI, Publikasi HKI, Media HKI, Makalah dan 

Pidato, Kasus-kasus HKJ serta Links, 

Proses pelayanan dan administrasi HKI dimulai dari proses pendaftaran HKI. 

Aplikasi yang sedang berjalan yakni terdiri atas otoroasi sistem penerimaan pendaftaran~ 
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pemeriksaa.n forrnalitas, publikasi dan sertifikasi1 dan otomasi sistem pencarian data dan 

informas! HKI dalam dan luar negeti untuk kepentingan pemeriksaan substantif. 

Kondisi saat ini, belum terdapat fasilitas pendaftaran secara online sehingga para 

pemohon baik secara individu maupun yang diwakilkan oleh konsultan melakukan 

pendaftaran secara manual dengan datang Iangsung ke toket pendaftaran dengan membawa 

dokurnen dalam bentuk hardcopy. Selanjutnya data yang ada dalam dokumen pennohonan 

pendaftaran dimasukkan secara manual ke aplikasi penerimaan pendaftaraq, Sedangkan 

penerimaan pendaftaran dalam bentuk data digital atau disebut dengan E-Filing maslh 

daiam tahap persiapan. Status aplikasi E-Filing sampai sekarang belum dimanfaatkan 

karena masih belum diputuskan kebijakan peraturan penomoran permohonan yang 

diiakukan oleh konsultan. Aplikasi penerimaan pendaftars.n terdiri atas Aplikasi Merek1 

Aplikasi Paten dan Aplikasi Hak Cipta, Aplikasi ini terlah berjalan mulai dari loket 

pendaftaran, entry data lengkap, pemeriksaan formalitas1 pemeriksaan substantif, publikasi 

dan sertifikasi. Semua data yang diinput dengan men&:,ounakan aplikasi ini akan otomatis 

ter-upload Ire dalam database HKI. 

Untuk kepentingan internal beberapa aplikasi dikembangkan dan digunakan oleh 

Ditjen HK1 dalam hal inventarisasi data dengan tujua.n untuk meningkatkan proses internaL 

Aplikasi inventarisasi tersebut antara lain yakni apiikasi Service Desk yaitu aplikasi yang 

digunakan untuk menginventarisasi seluruh perangkat teknologi informasi yang dimiliki 

o!eh Ditjen HKI. Kemudian untuk menginventarisasi data dokumentasi HKI yang dimilikl 

oleh Ditjen HKI digunakan apHkasi pengelolaan arsip yang disebut dengan aplikasl 

Archive Management Solutions (ARMS). Sedangkao dalam hal kesekretariatan ada 

beberapa aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi tata usaha yang bertujuan untuk 

menginventarisasi seluruh surat masuk dan keluar di masing-masing Sub~Bagian Tata 

Usaha baik tingkat esefon I maupun H Di~en HKI. Aplikasi Jainnya yang digunakan di 

kesekretariatan yakni Aplikasl Kepegawaian. Sdanjutnya untuk memfasiHtasi proses 

pencarian data dan informasi HKI baik secara internal maupun ekstemal sebagai data 

pembanding bagi kekayaan intelektual yang didaftarkan pada Ditjen HKl telah diotomasi 

dengan aplikasi Pencarian Data dan Informasi HKI. Aplikasi ini menggunakan perangkat 

lunak yang disebut dengan Intel/ectuall'roperty Digital Library (lPDL). 
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JPDL diluncurkan pada 1 Februari 2007 yang bertujuan untuk memudahkan akses 

terhadap informasi HKI juga untuk mendorong layanan dan perJindungan yang lcbih baik 

terhadap HKL IPDL merupakan akses pencarian informasi tentang pendaftaran dan 

aplikasi paten, paten sederhana, merek. hak cipta, dan desain industri. Akses dimaksud 

berupa penelusuran dan menampHkan informasi seperti bibliografi, uraian tentang paten, 

garnbar merek dan gambar desain industri. IPDL dapat diakses dari Laman Ditjen HKl 

(http://ipdLgg.id) atau melalui ht!j>://!O.L8.101/ipdlffopjaxServletH2H dengan aplikasi 

browser seperti Internet Explorer. 

IPDL memiliki fungsi sehagai penelusuran informasi HKI yang dlbutuhkan oleh 

pemangku kepentingan Di~en HKI menggunakan teknologi informasi. Adapun yang 

merupakan pemangku kepentingan dari IPDL yaitu pemohon HKI untuk memonitor status 

permohonan HKI~ konsultan HKI, peneliti~ akademisi, rnas:yarakat luas dan pemer1ksa 

DitjenHKI. 

Data yang tersedia dalam IPDL terdiri dad dua bagian yaitu data pada rPDL internal 

dan data pada IPDL ekstemal. IPDL internal berisikan data-data mulai dari sebelum 

publikasi yang berguna untuk pemeriksaan internal permohonan HKJ. Sedangkan IPDL 

eksternal berisikan data-data yang telah dipublikasikan yang dapat dilihat oleh seluruh 

pemangku kepentingan Ditjen HKI. 
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BABY 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN 

E-GOVERNMENT 
DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL 

Setelah melihat perkembangan penerapan e-government di Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual, maka bab selanjutnya akan membahas dan menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan e-governmenf di Ditjen HKI tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut 

rnencakup faktor sumber daya manusia1 teknologi, anggaran dan kelembagaan. 

5.1. Karakteristik Responden 

Responden rnerupakan pegawai Direktorat Merek yang menempati posisi sebaga.i pejabat 

fungsionaJ di Ditjen HKI yaitu sebagai Pemeriksa Merek.. Keseluruhan pemeriksa yang 

merupakan populasi dari penelitian ini berjumlah 47 orang dan semuanya dijadikan reponden 

dalam peneHtian ini. Berikut adalah uraian data responden yang dipe:roleh pada saat penelitian 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

5.1.1. Usia 

Berdasarkan data yang diperoleh melaiui kuesioner seperti tampak pada tabel 5. l. 

di bawah teriihat bahwa usia para pemeriksa merek dom1nan berada pada kisaran 31 -55 

tahun, dimana pada kisaran usia tersebut dapat dikategorikan mem!liki cukup 

penga1aman clalam melakukan pekerjaan pemeriksaan, Meskipun demikian dalam 

rentang usia yang seperti itu dapat dikatakan culrup rentan bilamana bicara mengenai 

kemarnpuan beradaptasi daJam hal kemajuan teknologi. Rentang usia yang demikian 

besar ini harus menjadi perhatian serius pada saat menerapkan teknologi informasi agar 

tidak menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan yang terus menerus terjadi jika tidak 

diatasi pada akhirnya akan menimbulkan resistensi dan mengakibatkan kegagalan 

penerapan tek.nologi informasi. Untuk itu diperlukan dukungan yang lebih sehingga tidak 

menimbulkan reslstensi dad pegawai senior ini pada saat hatus beradaptasi dengan 

kemajuan teknologi yang diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Bentuk 

dukungan dari sisi sumber daya manusia yang dapat diberikan antata lain dengan 
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membekali pe1adhan~pelatihan terkait dengan teknologi informasi yang memadai serta 

melengkapi infrastruktur yang mendukung pelaksanaan penerapan teknologi inforn1asi. 

Tabe! .5.1 
K k . 'kR d B d k u· ara terrst1 esoon en er asar an S!a 

Usia Jumlah Responden (%) 
< 30 tahun 3 I 6,38 
3! - 40 tahun 14 29,79 
41 - 50 tahun 15 31,91 
5! - 60 tahun 15 31,91 ' 

Total 47 100.0 l .. Somber: Hasil Peneht1an Penuhs 

5.1.2.Pendidikan Terakhir 

Dilihat dari pendidikan terakhir berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiHki pendidikan strata 1 (sarjana} dengan nilai 

prosentase sebanyak 57,45%, selanjutnyajumlah responden yang memiliki pendidikan 

setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan pendidikan strata 2 

(pascasarjana) tidak berbeda jauh dengan variasi nilai prosentase tampak pada tabel 5.2. 

Tabel5.2 
Kara kt' d d k d'd'ka T k h' et1stik Respon en Ber asar an Pen r t n era 1r 

Tingkat Pendidikan Jumlab Responden ("/o) 

SLTA !0 21,28 
D3 l 2,13 
Sl 27 57,45 
S2 9 19,15 

Jumlah 47 100,00 

-·-·· ·-. . . Sumber. Hrunl Peneht.tan Penuhs 

Berdasarkan data di a.tas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan 

yang dimiliki oleh pemeriksa merek menunjukkan tingkat pendidikan yang cukup baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para pegawai dalam hal pendidikan 

cukup tinggi yang berarti juga bahwa masing~masing pegawai menyadari betu( 

tantangan yang timbul dalam melaksanakan pekerjaan sehingga harus membekalinya 
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dcngan pendidikan yang memadai. Dengan tingkat pendidikan yang balk maka 

kesadaran akan pentingnya perananan teknologi informasi dalam membantu 

pelaksanaan pekerjaan juga tinggi. 

5. I .3.Karakteristik rcsponden berdasarkan masa kerja 

K k ' 'kR 
TabeL 5.3 
dBdkMK' ara tenst1 espon en er asar an as a en a 

Masa Kerja JumJah responden (%) 

0 sdl 5 tahun 7 14,89 
6 sld lO tahun 9 19,15 
11 sld 15 tahun 2 4,26 
16 sld 20 tahun 12 25,53 
21 sld 25 tahun 3 6,38 
26 keatas 14 29,79 
Jurnlah 47 100,00 

' ' Suml>er. Hast! Penehttan Penults 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 47 orang responden yang tertinggi 

adalah responden yang mempunyai masa kerja 26 tahun keatas dengan jumlah 

prosentase sebesar 29,79 %t selanjutnya tesponden yang memiliki masa kerja antara 16 

tahun s/d 20 tahun sebanyak 12 orang dengan jurnlah prosentase sebesar 25,53 %, 

kemudian responden telah bek:erja antara 6 sampal dengan I 0 tahun sebanyak 9 orang 

dengan jumlah prosentase sebesar 19,15 %, untuk respond en yang masa kerjanya dari 0 

tahun sld 5 tahun sebanyak 7 responden dengan jumtah prosentase sebesar 14,89 %. 

responden dengan masa kerja antara 21 s/d 25 tahun sebanyak 3 orang dengan jumlah 

pros.entase sebesar 6,38 %, sedangkan responden yang memitikl masa kerja 11 s/d 15 

tahun sebanyak 2 orang dengan jumlah prosentase sebanyak 4,26 %. 

5.2. Penerapan &.Government 

Penerapan e-go-vernment yang dijadikan fokus dalam penelitian ini yaitu aplikasi dari 

perpustakaan digital kekayaan intelektual (Intellectual Properly Digital Libraryi). Bentuk 

aplikasl ini dikategorikan sebagai bentuk aptikasi sektor Government to Citizen (D2C) yang 

dapat digunakan uotuk memudahka.n masyarakat dalam memperoleh informasi mengenaj HKl 
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dan pada saat yang sama mempercepat proses layanan pendaft.aran. Aplikasi ini juga bentuk 

aplika:si e-government untuk sektor Government to Employee (G2E) yang merupakan bentuk 

aplikas.i yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Mengacu kepada konsep domain 

e-government yang disampaikan oleh Heeks pada Bab II bentuk penerapan e-govermnent 

melalui aplikasi IPDL ini berada pada domain eradministration yang merupakan bentuk inisiatif 

untuk meningkatkan proses administrasi internal dan e-service yang bermanfaat untuk 

memperbaiki komunikasi dan kua!itas pe1ayana.n. 

Selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana penerapan e-government telah betjalan 

terutama dalam hal penerapan perpustakaan digital (Intellectual Property Digital Library- IPDL) 

dalam melaksanakan pekerjaan pemeriksaan disebarkan kuesioner mengenai tanggapan 

responden atas dampak penerapan IPDL dalam pelaksanaan pekerjaan perneriksaan, Berdasarkan 

survey tersebut diperoleh tanggapan bahwa sebagian besar responden sebanyak 57,4% 

menyatakan bahwa penerapan ll)DL memang membantu pekerjaan pemeriksaan. Bahkan 

sebanyak 31,9% responden menyatakan sangat membantu sedangkan yang menyatakan kurang 

membantu dan tidak membantu jumlah prosentase yang minim {Tabel5.4). 

Tabel 5.4 Tanggapan Responden 
atas Penggunaan IPDL dalam Pemeriksaan 

URAIAN JUMLAH 
·;;--
% 

Sangat membantu 15 31,9% 

Membantu 27 57 A% 

Kurang Membantu 4 8,5% 

Tidak Membantu I 2,1% 

Jumlab 47 100% 
. .. Sumbet: Has!l Peneht1an Penuhs 

Berdasarkan hasH survey juga diketahui bahwa dominan responden menyatakan bahwa 

jika dibandingkan dengan metode manual penerapan IPDL mempercepat pekerjaan perneriksaan. 

Variasi nilai dapnt dilihat pada tabel5.5. Namun hasil dari item kuesioner lain dalam h.al evaluasi 

secara umum mengenai penerapan IPDL menunjukkan bahwa walaupun mernpercepat pekerjaan, 

masih ada kelemahan dalam hal kelengkapan database. (Tabel 5.6.) Hal ini menjadi perhatian 
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serius dari para responden karena kelengkapan database merupakan masalah krusial yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melaksanakan pekerjaan pemeriksaan. Dengan 

bekal database lengkap dan utuh akan menjamin keakuratan daJam pengambilan keputusan. 

Kondisi yang ada saat ini bahwa dengan database yang kurang lengkap dan tidak utuh (e.g. tidak 

ada gambar, tidak update) menyulitkan pemeriksa dalam mengambil keputusan sehingga 

akhimya pemeriksa tetap harus kembali melaksanakan perneriksaan secara manual. 

Tabei5.S Tanggapan Responden 
atas Penggunaan IPDL dalam Percepatan Pekerjaan Pemeriksaan 

URAJAN JUMLAH % 

Sangat Mempercepat 12 25,5% 

Mempercepat 24 51,1% 
~-.. 

Kurang Mempercepat 7 14,9% 

Tidak Memperwpat 4 s.s% 
Jumlah 47 100% 

.. 
Sumber. Hasll Penehttan Penults 

Tabel5.6 
Tanggapan Responden atas Evaluasi Penerapan JPDL 

URAJAN JUMLAH % 

Lebih cepat dan lebih lengkap 2 4,3% 

Lebih cepat narnun kurang lengkap 35 74,5% .. 
Lebih lambat dan kurang lengkap 8 17,0% 

Lebih lambat dan tidak lengkap 2 4)3% 

Jumlah 47 100% 
.. 

Sumber. Has1l Peneht~an Penuhs 

Dari basil informasi yang diperoleh melaJui pertanyaan terbuka bahwa: "Penerapan IPDL 

saat ini amburadull Ban yak data yang tidak ada, tidak ditemukan dan beberapa data yang double. 

Image atau gambar juga tidak ada. Bagairnana mau bekerja dengan baik pegawai!." 
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Selain tanggapan yang diperoleh dari pengguna internal IPDL, dihimpun juga tanggapan 

dari pengguna ekstemal yaitu para konsultan HKI yang merupakan salah satu stakeholder dari 

Diljen HKL Tanggapan yang diperoleh melalui survey dari para konsultan juga tidak jauh 

berbeda dengan tanggapan pengguna internal. Sebagian besar dari responden menyatakan bahwa 

penerapan IPDL memang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka namun pengelolaan database 

menjadi kendala terbesar. Tidak lengkapnya data dan frekuensi perbaruan data yang kurang 

membuat tujuan penerapan IPDL menjadi tidak tercapai. Pada dasamya dengan diterapkannya 

IPDL akan membantu penyebarluasan informasi tentang HKI. Sedangkan pada konteks good 

governance pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penerapan e-government melalui 

penerapan lPDL oleh Ditjen HKI ini membantu rneningkatkan transparansi dalam pelaksanaan 

pennohonan pendaftaran HKI. Upaya yang dibangun untuk menciptakan transparansi pelayanan 

publik yang seharusnya dapat dicapai dengan diterapkannya IPDL menjadi terhambat 

dikarenakan dukungan pengelolaan database yang tidak memadai. Mengacu kepada pendapat 

Misra & Dhingra bahwa tujuan besar yang dimiliki oleh e-government termasuk meningkatkan 

transparansi, menumbuhkan akuntabilitas dan responsivitas dalam sistem untuk memberikan 

pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian implementasi 

e-government dikatakan berhasil ketika terjadi perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang 

ditandai dengan waktu pelayanan dan kualitas layanan. 

Dengan gambaran di atas mengenai penerapan e-government yang sedang berjalan di 

Ditjen HKI ini selanjutkan akan dianalisa melalui faktor-faktor yang rnempengaruhi penerapan 

e-government di Ditjen HKI. 

5.3. Ana lisa ten tang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan E-Government 

5.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Masalah sumber daya manusia menjadi salah satu isu penting dalam penerapan e

government karena setiap inisiatif penerapan e-government terkait erat dengan sumber 

daya manusia. Dengan demikian somber daya manusia yang memiliki kompetensi yang 

tinggi dalam bidang teknologi infonnasi dan komunikasi menjadi penentu keberhasilan 

penerapan e-government. 
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Berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung penerapan e~ 

government ketersediaan personil yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi 

infonnasi yang baik dan pengembangan personil mcnjadi isu stra:tegis pada instansi 

pemerintah dalam rangka penerapan e-government. Pengernbangan personil, dalam hal ini 

melalui pelatihan teknoiQgi informasj tidak hanya meningkatkan kemampuan namun juga 

mendukung keberhasitan inisjatif e~government. 

Gambaran dari kondisl kualifikasi SDM yang tersedia di Ditjen HKI dapat dilibat 

dari dua sisi yakni kondisi SDM pada Direktorat Teknologi Infonnasi Ditjen HKI yang 

tugas dan fungsinya adalah mengelola berhagai hal yang tetkait dengan pemanfaatan 

teknologi infonnasi di Ditjen HKI dan kondisl SDM di direktorat lain Di~en HKI selaln 

Direktorat Teknologi lnfonnasi. Pegawai direktorat lain sebagai pengguna/pemakai dati 

setiap program penerapan dan pengembangan e-government Di~en HKI memegang 

peranan yang tidak kalah menentukan. 

Komposisi dari Pemeriksa Merek Diqen HKI berdasarkan pada tingkat pendidiknn 

dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel5.7. 
Komposisi Pemeriksa Merek berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Respond en (%) 

SLTA 10 21,28 
D3 1 2,13 
81 27 57,45 
S2 9 19,15 

Jum1ah 47 10000 .. . . 
Sumber. Hast! Penehttan Penuhs 

Dari tabel 5.7. tersebut terlihat bahwa komposisi pemeriksa merck cukup baik 

dimana sebagian besar memiliki pendidikan strata J. Namun data ~eonden pada tabel 5.8. 

rnenunjukkan bahwa dalam hal kemarnpuan mengoperasikan kornputer, sebagian besar 

responden berada dalam kisaran memiliki sedikit hingga cukup banyak harnbatan dalam 

hal operasional komputer. 
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Tabel5.8. 

Hambatan dalam Pengoperasian Komputer 
,..--·-···----~···~. 

Frequency Percent 

Cukup banyak hambat3J1 ....... ___, ___ --'1';;5+--------"31_,~9 
Sangat terhambat 2 -· 4 3 
Total 47 =·· too:o 

Usia 26-35tahun 

36-451ahun 
46-55tahun 

Total 

Sumber: Hasil Penel!tlan Penu11s 

Tabel5.9 
Tabulasl Silang 

Usia • Hambatan Crosstabulatlon 

Hambatan 

TidakAda Sedikit Gul<uo banva'k ~ 

3 6 1 

3 9 10 
3 8 4 

9 21 15 
·-$umber HasJ! Penehban Penul!s 

.Iota! 
Sangat 

tertlambat 

0 10 

1 23 
1 14 

2 47 
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Kurang memadainya kemampuan operasional komputer tersebut terkait erat dengan 

karakteristik responden dimana usia dan masa kerja responden yang sebagian besar 

merupakan pegawai negeri sipil yang rnemiliki masa kerja di atas 20 tahun dengan rentang 

usia lebih dari 40 tahun, Dap.at dipaharni bahwa hal ini disebabkan bahwa perekrutan 

pegawai pada saat itu tidak mensyaratkan kemampuan komputer yang harus dirniliki. 

Dengan kondisi yang demikian tampaknya penerapan e-gavernment DiYen HKI tidak 

didukung oleh kemampuan somber daya manusia y."ang memadai. Sementara keberhasilan 

penerapan e-government salah satunya didukung oleh kesiapan sumber daya manusia. 

Kesiapan ini tidak hanya ditandai daiam hal ketersediaan sumber daya manusia secara 

kuantitas namun berkenaan dengan kompetensi yang memadai yang harus ada bahkan 

sebelum inisiatif penerapan e-government ltu sendiri dimulai. Kompetensi tersebut 

mencakup tingkat kemampuan atau kualifikasi SDM dalam bidang teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Lemahnya SDM yang dimiliki oleh Di~en HKI bukan hanya ditataran pengguna 

namunjuga pada tataran manajerial dimana sebagian besar pejabat di tingkat eselon II dan 
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rn yang memiliki latar belakang pendidikan terkait dengan komputer jumlahnya sangat 

scdikit. Sebagai ga:mbaran tabel di bawah ini adalah komposisi latar belakang pendidikan 

pejabat eselon. II, III) dan £V pada Direktorat Teknologi lnformasi yang merupakan 

pengelola penggunaan teknologi informasi di Ditjen HKI. 

Tabel5.10 Komposisi Latar Belakang Pendidikan Pejabat 
di Direktornt Tek.nologi Inforrnasi 

JABATAN TEKNlK NON-TEKNIK 

Eselon II - I 

Eselon III 2 2 

Eselon IV 7 2 
.. . Sumber. HlWI Penellttan Penulls 

Berdasarkan tabel di atas teriihat bahwa jumlah pejabat yang memiliki latar belakang 

pendidikan terkait dengan komputer sangat sedikit. Hal ini berarti bahwa dari sisi 

manajerial SOM yang rnenangani teknologl informasi dan kom.unikasi sebagian besar 

adalah eselon II dan IH. Dengan fatar belakang pendidikan non-informatika yang dimiliki 

oleh sebagian besar pejabat-pejabat tersebut sehingga kemampuan manajerial untuk 

pengelolaan e-government kurang memadai. Latar belakang pendidikan sarjana bidang 

informatika atau elektro barn dimiiiki oleh pejabat eselon IV. Hal tersebut terjadi kanma 

keruungkinan pada l0-20 tahun yang lalu Direktorat Jenderal HKI tidak pemah merekrut 

pegawai baru dcngan latar belakang bidang TIK karena pada masa itu belurn ada gambaran 

k:e depan tentang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Lernahnya 

kemampuan manajerial dari pejabat eselon II dan III mengakibatkan jalan penerapan e

government menjadi tidak terarah. 

Terkait dengan hat ini diperoleh inforrnasi dari wawancara bahwa tercennin adanya 

ketidakseriusan dari tataran pejabat eselon m dalam mengeloia dan menjalankan tugasnya 

terkait dengan pengelolaan teknoiogi infonnasi. Hal ini disebabkan karena menganggap 

bahwa posisi yang dipegang saat ini merupakan batu loncatan untuk ke posisi lain yang 

lebih diinginkan. Berikut hasH petikan wa\vancara; 
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••aagaimana bisa serius kalo posisi yang dia pegang saat ini cuma batu loncatan buat 

dapet posisi yang laennya. Mereka bahkan ga ngerti harus ngapain karena sibuk mikirin 

supaya bisa dapet posisi yang tebih enak di teknis. Trus jumlah stafnya juga makin 

berkurang." 

Seperti telah dikatakan bahwa kornitmen dan kesadaran dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam proyek e-government sangat penting dan hal ini dapat ditentukan darijumlah 

dan frekuensi pelatihan teknologi informasi yang diberikan. Berdasarkan data yang 

diperoleh dalam hal ketersediaan pelatihan teknologi inforrnasi o[eh Ditjen HKI dapat 

dHihat pada label di bawah ini: 

NO 

I 

2 

3 

4 

Tabel 5.11 Tanggapan Respooden atas 
Ketersediaan Pelatihan Teknologi Informasi 

URAIAN JUMLAH % 

Ban yak I 2,1% 

Beberapa 8 17,0% 

Se<likit 26 55,3% 

Tidak ada 12 25,5% 

Jumlah 47 100% 
. .. Sumber: Hruu\ Penehttan Penuhs-

.... ~ 

Dad tabel di atas ditunjukknn bahwa 55,5% responden menyatakan bahwa pelatihan 

yang diberikan oleh Ditjen HKI dalam bidang teknologi infonnasi jumlahnya sangat 

sedikit. Prosentase sebanyak 25,5% lainnya menyatakan bahwa selama ini tidak ada 

pelatihan teknologi informasi yang diterima. 

Masih berkaitan dengan pclatihan namun khusus mengenai pelatihan penggunaan 

IPDL, 63,8% responden menyatakan ba.hwa mereka pemah menerima pelatihan mengenai 

penggunaan IPDL namun berkaitan dengan petatihan tersebut 48,9% menyatakan bahwa 

petatihan terSebut masih kurang. Hanya 29~8% yang meuyatakan bahwa pelatihan yang 

diberikan tersebut sudah mencukup~, Berkenaan dengan tanggapao responden mengenai 

pelatihao lPDL dapat dilihatpada tabel5.12 berikut. 
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NO 

1 

2 

3 

4 

Tabel 5.12 Tanggapan Responden atas 
Kecukupan Pelatihan !PDL 

URAIAN JUMLAH 

Lebih dari cukup 1 

Culrup 14 
-

Kurang 23 

Kurang sekali 9 

Jumlah 47 
. . . . 

Sumber: Hasll Penehtmn Penuhs 
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% 

2,1% 

29,8% 

48,9% 

19,1% 

100% 

Berdasarkan uraian di atas terlihat lmrangnya: kesiapan Ditjen HKI pada sisi SDM 

dalarn rnenerapkan a-government. Kelernahannya ini tampaknya juga kurang disadari 

sehtngga peluang untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam hal teknologi infonnasi 

melalui pemberian pelatihan kurang dimanfaatkan oleh Ditjen lUG. Dengan demlkian 

dapat disimpulkan bahwa pengeiolaan penerapan e~government di Ditjen HKI kurang 

mempertimbangkan aspek penge1o1aan SDM. Pendapat ahli menyatakan bahwa sebagian 

besar ietak kegagalan dari inisiatlf penerapan e-government bukan pada sisi teknotogi 

melainkan pada SDM karena pada dasamya e-government hukanlah mengenal masalah 

teknologi semata, Justru faktor lain seperti SDM yang seharusnya terlebih dahulu 

disiapkan sebelum in!siatif e~government diterapkan. 

Pengelo{aao sumber daya manusia terkait dengan penerapan e-government mencakup 

juga perubahan pola pikir (mind set) dari pengguna mengenai pemanfaatan teknologi 

informas:i dalam me[aksanakan pekerjaan. Perubahan pola pikir ini ditujukan agar 

pengguna memaham! maksud dan tujuan dari pemanfaatan teknologi infonnasi melalui 

sosialisasi apiikasi baru tersebut. Berdasarkan tabel silang antara pcmahaman mengenai 

tujuan penerapan dengan sosialisasi yang diiakukan diperoleb tabel analisis sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.13 
T ujuan • sosfalisasi Crosstabulation 

Count 

Sosiar~<>as:i .. 
Sang at bali< GUkllp baik Kt«1"19 ba~ Tldakada Total 

Tujuan Sangat 0 0 1 3 4 mengetahui 
Mengelahui 
Kurang 
Mengetahui 
ndak 
Mengetahul 

Total 

Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio 
Unear-by-Uneat 
Association 
N of Valid Cases 

1 24 

0 2 

0 0 

1 26 

Tabel5.14 
Chi..Square Tests 

Value df 

26, 118(a) 
20,032 

,356 

47 

10 2 ~7 

3 0 5 

0 1 1 

14 6 47 

'"it"p ~\9 2-sided 

•I ,002 
9, ,018 

' 1 ' ,551 

.. 
a 14 cells {87,5%} have expected coun! less than 5. The mtmmum expected count is ,02, 

Berdasarkan uji chi square atas tabel silang mengenai ada tidaknya hubungan antara 

pemahaman tujuan dengan sosialisasi yang dilakukan ter!ihat bahwa pada kolom Asymp 

Sig adalah 0.002, atau probabilitas kurang dari 0.05. Maka Ho ditolak yang berarti bahwa 

ada hubungan antara sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan 

pemahaman atas tujuan penerapan e-government. 

5.3.2. Teknologi 

E-government pada dasarnya merupakan sebuah bentuk upaya transformasi dimana 

menuntut perubahan daiam hal proses pemberian layanan yang sebe1umnya ~ilakukan 

secara manual menjadi eJektronlk. Dengan demikian kesiapan teknologi dalam 

menerapkan e-governmem mencakup semua perangkat teknologi yang mendukung inislatif 

e-government yakni perangkat keras, perangkat lunak. sarana dan prasarana komunikasi~ 

penetrasi intemetj maupun aplikasi perangkat lunak. Jsu utama dalam kesiapan teknologi 
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ini adalah kemampuan organisasi dalam menyediakan berbagai jenis perangkat teknolgi 

untuk mendukung penerapan e~government. 

Secara umum proses pengembangan infrastruktur e~government di berbagai instansi 

pemerintah menyangkut beberapa aspek yaitu proses pengembangan perangkat keras, 

perangkat lunak, dan pengembangan jarjngan komputer. Perangkat keras meliputi semua 

peralatan komputer tennasuk server maupun perangkat lainnya. Perangkat lunak mellputi 

semua aplikasi baik sistem operas! rnaupun sistem informasi. Sedangkan infra.struktur 

jaringan meiiputi semua peralatan yang terkait dengan komunikasi data dengan komputer 

baik s.ecara lokal maupun meialui internet. Jaringan komputer yang handal serta dalam 

jumlah yang cukup memungkinkan terjadinya pertukaran informasi melalui jaringan 

komputer tersebut. Berbagai infrastuktur teknologi informasi mulai dad perangkat keras, 

perangkat Junak, infrastuktur jaringan serta aplikasi~aplikasi telah dimanfaatkan oleh 

Ditjen HK! sejak tahun 2000. 

Tabel 5.l3 memberikan gambaran kondisi perangkat teknologi infonnasi yang 

dimiliki oleh Ditjen HKI. Secara keseluruh.an Ditjen HKI memiliki 550 unit komputer yang 

berada di kantor Ditjen HKI dan di 16 kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Rl. 

Komputer-komputer yang berada di kantor Ditjen HKI diperuntukkan bagl masing~masing 

pejabat eselon 1, II, II, dan IV serta pejabat fungsional memiliki 1 (satu) unit komputer dan 

beberapa komputer ditempatkan di sub~bagian Tata Usaha setiap direktorat dan sisanya 

untuk operasionai di bag!an-bagian lain. Selain komputer (PC), tersedia 39 unit notebook 

yang diperuntukkan bagi eselon I dan II serta untuk keperluan dinas yang ditempatkan di 

rnasing-masing direktorat. Perangkat keras lainnya yaitu Pemindai (Scanner) 

diperuntukkan bagi sub-bagian Tata Usaha di masing~masing direktorat untuk keperluan 

digitalisasi surat-surat. lok.et penerimaan pendaftaran, bagian sertifikasi, dan di bagian 

Direktorat Teknologi Informasi yang digunakan untuk digitaUsasi dokumen HKI. Total 

jumlah pemindai yang tersedia 56 unit Perangkat keras lainnya mencakup printer dalam 

berbagai tipe dengan jumlah total I 10 unit dan LCD projector 6 unit. 
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Tabel5.15. 
Jumlah Perangkat Tl Tahun 2008 

NO PER.ANGKAT JUMLAH 
I PC Desktop 550 unit 
2 Notebook 39 unit 

-···· -· 
3 Scanner 56 unit 
4 Printer laserjet 78 unit 

5 Printer dot matrix 30 unit 
6 Pdnter print tonic 2 unit 

7 LCD Projector 6 unit 
. . .. 

Sumber. Direktorat Teknologt Infonnas1, Dt!Jen HKI 

Aspek penting yang terkait dalam bal infrastruktur teknologi adalab tingkat penetrasi 

tek:nologi infonnasi baik itu penetrasi komputer maupun penetrasi internet di instansi 

pemerintah. Dalam hal ini rasio penetrasi dapat diukur dengan membandingkan jumlah 

komputer yang tersedia denganjumlah pegawai yang ada. Perbandingan ini mencerminkan 

tingkat rasio penetrasi teknologi infonnasi suatu instansi. Seperti telah dijelaskan pada 

tabel sebelumnya bahwa komputer yang dimiliki oleh Ditjen HKI berjumiah 550 unit 

dengan jumlah pegawai Ditjen HKI 514 orang. Akan tetapi jumlah tersebut tidak dapat 

langsung dibandingkan untuk menentukan Rasio Penetrasi T1 karena beberapa haL 

Pertama, dari jurnlah tersebut tidak semuanya digunakan di kantor Di~en HKI melainkan 

sejumlah komputer dialokasikan untuk dioperaslkan di beberapa kantor wilayah 

Departemen Hukurn dan HAM sebagai tindak lanjut reneana aplikasi e-filing. Tercatat ada 

32 unit komputer yang tersebar di 16 kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. 

Kedua, dari jumlah total komputer tersebut masih belum jelas- berapa jumlah komputer 

yang dalam kondisi tidak terpakai~ dalam arti mengalami kerusakan dan belum melalui 

proses penghapusan. 
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~ 550 unit 

(JTP) 

Tabel5.l6 

Rasio Penetrasi Teknologi Infonna:si Ditjen HKI 

yang 

Kanwil 

= 32 unit 

orang 

dihapuskan 

~ NA 
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Sebagai altematif perhitungan rasio penetras:i TI, kemudian dilakukan pengukuran 

untuk Hngkup yang lebih kecil yakni khusus untuk unit pemeriksa Direktorat Merek. 

Berdasa.rkan data kepegawaian tercatat jumlah pemeriksa merek yakni 47 orang. Kesemua 

pemeriksa merek bekerja menggunakan l (satu) komputer di meja masing-masing. Dengan 

demikian jurnlah total komputer yang ada di unit pemeriksa merek ada 47 unit komputer 

sehingga rasio penetrasi TI untuk unit pemeriksa me(ek adalah 1: l, 

Tabel 5.17 Rasio Penetrasi Teknologi Informasi 
pada Unlt Pemerik:sa Merek Ditjen HKl 

Rasio penetrasi lain yaitu penetrasi internet dan intranet yang penting untuk diketahui 

dengan tujuan untuk menentukan tingkat akses teknologi organisasi. .Berdasarkan data 

yang diperoleh dari pengelola jaringan Ditjen HKI. se:luruh komputer yang ada di kantor 

Ditjen HKl terhubung pada Local Area Network (LAN) (I 00%). Sedangkan koneksi 

internet hanya diberikan pada 40 - 60% komputer yang ada. Jaringan internet tersedia 

untuk pejabat eselon I, II. HI, IV, pejabat fungsional 1 sub~bagian Tata Usaha dan bagian

bagian tertentu di setiap direktorat. Data: ini ju,ga dikonfirmas! dengan data yang diperoleh 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP UI, 2009



91 

dart pengguna dimana sebagian besar responden sebanyak 29,8% menyatakan bahwa 

proporsi akses internet dimiiiki oleh 50-75% pegawai. 

Berkaitan dengan akses intemet1 meskipun memHlki tingkat akses internet yang 

cukup baik namun sebagian besar responden menyatakan bahwa kualitas koneksi internet 

masih kurang baik. Tabel5.16 menyatakan bahwa 53,2% responden mengganggap kualitas 

koneksi internet kurang baik. Sedangkan 31,9% responden menyatakan kualitas koneksi 

internet sudah baik. Sisanya hanya sebagian kecil responden (2)l %) yang rnenyatakan 

hahwa kualitas koneksi internet sangat baik namun sebagian kecH juga (12,8) yang 

menganggap kualitas koneksi internet tidak baik. 

Tabel5.1S Tanggapan Responden atas 
Kualitas Koneksi Internet 

URAIAN JUMLAH % 

Sangatbaik I 2,1% 

Balk 15 31,9% 

Kurang Baik 25 53,2% 

Tidak Baik 6 12,8% 

Jumlah 47 100% 
. . . Sumber. Has1l Penehhan Penuhs 

--

Sebaga:i data pembanding yang diperoleh dari pengetola jaringan Ditjen HKI 

disampaikan bahwa saat ini bandwith yang dimiliki o1eh Diljek HKI untuk lokal atau 

intranet sebesar 3 mbps dan untuk internet sebesar 1,5 mbps. Sedangkan berdasarkan h.asil 

wawancara kepada pihak terkait dinyatakan bahwa kua1itas koneksi internet yang dimiliki 

oleh Ditjen HKI sudah cukup baik sedangkan keluhan alas kualitas knneksi internet lebih 

ditujukan untuk penggunaan internet di luar kedinasan. Sedangkan untuk kepentingan 

dinas seperti koneksi dengan kantor HKI lain dapat dipastikan memiliki koneksi yang baik. 

Berkaitan dengan hal tersebut. pertanyaan mengenai kualitas teknotogi daiam penerapan 

inisiatif e·government mendukung hasil wawancara tersebut dimana sebanyak 53,2% 

responden menganggap bahwa tekno1ogi yang dimililci oleh Ditjen HKI cukup mendukung 

penerapan •·government (lihat Tabel 5.17). 
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Tabel5.!9 Tanggapan Responden alas 
Kemampuan Teknologi untuk Mendukung Penerapan IPDL 

URAl AN JUMLAH % 

Sangat mendukung I 2,!% 
.. 

Cukup mendukung 15 31,9% 

Kurang Menduk:ung 25 53,2% 

Tidak Mendukung 6 12,8% 

Jumlah 47 100% 
.. 

Sumber: Has11 Pene!Jttan Penuhs 
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Infrastuktur lainnya yang tidak kalah penting dalam mendukung pengembangan e· 

government terutarna untuk penyimpanan database maupun untuk menjafankan operasional 

situs serta untuk memastikan in.frastuktur jaringan bekerja dengan baik yaitu dengan 

ketersediaan server yang rnemadaL Saat inl Ditjen HKl memHiki 63 unit server yang 

berada di berbagai lokasi. Di Tangerang yang merupakan kantor Ditjen HKI terdapat 39 

unit server, sedangkan 8 unit berada di Jakarta. Selain itu terdapat 16 unit server yang 

ditempatkan di 16 kantor wiiayah Departemen Hukum dan HAM. Server~server ini 

dipasang dalam rangka otomasi penerimaan pendaftaran digital (E·filing). Akan tetapi 

kegiatan ini masih befum dilaksankan dan masih dalam tahapan persiapan. 

Tabel5.20 
Jumlah Server Di\ien HKI Tahun 2009 

NO LOKASI JUMLAH 

I Server di Tangerang 39 unit 

2 Server di Jakarta (!DC) 8 unit 

3 Server di Kanwil 16 unit 

Total 63 unit 

"" Sumber: Hruul P'.!nehtwt Penuhs 
. 
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Hasil wawancara dengan pejabat terkait menyatakan bahwa dengan kapasitas server 

dan bandwith yang dimiliki oieh Ditjen HKI saat ini, pengelola melakukan batasanAmtasan 

terhadap akses-akses ke situs-situs tertentu dan juga batasan-batasan dalam hal mengunduh 

dimana besaran file yang dapat diundub berkisar antara 1-3 rnb atau hingga 5 mb untuk 

bagian tertentu seperti untuk kepentingan perneriksaan HKJ oleh pemeriksa, Tujuan 

pembatasan ini lebih ditujukan untuk memaksimalkan bandwith. 

Berdasarkan data di atas Direktorat Jenderal HKI memiliki sudah memiliki koneksi 

LAN dan WAN. Meskipun demikian, tetapi pertukaran data melalui komunikasi data 

belumlah banyak dilakukan, rncngingat ketidak memadainya data dan infonnasi yang 

diharapkan karena masih rendahnya konsepsi basis datanya. Hal ini dapat disebabkan 

karena k.ultur mendokumentasikan belum lazim. Bahkan arsip atau dokumen kepegawaian 

betum terkelola dengan baik, sehingga ini juga menjadl hambatan dalarn integrasi dan 

pertukaran data. 

Walaupun tingkat penetrasi tek.nologi informasi maupun internet Ditjen HKI cukup 

baik1 narnun kualitas perangkat keras yang tersedia bagi pengguna tidak mendukung. 

Penelitian menunjukkan hahwa sebagian besar pemeriksa merek menggunakan komputer 

Pentium III dengan kapasitas yang kurang memadai sehingga proses kerja terhambat 

dengan lambannya operasional komputer. Sementara itu kualitas komputer yang lebih baik 

diprioritaskao untuk ketua kelompok dan pejabat eselon II~ III, dan IV. Dengan demilcian 

dapat dikatakan bahwa penempatan perangkat keres tidak rnempertimbangkan kebutuhan 

dan tuntutan pekerjaan dari unit kerja. 

5.3.3 Anggaran 

Anggaran merupakan suatu fasintas yang berfimgsi untuk mendukung suatu program 

yang teJah direncanakan sehingga dapat terea[isasikan dengan baik. Begitu juga dengan 

berbagai program yang dibuat dalam rangka untuk pengembangan e-government di suatu 

instansi. Anggaran diperlukan untuk mewujudkan berbagai program yang terkait dengan 

pemanfaatan teknologi informasi sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan pembangunan 

tersebut dapat terlak>ana. 

Untuk dapat memperoleh anggaran yang cukup dalam pengertian sesuat dengan 

kebutuhan dan prioritas dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka 
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pengembangan e-government, dipedukan komitruen yang tinggi dari pengambil keputusan 

dalam hal ini para pimpinan dalam suatu organisasi pemerintah. Komitmen ini tentu akan 

rnuncul apabila ada kesadaran dan tanggungjawab terhadap perlunya melakukan proses 

reformasi birokrasi da1am berbagai dimensinya. 

Salah satu cara rneiihat komitmen dalam penerapan e-government adalah dengan 

melihat seberapa layak anggaran yang dialokasikan t.mtuk mewujudkan program dan 

rencana yang terkait dengan bal tersebut. Komitmen tersebut tentunya terkait dengan 

penetapan skala prioritas berbagai bidang program dan pembangunan oleh para pimpinan 

yang berwenang. 

Berdasarkan hasH rapat kerja teknis Ditjen HKI tahun 2008, pengembangan layanan 

prima berbasis teknologi infonnasi menjadi prioritas utama. Metihat penetapan ini dapat 

disimpulkan bahwa Digen HK.l melihat unsur teknologi informasi sebagai aspek strategis 

yang harus dikembangkan dan dioptimalkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat. Tabel berikut ini memberikan gambaran penggunaan anggaran oleh 

Diljen HKI. 

Tabel5.21 
DrPA Direktorat Jenderal HKI Tahun Anggaran 2009 

396.000.000 

system 
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Tabel 5.19 di atas menjeJaskan secara detail mengenai jenis pembelanjaan terkait dengan 

teknologi informasi. T erlihat pada tabel tersebut di atas bahwa sebagian besar anggaran yang 

terkait dengan pemanfaatan teknologi inf'onnesi lebih dialokasikao untuk pemeliharaan 

dibandingkan dengan pembelanjaan barang atau modal. Jika dibandingkan alokasi anggaran 

untuk empat tahun terakhir (Tabel 5.20) terlihat bahwa setiap tahunnya dimulai dari tahun 2006 

hingga tahun 2009 prosentase alokasi anggaran untuk kegiatan pemanfaatan teknologi infonnasi 

terus menurun. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan di tahun 2006 ke tahun 2007. 

Mengenai hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengelola keuangan Diljen 

HKI diperoleh keterangan bahwa menurunnya alokasi anggamn bukan disebabkan o!eh 

berkurangnya prioritas kegiatan terkait teknolog informasi melainkan hal ini dilakukan semata

mata karena penyesuaian dengan kebutuhtm Ditjen HKl sendiri. Lebih lanjut lagi dijelaskan 

bahwa pada tabun 2006 merupakan permulaan pembangunan apJikasi sehlngga atokasi anggaran 

lebih besar dad tahun-tahun berikutnya karena: membutuhkan belanja fisik yang lebih besar 

untuk pembangunan aplikas:i. Sedangkan tahun-tahun berikutnya alokasi anggaran diperuntukka.n 

bagi kegiatan pemeliharaan. Sebagai contohnya disampaikan bahwa misalkan di tahun 2006 

Diyen HKl sudah melakukan pembelian 50 unit komputer maka di tahun berikutnya Ditien HKI 

tentu tidak melakukan pembefian denganjumlah yang sama, 

"Klo menurut saya sich alokasi sebanyak itu sudah cukup besar. Tapi masalah ini 
juga cukup merepotkan kita karena Tl (Direktorat Teknologi lnformasi, red) lebih 
mentingin pembangunan fisik. Mereka cuma pasang, pasang1 ••• tapi terus ga dipake. 
Kayak contohnya yang di kanwiL Mereka udah pasang tapi mana ... sampe sekarang 
ga ada fungsinya tuh. Paling cum a bwat browsing-browsing doang," 

TAHUN 

ANGGARAN 
-······ 

2006 

2007 

2008 

2009 

Tabal5.22 
Alokasi Anggamn Tl 

TOTAL ALOKASI 

ANGGARAN ANGGARANTI 

50.968.384.500 9.531.883.000 

55.836.963.000 7.8!2.660.000 

56.648.990.000 7.725.465.000 

63.699.157.000 7.739.992.000 

% 

18,70% 

13,99% 

13,64% 

12,15% 
----- ---···-.. . Sumber. Bagrnn Keuangan Dttjrm HKI 
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"Sesuai pennintaan bos blo anggaran bwat TI minimal 1 Oo/*' Soal penurunan 
prosentase bukannya karena berkurangnya prioritas tapi karena waktu tahun 
20()6 itu awal pcmbangunan aplikasi jadi waktu itu dana yang dibutuhkan juga 
banyak tapi terus selanjutnya tahun-tahun ke sini dananya cuma bwat 
pemeiiharaan aja. Lagian sekanmg ini kan pengajuan anggaran berdasarkan 
jenis kegiatan. Nah, untuk sekarang kegiatannya kayak program peningkatan 
layanan dan bantuan hukum. program peningkatan kinerja .... Yang kayak gitu~ 
gitu ... kegiatan yang khusus TI emang ga ada. Jadi anggaran TI masuk ke 
kegiatan-kegiatan ini. Ga ada khusus tentang pengadaan peralatan TI.'1 
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Berdasarkan data di atas terlihat bahwa meskipun layanan berbasis teknologi 

informasi ditetapkan sebagai kebijakan strategis dan menjadi pdoritas, hal ini tidak 

tercennin dalam alokasi anggaran Ditjen HKl dimana pembelanjaan terkait teknologi 

informasi dialokasikan hanya berkisar antara I 0-15%, 

5.3.4. Kelemhagaan 

Penerapan inisiatif a-government dapat dipastikan memhawa perubahan haik di 

dalam organisasi maupun di luar, Dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan mencerminkan perubahan yang terjadi setelah diterapkannya inisiatlf e~ 

government seperti dalam hal penyederhaan proses kerja dan pelaksaan pekerjaan 

pengelolaan manajemen. 

Dalam rangka mengembangkan teknologi informasi yang handal, sekarang ini sangal 

wajar suatu organ!sasi atau perusahaan untuk melakukan outsourcing teknologi (IT 

outsourcing) dengan meHbatkan partisipasl pihak ketiga dalam proses pengembangan 

teknologi dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih efektif dan efisien 

darlpada dilakukan soc:ara internaL 

Berbagai inlsiatif pemerintah dalam mengembangk:an e-government tldak akan ada 

gunanya jika tidak ada pihak yang merasa dluntungkan dengan adanya implementasi 

k<msep tersebut, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh 

dengan adanya e-government bukanlah dari kalangan pemerintah sendlri melainkan 

masyrakat dad pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu pemerJnta.h harus benar

benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government yang harus didahulukan 

pengembangannya, agar dapat memberikan manfaat (value) yang signifikan bagi 

masyarakat. 
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Kesa[ahan dalam menentukan prioritas kebutuhan masyarakat akan pengembangan 

aplikasi e-government akan menjadi burnerang bagi pemerintah, sehingga akan semakin 

mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-gavernment. 

Pelaksanaan program penerapan e-government selalu diawali dengart adanya payung 

hukum yang berguna untuk menunjang kelancaran pelak:sanaan program dan kegiatan 

pemanfaatan teknologi info.rmasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

lntelektuaL Menurut basil survey kepada responden dinyatakan bahwa sebagian besar 

responden memberikan tanggapan yang negatif atas ketersedlaan payung hukum betkenaan 

dengan penerapan IPDL, baik itu dalam bentuk ketetapan, peraturan maupun pedoman 

(Tabel5.2l). 

Ya 

Tidak 

Jumlah 

Tabel5.23 Tanggapan Responden atas 
Ketersediaan ketetapan, pera.turan, atau pedoman 

URAl AN JUMLAH % 

19 40,43 

28 59.57 

47 100% 
" Sumber: Hasll Penehtt.an Penuhs 

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran dokumen yang 

dilakukan selama penelitian diperoJeh data bahwa kebijakan yang berbentuk ketetapan 

maupun peraturan terkait dengan penempan lPDL memang tidak ditemukan. Namun 

Direktoral Jenderal Hak Kekayaan lntelektual sendiri menerhitkan buku pedoman 

penggunaan aplikasi IPDL. Buku pedoman ini berisi informasi tentang petunjuk 

operasional penggunaan aplikasi IPDL baik untuk kalangan intern maupun untuk ka[angan 

ekstemal atau masya:rakat umum. Nampaknya tujuan penerbitan buku pedoman ini lebih 

bersifat informasiona1. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar hukurn dalam 

pelaksanaan mekanisme kerja tidak tersedia. Perlu disadari bahwa tanpa adanya ketentuan 

hukum yang jelas yang menunjang pelaksanaan mekanisme kerja akan menyebabkan 

kondisi yang tidak kondusif dalam pellerapan e-governmcnt. Selain itu perwujudan 

penerapan e-government tanpa adanya kebijakan pendukung menjadi tidak mudah. 

Diperlukan sepernngkat regulasi yang lengkap baik dari segi konseptual sampai 
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operasional teknis di level terbawah sehingga program penerapan e~government tersebut 

dapat diterjemahkan hingga ke dalam kegiatan kerja nyata. 

Dampak dari ketidaktersediaan ketetapan ini terlihat dari buruknya pengelolaan 

data!Jase terutama dalam hal kelengkapan, kesahihan, dan kebaruan data seperti yang telah 

dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Tidak adanya mekanisme kerja yang jelas membuat 

pengelolaan database berjalan tanpa arah dan tanpa kendalL 

Ketidakpuasan pengguna aplikasi JPDL yang tercermin dari tanggapan responden 

juga tercermin dalam hal struktur organisasi Direktorat Teknologi Infonnasi sebaga.i 

penge[oia e-government di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan 

tabel 5.22 terlihat bahwa sebagian besar responden menilai bahwa peran dan 

tangguogjawab yang dimiliki oleh Oirektorat Teknologi Informa.si masih kurang baik. 

Bahkan 29,8% responden menganggap kinerja Direktorat Teknologi Informasi masih 

belum baik, Berda.sarkan hasH wawancara lebih lanjut mengenai hal ini kepada responden 

terungkap bahwa ketidakpuasan ini bersumber dari lambannya respon dari Direktotat 

Teknologi Informasi ketika menerima keluhan dari pengguna, 

Tabel5.24 Tanggapan responden atas 
Struktur Organisasi Direktorat Teknologi Informasi 

URAIAN 

... I 
JUMLAH, 

Merr1,perbaik:i efisiensi l<:erja I -· 
% I 

2 l 
~~ktur terdefinisi densa:£1. baik 8 I~,g_ ... 
Peran dan tanggungjawah belum terdefmisi dengan baik 22 46,8 
Bolum bekerja dengan baik 14/ 29,8 
TidakAda 21 4,3 
Total 471 100,0 . .. . 

Sumber: Has1l Penehhan Penuhs 

Ketika hal ini dikonfirmasikan tebih Ianjut kepada pihak pengelola e~government 

yakni Direktorat Teknologi fnformasi diperoleh infonnasi bahwa kelambanan respon ini 

disebabkan knrena terbatasnya jumiah pegawai dad Direktorat Teknologi Infonnasi. 

Sebagai contoh seksi Helpdesk dan pemeliharaan hanya memiliki 1 (satu) orang staf yang 

bertugas untuk meJakukan perbaikan maupun pemeUharaan terhadap semua komputer, 

printer) pemindai dan semua perangkat keras Jainnya yang dimiliki oleh Direktorat 
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Jenderal Hak Kekayaan lntelektual. Melihat gambaran ini jelas terdapat ketidak imbangan 

antara beban kerja dan jumlah pdaksana. Sementara itu tidak adanya mekanisme reward 

atas kapasitas beban kerja yang berlebihan mengakibatkan semakin tidak termotivasinya 

tenaga pelaksana daiam meJaksanakan pekerjaarmya. 

t~ Gimana mo cepet, bayangin aja satu orang bwat betulin 500 komputer. Untung 
ada Ahmad (outsourcing, retf) klo ga ada, ga tau dech. Lagian mo kerja keras juga 
percuma, sama aja ga ada timbal baliknya. Ya k[o glni kan ujung-ujungnya duit. 
Mo males. mo rajin juga sama aja dapetnya.." 

Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat Teknologl fnformasi sendiri selama 

beberapa tahun terakhir ini meng*'Outsourcing~kan sejumlah pekerjaan. Secara lebih detail 

dalam Tabel 5.23 disampaikan jenis pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh Direktorat 

Tekno{ogi Jnformasi dan yang dilakukan oleh outsourcer. Menurut hasH wawancara pada 

layanan helpdesk dan support~ bantuan tenaga au/sourcing ini jelas sangat membantu 

mengatasi beban kerja yang berlebiban terSebut. 

Tabel5.25. 
Pengelolaan Manajemen Infrastruktur Tl 

Fungsi DitjenHKI Outsourcing 
fin-House) 

0 Pengembangan aplikasi Desain Program 

0 Perbaikan aplikesi Pengawasan Ope-rasional 

0 Administrasi database " -----
·--···· 

D Layanan helpdesk dan support Pengawasan Operasional 
-

D Manajemen jaringan v ------
D Layanan website v --------

.. 
Sumbcr. Dtrektomt Teknologt Infonnast 011Jen HKI 

Sementara itu mengenai penggunaan outsourcer oleh Dlrektorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektua[ sehagian besar responden memberikan tanggapan bahwa sebaik:nya 

Direktorat Teknologi lnformas! tetap mengerjakan sebagian besar tugas-tugas pengelolaan 

teknologi infonnasi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelelctual (lihat Tabel 5.24). 

Pengelolaan yang sifatnya operasional dapat diberikan k.epada outsourcer dan Direktorat 

Teknologi Infoflll3si bertindak sebagai pengawas. Sedangkan tugas yang sifatnya 

perancangan aplikasi tetap dilakukan dan ditentukan oleh Direktorat Teknoiogi Informasi 
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selaku pengelola pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jendearai Hak 

Kekayaan lntelektual. 

Tabel 5.26. Tanggapan responden atas 
Penggunaan Out')ourdng dalam Pengelolaan Teknologi lnformasi 

,-· 
I JUMLAII ' URAIAN % 

S.oenuhnva oleh Direktorat Tl 13 27 7 
S_eba,gian besar oleh Dlrektorat TL_ !4 ~~ ... 
Direktorat TI s~~agai peng~.was ----· 12 25,5 

--M . 
Sebag:ian besar dilakukan oleb outsourcer 2 4,3 
Sepenuhnya oleh outsourc.~r 5 10 6 
Total 47 100,0 .. 

Sumber, Has1! Penehhan Penuhs 

Penggunaan tenaga outsourcing dalam melaksanakan pekerjaan pengelolaan 

teknologi infonnasi memerlukan perhatian tersendiri. Pada khususnya core business dari 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adatah pengelolaan database yang sifatnya 

rahasia dan memerlukan tingkat kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi. Untuk itu 

pengawasan dari Direktorat Teknologi lnformasi perlu dilakukan secara serlus agar tidak 

terjadi penyalahgunaan database yang merugikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual sendirL Selain itu pemanfaatan tenaga outsourcing juga memerlukan strategi 

karena pembangunan sistem informas manajemen yang diserahkan kepada outsourcing 

kerap tidak menyertakan source code sehingga menyulitkan pada saat terjadi kerusakan 

dalam sistem. Seringkali penggunaan outsourcing menyebabkan ketergantungan kepada 

pihak outsourcing dan bahkan pihak pe:nge!ola teknologi informasi cenderung lepas tangan 

jika terjadi kerusakan dengan alasan bahwa kontrak kerja dengan pihak outsourcing telah 

selesai. Berdasarkan basil pengamatan hal yang sama juga terjadi di Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan lntelektual walaupun bukan pada aplikasi rPDL. Persoalan ini muncuJ pada 

penerapan e-government dalam bentuk aplikasi lain yakni aplikasl kesekretariatan dimana 

pembangunan aplikasi lidak disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap unit sehingga ada 

beberapa unit yang tidak dapat menggunak:an ap!ikasi ini. Lebih lanjut lagi beberapa menu 

dalam aplikasi ini tidak dapat dipergunakan namun perbaikan juga tidak dapat dilakukan 

karena telah selesainya kootrak dcngan pihak outsourcing, 
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BABVI 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasH penelitian dan pembahasan yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya, 

maka sebagai penutup pada bab terakhir diambil kesimpulan dan saran terkait dengan falctor

faktor yang mempengaruhi e~governmenl di Direktorat Jendera! Hak Kekayaan IntelektuaL 

Kemudian pada sub-bab diberikan saran~saran yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

Direktorat Jenderal HKL 

6.1. Simputan 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab terdahulu terdapat 

beberapa simpulan penting yang perfu diperhattkan dalam penerapan e-government di Direktorat 

Jenderal HKI yaitu : 

L Bahwa penerapan e-government masih separob jalan dan masih jauh di hawah standar 

yang ideal dan yang diinginkan. Capaian secara kuantitatif menunjukkan progress yang 

berartj namun dad sisi kua!itas belum memadai karena kekuraogan di dalam SDM, 

infrastruktur1 serta regulasinya. Oleh karena itu maka harus dilakukan penyempumaan 

konsep dan strategi pelaksanaan e·government dari betbagi sisi. Adanya standar dan 

regulasi pembangunan e-governmcnt per!u dibuat agar tidak terjadi pendefinisian dan 

pemak:naan e-government secara sendiri~sendiri. 

2. Ketidaksempurnaan penerapan e~government di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

lntelektuaf yang saat ini sedang Derjalan dipengaruhi o!eh beberapa faktor yang kurang 

diakomodasi seperti tidak memadainya sumber daya manusia baik dari segi kualitas 

rnaupun kuantitas di pihak pengelola e~government. Sedangkan kapasitas sumber daya 

manusia dari pihak pengguna cukup menunjukkan kesiapan dalam menunjang penerapan 

e-government. Sementara itu faktor teknotogi yang kurang memadai terutam.a di pihak 

pengguna dan pihak pengelola e-government terutama di tataran pelak.sana cukup 

menjadi hambatan dalam pelak.sanaan penerapan e-government. Sedangkan 

ketidaksamaan persepsl akan besaran alokasi anggaran untuk penerapan e-government 

antara pihak pengelola e-government dan pihak penge!ola keuangan tampak.nya cukup 

menjadi hambatan. Untuk masalah ini komitrnen dari pimpinan tetap menjadi penentu. 
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6.2. Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan penerapan e~ 

go11ernment di DirektoratJenderal HK1: 

1. Pemanfaatan teknologi infonnasi di Direktorat Jenderal HKI mutlak diperlukan di 

rnasa yang akan datang seiring dengan tuntutan dari luar dan rencana untuk 

mengadopsi Madrid Protocol mengenai pendaftaran merek internasionai. Rencana ini 

hanya dapat berjalan dengan dukungan dari teknologi inforrnasi yang memadai. 

2. Inisiatif penerapan e-government bukan hanya bukan hanya proyek satu waktu 

namun memerlukan eva[uasi yang berkelanjutan dan berkala untuk terus memantau 

setiap perkembangan yang terjadi. 

3. Pihak.~pihak yang terkait dalam upaya penerapan e-government terutama pengguna 

perlu diperhatikan kebutuhannya sehingga terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan 

tuntutan. 
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Tangerang, April 2009 

Kepada Yth, 
Bapak/lbu/Saudara Responden 
Di 
Tern pat 

Dengan hormat, 

Bersama ini kaml mohon kesediaan Bapak/lbu/Saudara menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan 

sehubungan dengan penelitian kami lakukan dengan judul : FaktorMFaktor yang Mempengatuhi 

Penerapan E-Government di Ditektorat Jenderal HKI (SttJdi atas !POL (tnteJiectual Property Digitol 
1/brart). 

Sehubungan dengan hal tersebut di .:~tas, identitas dan jawaban dari Bapak/lbu/Saudara akan kaml jamln 

kerahasiaannya. Untuk itu kami mengharapkan bantuan Bapak/lbu/Saudara untuk mengisi kuesioner 

terlamplrsesuai dengan pendapat pribadi dan kenyataan yang ada. 

Oemlklan harapan kami, atas perhatian dan partislpasi dari Bapak/lbu/Saudara, kami ucapkan banyak 

terima kasih. 

Hormat kaml, 

Rlsa Sukm:awardani 
NPM 0706186524 

________________________ __j 
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II. FAKTOR·FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN E-GOVERNMENT Dl DIREKTDRAT JENDERAL 

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

1. Apakah Bapak/fbu pernah mengikuti pendidikan/pelatihan/kursus komputer? 

a. Ya 
b. Tidak 

2. Bagalmaoa tingkat kemampuan Bapak/lbu dalam mengoperasikan komputer? 

a. Sangat bail< 
b. Saik 
c. Kurang Saik 

d. Tidak Balk 

3, Bagairnana proporsl pegawai di unit Bapak/lbu/Saudara yang bekerja dengan meoggunakan 

komputer di meja masing~masing? 

a. ~10% 

b. 10-25% 

c. 25-50% 
d. 50-75% 
e. 75-90% 

I. ~90% 

4. Menurut pendapat Bapak/lbu/Saudara dari segi kuantitas bagaimana jumlah komputer yang 

tersedia dl unit Bapak/lbu/Saudara? 

•• Sangat mencukupi 
b. Cukup 
c. Kurang mencukupi 

d. Tidak mencukupi 

S. Menurut pendapat Bapak/lbu/Saudara dari segi kualitas bagaimana kapasitas komputer yang 

Bapak/!bu/saudara gunakan saat bekerja? 

•• Sangat mencukupi 

b. Cukup 

c. Kurang mencukupl 

d. Tidak mencukupl 

6. Bagaimana proporsi pegawa! di unit Bapak/lbu/Saudara yang memiliki akses internet dari komputer 

di meja masing-masing? 

•. ~10% 

b: 10-25% 

c. 25-50% 
d. 50-75% 
e. 75-90% 

f. ~ 90% 
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7. Menurot pendapat Bapak/lbu/Sauda~a bagaimana gambaran penggunaan internet oleh pegawai 

Dltjen HKI? 

a. Semua pegawai memlliki akses Internet 
b. Sebagian besar pegawai memiliki akses internet 

c. Penggunaan 1ntemet hanya diperbolehkan untuk kepentingan pekerjaan/dinas 

d. Akses internet hanya dimiliki oleh pegawai tertentu 

e. Tidak ada akses internet 

B. Menurut pendapat Bapak/lbu/Saudara bagaimana kualitas koneksi internet df unit kerja 

Bapak/lbu/Saudara? 
a. Sangat balk 

b. 8aik 

c. Kurang Baik 

d. Tidak Balk 

9. Menurut pendapat Sapak/lbu/Saudara apakah kemampuan teknologi yang dimiliki oleh Ditjen HKI 

telah cukup mendukung penerapan !POL (Intellectual Property Digital Library)? 

a. Sangat mendukung 
b. Cukup mendukung 

c. Kurang mendukung 

d. Tidak mendukung 

10, Apakah Bapak/lbu/Saudara menemui hambatan dalam penggunaan komputer? 

a. Tidak ada hambatan 

b. Sedikit hambatan 

c. Cukup banyak hambatan 

d. Sangat terhambat 

11. Apakah Bapak/lbtr/Saudara menemui hambatan dalam penggunaan internet? 

a. Tidak ada hambatan 

b. Sedikit hambatan 

c. Cukup banyak hambatan 

d. Sangatterhambat 

12. Apakah Bapak/!bu/Saudara memiliki ala mat e-mail dan rutin mengaksesnya? 

a. Memilikl, rutin mengakses. dan aktif digunakan 

b. Memiliki dan rutin mengakses 

c. Mem!lfki namun tidak rutin mengakses 

d. Tidak memilikl 

13. Baga.imana prosentase sapak/!bu/Saudara mengakses inteMetsaat bekerja setiap hari? 

•. s ~0% 
b. 10-25% 
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26. Bagaimana evaluasi Bapak/lbu/Saudara atas penerapan IPDL (lnte/fectual Property Digital Library) 

dibandingkan dengan metode konvensional? 

a. IPDllebih cepat dan lebih lengkap 

b. IPDllebih cepat namun kurang lengkap 

c. IPDllebih lambat namun lengkap 

d. IPDllebih lambat dan tidak lengkap 

27. Menurut pendapat Bapak/lbu/Saudara bagaimana pentingnya IPDL (lnteffectual Property Digital 

Library) dalam pemberian layanan oleh Ditjen HKI? 

a. Sangat penting 

b. Cukup penting 

c. Kurang penting 

d. Tidak penting 

28. Bagiamana pendapat Bapak/lbu/Saudara mengenai pentingnya pengembangan IPDL (Jntef/ectuaf 

Property Digital Library) bagi keseluruhan perkembangan Ditjen HKI? 

a. Sangat penting 

b. Cukup penting 

c. Kurang penting 

d. Tidak penting 

29. Menu rut pend a pat Bapak/lbu/Saudara bagaimana pengelolaan database IPDL (Intellectual Property 

Digital Library) ? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Kurang baik 

d. Tidak baik 

30. Menurut Bapak/lbu/Saudara sampai sejauh ini bagaimana kecukupan jumlah database yang ada 

dalam IPDL (Intellectual Property Digital Library)? 

a. Sangat cukup 

b. Cukup 

c. Kurang mencukupi 

d. Sangat kurang 

31. Bagaiman kualitas database yang ada dalam IPDL (Intellectual Property Digital Library) sa at ini? 

a. Sangat baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 

d. Tidak baik 
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32, Menurut Bapak/lbu/Saudara bagafmana frekuensi perbaruan (update) database yang ada dalam 

IPDL (lnteflecl:ual Property Digital library)? 

a. Sangat sering 

b. l<adang-kadang 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

33. Menurut Bapak/lbu/Saudara bagaiman fitur keamanao yang dimiliki oleh !POL (lntelfectual Property 

Digital Library}? 

a. Sangat ba.ik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 

d, Tidak balk 

34. Bagaimana pendapat Bapak/Jbu/Saudara mengenai struktur organisasi Oirektorat Teknologi 

lnformasi, pendefinislan peran dan tanggungjawabnya? 

a. Struktur organisasi Oirektorat T!, pen:m, dan tanggungjawabnya tefah d!definisikan dengan balk 

dan sangat memperbalki efisiensi kerja Bapak/lbv/Saudara 

b, Struktur organisasi Oirektorat Tl, peran1 dan tanggungjawabnya telah didefinisfkan dengan baik 

c. Struktur organisasi Direktotat Tl sudah ada, namun peran, dan tanggungjawabnya belum 

dldefinisikan dengan jelas 
d. Struktur Ofganisasi Difektorat n sudah ada namun belum bekerja detlgan baik 

e. Tidak ada struktur arganlsasi khusus te!<nologi informasi di Ditjen HKI 

35. Menurut pendapat Bapak/lbu/Saudara bagaimana sebaiknya pengelolaan database IPDL 

(lntelfectual Property Digital Library) dilakukan? 

a. Sepenuhnya oleh DirektoratTeknologi lnforrnasi 

b. Sebagian besar dilakukan oleh Direktorat Teknologllnformasi 

c. Dlrektorat Teknologi lnformasi hanya bertindak sebagai pengawas 

d. Sebagian besar dilakukan oleh pihak lain {outsourcer) 

e. Sepenuhnya oleh outsourcer 

36. Apakah penerapan IPDL (Intellectual Property Digital Library) sesuai dengan kebutuhan unit kerja 

Bapak/lbu/Saudara? 

•• Sangat sesuai 

b. Cukup sesuai 

c. Kurang sesuai 

d. Tidak se~uai 

37. Menurut Bapak/lbu/Saudara apakah dukungan pimpinan rnempengaruhi penerapan IPDL 

(Intellectual Property Digital Library)? 

a, Sangat mempengaruhl 

7 

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP UI, 2009



b. Mempengaruhi 

c, Kurang mempengaruhi 

d. Tidak mempengaruhi 

Ill. PERTANYAAN TERBUKA 

1. Menurut pendapat Bapak/lbu/Saudara bagaimana penerapan IPDI (Intellectual Property Digitol 

Library} {Intellectual Property Digital Library) sampai saat ini? 

2. Menurut pendapat Bapak/lbu/Saudara apa hambatan/tantangan yang dlhadapi oleh Oitjen HKI 

dalam penerapan I POL {Intellectual Property Digital Ubroryj? 

3. Menurut pendapat Bapak/lbu/Saudara faktor apa yang harus diperbaiki o!eh Dftjen HKI untuk 

mendukung penerapan IPDL {Intellectual Property Digital Library) dalam rangka pengembangan 

electronic government? 

'"'"'"''""''"'""'''''"'',''"''""'"""'"''"'""''"'""""'""''""""'"'"'"''"""""'"'"'"""''"'''"''"""-''""'"""'''"'"'""""'"'"''"'"'""""""'"""""'"""'"'''"'""'"" 

4, Menurut peodapat Bapak/lbu/Saudara apakah dalam jangka waktu 10 tahun ke depan Ditjen Hl<l 

dapat memberikan pelayanan sepenuhnya secara elektronil<? 

. ... ... '"' ......... , .. "'' , ................................................................................ "'"' ................. , ....................................... " ... . 

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

L Apakah Ditjen HKI lelah menetapkan ewgovemment a.tau pemanfaatan teknologi 
infonnasi sebagai prioritas kegiatan? 
(N) Ya ... saya rasa sudab ... dan selama ini saya pikir good will dari pimpinan kita cukup 

baik terhadap penerapan e~govemment itu. Buktinya pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi di Ditjen HKi sudah berlangsung cukup lama. Memang semuanya tidak 
instan ... harus bertahap. Kita mulai dari yang sederhana waktu itu. ,sebelum adanya 
Direktorat Tl. 

2. Apakah ketersediaan kehijakan dan peraturan sudah mernadai untuk mendukung 
penerapan e-govemment? 
(N) Kita sudah banyak mengeluarkan peraturan dan kebijakan mengenai pemanfaatan 
teknologi infonnasi di sini. Saya rasa kebijak:an yang dibuat internaJ HKI cukup 
memadai. 

3. Adakah lembaga atau bidang khusus yang diberi wewenang sepenuhnya untuk 

mengembangkan e-government di instansi anda? 
(N) Ya ada yaitu Direktorat Teknologi Informasi Ditjen HKL Kita mempunyai tugas 

untuk mengkoordinasikan dan mengatur berbagai hal .mengenai teknologi infonnasi yang 
dimanfaatkan di lingkungan Ditjen HK1. Direktorat Tl sendiri tidak hanya menangani 
pemanfaatan TI yang ada di HKIJ kanwil~kanwi! juga menjadi perhatian buat Direktorat 
T[ karena kita kan sudah mulai mengupayakan pendaftaran online yang bisa dilakukan di 
kanwil. Nah, saya rasa tugas TI ini ke depannyajuga mulai cukup berat. 

4, Adakah anggaran khusus yang dialokasikan untuk pengembangan e-govemment di 

instansi and a? Apakah sudah memadai? 
(N) Masaiah anggaran di HKI saya rasa ga ada masalah ya ... untuk anggaran semuanya 
seudah diatur dalam APBN dan sampai seka.rang usulan anggaran untuk TI selalu 
terpenubL Mungkin karena perhatian pirnpinan juga yang besar sama TI. Selain itu kita 

juga banyak terirna bantuan~bantuan dari pibak luar. Contohnya dari World Bank. atau 
dari JfCA untuk pembuatan IPDL. lya .. JPDI itu mcmang alas bantuan dari HCA. 
Sedang dalam waktu dekat ini kita sedang upayakan untuk pernbangunan e~fiHng dengan 
dana pinjaman dari Korea. (Bagaimcma perkembangannya mengenai hal ini pak? Red) 

Ya ... masih sedang dalam tahap diupayakan karena yang ini bentuknya plnjaman bukan 
bantuan jadi banyak hal-hal teknis yang harus disiapkan. Setain itu karena pinjaman itu 
jadi banyak melibatkan instansi-instansi lain. Agak rumit memang prosedurrtya 
dibandingkan bantuan lain yang pernah kita terirha. 

5. Bagaimana infrastruktur teknologi yang ada sekarang. apakah sudah memadat (jumlah 

dan kualitas) dan rnendukung dalam pengembangan e-govemment instansi anda? 
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(N) Masalah teknologi saya msa <:ukup memadai. Berbagai infrastruktur mulai dari 

jaringa.n, server. eh ... ya banyak lah sudah disiapkan oleh HKJ. 

6. Bagaimana kualitas koneksi internet di Ditjen HKI pak? 
(N) Saya seeing denger tuh, pemeriksa ngeluh koneksinya lambatlah. Begitu saya ccba 
sendiri, ga koq. Tergantung buka apa dulu, klo bwat buka websitenya EPO (European 
Patent Office, red) atau JPO (Japan Patent Office, red) itu kan kecil masih cepet koq. Ga 

masalah. Tapi lambat mungkin yang bwat bukan urusan kerjaan. 

7. Bagaimana masalah SDM di Ditjen HK.I sendiri pak? 
Klo di TI (Direktorat TI, red) cukuplah memadai. Kita punya banyak lulusan teknik dan 

komputer yang bagus-bagus. Tapi jurnlahnya memang terbatas .... sudah gitu saat ini 
boban TI tambah hanyak semontara tambahan SDM juga tidak ada. Klo SDM lain saya 
rasa tergantung sarna yang muda~muda inilah ... klo yang tua agak sulit memang hwat 

merubah pola pikimya. Maunya yang gampang aja ... ga mau yang sulit-sulit. Sudah susah 
bwat belajar. Paling-paling kita usahakan lewat training. Makanya kemaren itu kita buat 

pelatihao pembuatan power point buat pejabat. Masa pejabat ga bisa bikin ato make 
power point..malulah. Klo untuk orang TI sendiri kita juga sering kirim bwat mereka 
pelatihan .. di luar memang ga kita sediakan sendiri. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pengguna Apllkasi I Pemeriksa Merek 

I. Menurut anda apakah pimpinan di instansi anda sudah memiliki komltmen yang 

memadai untuk mendukung penerapan e--govemment? 

(N) Ga ada, abis cuman gitu~gitu aja skh. Ngedukungnya cuma sebata,s dukungan aja tapi 

ga ada realisasinya. Ga sesuai sama yang dibutuhkan oleh HKI. Kalo bantuan dari 

pihak asing sih udh banyak Cuma penerapannya setengah hati bgt Kayak ipdl, jpo 

kan udh ngasih bantuanjutaan dollar, cuma reaHsasi dari hki ya gitu doing. Skrg ipdl 

malah ngga dipakai, datanya gak update1sering eror,sering offline 

2. Klo dipenerapan berarti apa ada kaitannya dengan SDM? 

(N) Sdm lab haL Tpkan sdm itu bermasalah kalo pemimpinnya ngga boner juga. Kalo 

pemimpirmya bener kan dia akan buat sdmnya jd lebill baik 

3. Apakah infrastruktur yang dimiliki oleh instansi anda sudah cukup memadai dalam 

mendukung penerapan e~govemment? 

(N) Yang dibikin ama orang IT malah jaringan trademark search, Iengkap sih, cuman kok 

ya baru diks:h tau ke pemeriksa sebulan lni aja, kmrn2 dipake ama org IT buat 

ngobyek. Padhal yg aku denger jaringan itu udh ada sejak setaun lebih ... ya ampuuun 
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PEOOMAN WAWANCAAA 

Staf Pengelola E-govemment 

1. Menurut anda hambatan apa yang dihadapi oleh instansi anda dalam mengembangkan e

government? 

(N) Kayaknya karena di Tl SDM nya ga cukup dech, terus bos-bosnya ga punya kemampuan Tl 

yang memadai sich. Poslsinya sekarang cuma bwat batu loncatan doank, jadinya ga serius sm 

kerjaaonya. Mereka aja ga ngerti mesti ngapain. 

2. Terus apa dl OirektoratTl sendirl ga ada rencana strategis atau agenda kerja semacam itu? 

(N) Ya ada lha. Nah itu e-flling rencana terakhirnya. Tapi ga tau nich, bs jalan atau ga {lho 
kenapa? red} Ya bantuan yg KIPO itu ga jelas udah sampe dimananya. Semua kan tergantung 

pfnjaman. 

3. Apakah SOM yang dimiliki oleh instansl anda sudah memadai (dari segi kualitas dan jumlah}? 

(N} Dari kualitas. sich memadai lila, tapf gimana ga berkurang k!o stafnya diambil terus sm unit 

lain. Sayan gin aja di sini hamplr semua kasubag cuma puny a staf 1. 

4. Apa masalah utama yang dihadapi oleh unit anda berkaitan dengan lambarmya rnspon ataas 

keluhan dari pengguna? 

(N) Ya ... karena ltu tadt Bayangin aja "Gimana mo cepet bayangln aja satu orang bwat 

betulin 500 komputer. Untung ada Ahmad (outsourcing, red] klo ga ada, ga tau dech, 

Lagiao mo kerja keras juga percuma, sama aja ga ada timba! baliknya. Va k!o gini kan 

ujung~ujungnya duit. Mo males, mo raj in juga sam a aja dapetnya." 

I 

I 
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PEDOMAN WAWANCARA 

a. E·leadership 
1. Sejauh mana penerapan e·government menjadi p~ioritas dalam program keg\atan df instansi 

anda? 

b. Ketetapan dan Peraturan 

2. Apakah ketersediaan kebijakan dan peraturan sudah memadai untuk mendukung 

penerapan e-govern.ment? 

c. Kele:mbagaan 
3. Adakah lembaga atau bidang khusus yang diberi wewenang sepenuhnya untuk 

mengembangkan e·government di instansi anda? Jika ada, bagaimna struktur 

pende!egasian, tugas serta wewenanganya? 

d. Anggaran 
4. Adakah anggaran khusus yang dialokasikan untuk pengembangan e-government dl instansi 

anda? Apakah sudah memadai? 

e. Teknologi 
S. Bagaimana infrastruktur teknolog! yang ada sekarang. apakah sudah memadai (jumlah dan 

kualitas) dan mendukung dalam pengembangan e~government instansi anda? 

f. SDM 

6. Apakah SDM yang ada di instansi anda memadal dan memilik! kapabilitas penerapan e· 

government? 

7. Bagaimana mindset para pegawai mengenai proses kerja secarn elektronis7 

8. Apakah ada kendala yang terkaltd dengan SOM yang menghambat penerapan e-govemment 

di lnstansi anda? 

9. Bagaimana SDM di instansi anda mempersiapkan dirl dalam penerapan e-government? 

10. Apakah ada pemilihan prioritas jenis aplikasi yang perlu didahulukan dalam 

pengembangannya? 
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